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ABSTRAK

suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sen-
diri, dirinya hidup berdampingan, bahkan berkelompok
( zoon politicoon) dan sering mengadakan hubungan antar
sesamanya. Hubungan yang terjadi berkenaan dengan
kebutuhan hidupnya yang tidak selalu dapat terpenuhi
sendiri, karena itu di dalam kehidupannya suatu kelompok
cosial baik dalam situasi kebersamaan, maupun dalam
situasi sosial supaya teratur diperlukan ketentuan-
ketentuan yang dapat membatasi kebebasan tingkah laku
itu, ketentuan-ketentuan itu lahir dan tumbuh dari
kelompok sosial itu sendiri yang merupakan suatu sistem
tata aturan,

suatu sistem sosial sering terbentur pada dua atau
lebih sistem tata aturan yang berlaku dalam sistem sosijal
tersebut, di satu pihak sistem sosial itu, dan di lain
pihak terikat oleh tata aturan secara materil. Kedua
sistem tata aturan ini teralienasi di dalam sistem
kehidupannya.

Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam sistem sosial
itu merupakan ketentuan-ketentuan Yang tumbuh dari
pergaulan hidup atas dasar kesadaran yang dinamakan
hukum. Ketentuan-ketentuan tersebut terdiri atas beberapa
sistem yang berbeda, masing-masing tata aturan mempunyai

ciri dan sifat yang secara formal mengikat pada sistem



1

spsial di dalam masyarakat, sementara pada sistem yang
1ain mempunyai ciri dan sifat yang mengikat secara
materil dan dipatuhi oleh sistem sosial dalam masyarakat,

sistem tata aturan yang mempunyai ciri hendak
melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam
menjaga kepentingan umum, dalam arti apabila ada yang
melanggar tata aturan atau ketentuan-ketentuan yang
merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan
kepentingan umum seperti yang dikehendaki oleh ketentuan-
ketentuan tersebut, maka pelanggarnya mendapat reaksi
dalam masyarakat dan reaksi yang diberikan berupa
pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan

mengambil tindakan terhadap pelanggar itu.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam dunia ITmu Pengetahuan Hukum dikenal baberapa
sistem hukum yang berlaku secara konvensional di beberapa
negara sehingga jika dikelompokkan terdapat empat
kelompok besar yaitu Sistem Hukum Eropah kKentinental,
Anglo Saxon, Hukum Adat dan Hukum Islam.

sistem Hukum tersebut dapat menjadi bahan kajian
i1mu pengetahuan hukum untuk diketahui persamaan dan
parbedaannya sehingga memperkaya pengetahuan hukum bagi
mereka yang berkecimpung dalam dunia ilmu pengetahuan
hukum pada umumnya.

Oleh karena pentingnya mengkaji sistem-sistem hukum
yang ada, maka Kusumadi Pudjosewojo (1976:11), menyatakan
sebagai berikut :

Hukum jtu dipelajari dari berbagai sudut, karena itu

terjadilah berbagai ilmu pengetahuan tentang hukum,

sehingga yang disebut ilmu pengetahuan hukum
sebenarnya terdiri atas pelbagaj ilmu pengetahuan
tentang hukum”

Pendapat Kusumadi Pudjosewojo tersebut dapat menjadi
bahan renungan, sebab dengan mengkaji pelbagai Ilmu
pengetahuan Hukum seperti perbandingan hukum dan ilmu
pengetahuan hukum lainnya akan membantu menemukan

berbagai faktor yang merupakan persamaan dan perbedaan

dua sistem hukum.



sehubungan dengan persamaan dan perbedaan sistam—
sistem hukum tersebut oleh Kusumadi Pudjosewojo (1976:11)
dinyatakan sebagai berikut :
Tiap bangsa mempunyai hukumnya sendiri-sendiri
dengan sifat kepribadian bangsa ataupun sifat
kepribadian tata hukumnya. Dengan demikian terdapat
tata hukum seperti banyaknya bangsa di dunia; yaitu
tidak berarti bahwa antara beberapa tata hukum-tata
hukum atau antara beberapa tata hukum itu tidak ter-
dapat kesamaan-kesamaan. Bahkan hal yang sama memang
ditujukan oleh 1ilmu pengetahuan hukum yang lain
lagi, yakni; kepribadian hukum,
Perbandingan hukum sangat penting dalam hal mengkaji
sistem-sistem hukum yang ada, sehingga sangat tepat
seperti yang dikemukakan Van Apeldoorn (Supomo, T.th:434)

bahwa :

“adalah tugas dari perbandingan hukum untuk menyelidiki
faktor-faktor apakah yang mensntukan perbedaan-perbedaan
itu ... pemegang peranan penting”.

Di antara sistem-sistem hukum tersebut jika dikaji
lebih dalam, maka akan ditemukan tiga sistem hukum modern
di dunia sebagaimana dikemukakan Ma’'mun Rauf (1977/
1978:1) sebagai berikut :

Levy Ulman dalam mengklasifikasikan sistem hukum

yang ada di dunia ini mengemukakan ada tiga sistem

hukum modern yaitu
1) Sistem hukum dari negara-negara Ercpah Kontinen-

tal.

2) 8istem hukum dari negara-negara yang memakai s&is-
tem Anglo Saxon.

3) Sistem Hukum Islam.

Khususnya hukum pidana, maka KUHP termasuk dalam

klasifikasi sistem hukum Eropah Kentinental yang



mengalami perubahan dan penambahan di dalamnya. Secara
historis merupakan salinan Wet Boeck Van Strafrecht yang
bersumber dari Code Penal Perancis pada Zaman Napoleon.
KUHP sebagai salah satu bagian hukum pidana positif
di Indonesia di samping Hukum Adat Pidana (Pasal &5 (3) UU
Darurat Mo. 1 Tahun 1951) diberlakukan sejak tanggal 29
Sseptember 1858 herdasarkan UU Mo, 73 Tahun 1358 (LN. No.
{27 Tahun 1958) mengenal beberapa jenis pemidanaan
seperti yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP.
Adapun jenis pidana dapat dilihat dalam buku kesatu
Bab II tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
palam Pasal 10 KUHP (Lamintang, 1885:17) ditentukan
hukuman sebagai berikut
a. Hukuman-hukuman Pokok :
1. Hukuman mati
2, Hukuman Penjara
3. Hukuman Kurungan
4. Hukuman Denda
b, Hukuman—-hukuman Tambahan
1. Pencabutan dari hak-hak tertentu
2, Pensitaan dari benda-benda tertentu
3. Pengumuman dari Putusan Hakim.
selanjutnya tata cara eksekusi Pidana Mati menurut
KUHF diatur dalam Pasal 11, akan tetapi dengan Penpres
No. 2 tahun 1964 cara tersebut diubah. Lamintang
(1985:19) mengemukakan sebagai berikut :
Dengan Penpres 27 April 1964 No. 2/1964 L.N. No.
38/1864 yang diberlakukan mulai 27 April 1964;
pelaksanaan hukuman mati itu ditentukan “ditembak
mati”.

Demikian pula dengan pidana lainnya ada yang dilak-



=anakan di Lembaga Pemasyarakatan (L.P.) dan Paraturan
Pemerintah yang tentu dalam wilayah hukum pengadilan yang
menjatuhkan pidana.

sistem Hukum Pidana Islam (Jinaayaat) tidak diberla-
kukan secara positif di Indonesia, meskipun demikian
Hukum Pidana Islam tidak dapat dipisahkan dengan ajaran
Islam sebab sistem hukum tersebut merupakan suatu sistem
ajaran yang utuh dan saling barkaitan dalam Al-Qur'an dan
Hadis Rasulullah SAW.

Hal tersebut penting untuk diketengahkan, sebab
kandungan ajaran agama Islam bukan saja menyangkut soal
ibadah dalam bentuk shalat, puasa, zakat, haji, dan
ibadah rutin lainnya, akan tetapi lapangan hukum privat
dan lapangan hukum pidana juga tercakup di dalamnya.

Hukum Pidana Islam mengenal beberapa jenis pidana
yang merupakan pranata pemidanaan, yang dapat dikelompok-
kan sebagai berikut (Ahmad Hanafi, 1986:260).

1) Hukuman Pokok (Ugqubah asaliah), seperti hukuman
qisas untuk Jjarimah pembunuhan atau hukuman
potong tangan untuk jarimah pencurian.

5} Hukuman Pengganti (Ugubah Badaliah), yaitu yang
menggantikan hukuman pokok apabila hukuman pokok
tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah,
seperti hukuman denda (diyvat) sebagai pengganti
hukuman gisas atau ta’zir gebagai pengganti
hukuman had atau gisas yang tidak dapat dilaksa-
nakan.

3) Hukuman Tambahan (Ugqubah Taba'iah), yaitu hukuman
yang mengikuti hukuman pokok tanpa memer lukan pu-
tusan secara tersendiri, seperti larangan meneri=
ma warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan
terhadap keluarga, sebagai tambahan dari hukuman

gisas (mati) atau hukuman dicabutnya hak sebagai
saksi yang dijatuhkan terhadap orang yang



malakukan jarimah gadsaf (menfitnah orang lain
berbuat zina) di samping hukuman pokoknya, yaitu
jilid delapan puluh kali.

4) Hukuman pelengkap (Uqubah Taklimah), yaitu hu=
kuman yang mangikuti hukuman pokok dengan syarat
ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat
inilah yang menjadi ciri pemisahnya dengan
hukuman tambahan. Contoh hukuman pelengkap ialah
mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong
dilehernya.

walaupun ada perbedaan jenis dan tata cara eksekusi
akan tetapi juga terdapat kesamaan, yaitu adanya per-
camaan prinsip untuk memelihara ketertiban dalam
masyarakat sebagaimana dinyatakan oleh Ahmad Hanafi
(1986:4) sebagai berikut :

syariat Islam sama pendiriannya dengan hukum positif

{hukuman) adalah menetapkan perbuatan-perbuatan

jarimah beserta hukumnya yaitu memelihara kepen-

tingan dan ketenteraman masyarakat serta menjamin
kelangsungan hidupnya.

Segi lain dapat pula dikemukakan bahwa menurut KUHP
dan Hukum Pidana Islam menjatuhkan pidana kepada pembuat
( dader) bertujuan untuk memberikan balasan yang setimpal
dengan kejahatan yang dilakukannya, dan sebagal tindakan
peringatan bagi orang lain, sebagaimana dinyatakan oleh
Polak (Andi Zainal Abidin Farid, 1962:2), sebagai

berikut -

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi pidana itu

‘1) Perbuatan yang dilakukan itu harus tercela

2} Hukuman 4{tu bukan saja ditujukan kepada yang
telah lalu (pembalasan), tetapi juga terhadap
masa datang (Preventif)

3} Hukuman itu seimbang dengan delik yang telah di-
lakukan.



pendapat tersebut dalam istilah Ilmu Hukum Pidana
van Bemmelen menyebutnya dengan teori obyektif (Bambang
Purnomo, 1983:28). Pendapat tersebut dapat dipertemukan
dengan menganut teori gabungan sehingga terdapat
persamaan tujuan sebagaimana dinyatakan olebh Simons
(Bambang Purnomo, 1983:31)

Bahwa secara umum terletak pada ancaman pidananya

dan secara prevensi khusus terletak pada sifat

pidana menakutkan, memperbaiki dan membinasakan

sarta secara absclut pidana harus disesuaikan dengan

kesadaran hukum anggota masyarakat.

Dengan demikian, maka studi perbandingan dua sistem
hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan pemidanaan
dapat diketahui kelemahan-kelemahan, keistimewaannya dan

faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan dan

persamaan itu.

1.2 Alasan Memilih Judul

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut, maka
penulis menetapkan beberapa alasan memilih judul sebagai
berikut :

(1) Dengan judul tersebut penulis ingin memperdalam
pemahaman teori-teori pemidanaan yang dianut
dalam hukum pidana positif dan hukum pidana
Islam. |

(2) Dengan skripsi ini, penulis menginformasikan ke-
pada siapa saja bahwa ajaran Islam bukan saja

membicarakan tentang ibadah ritual dan barsifat



seremonial, akan tetapi Jjuga hukum pidana- ter-
cakup di dalamnya. =

(3) Memperkenalkan kepada mereka yang berkecimpung
dalam dunia ilmu pengetahuan hukum tentang segi
pidana dan ajaran Hukum Islam, khususnya mereka
yang terhimpun dalam jurusan hukum pidana dan
kriminologi.

(4) Dapat mengetahui dan membadakan dengan Jjelas
sistem pemidanaan menurut KUHP dan Hukum Pidana
Islam.

(5) Dengan studi perbandingan dua sistem hukum ter-
sebut dapat diketahui kelemahan-kelemahan, hke-
istimewaan dan perbedaannya serta persamaan-

prsamaannya khususnya menyangkut pemidanaan.

1.3 Pernyataan Masalah
Adapun masalah yang penulis ingin pecahkan dalam
skripsi ini adalah :
(1) Apakah tujuan pemidanaan menurut KUHF dan Hukum
Pidana Islam 7
(2) Apakah persamaan dan perbedaan Yyang esensial
sistem pemidanaan menurut KUHP dan Hukum Pidana

Islam 7

1.4 Metode Penelitian
Penulis menyusun skripsi ini dengan menggunakan,

metode penulisan yang bersifat deskriptif analitik ter-



hadap ketentuan-ketentuan dalam KUHP dan Hukum Pidana
Islam dengan metode penelitian kepustakaan (Tibrary
research) penelitian tersebut dilakukan dengan mempela-
jari buku-buku ilmu pengetahuan hukum pidana yang relevan

dengan judul skripsi ini.

1.5 Sistematikan Pembahasan
skripsi ini tersusun dengan sistematika sebagai
berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini memuat latar belakang masalah kajian
skripsi ini, alasan-alasan sehingga penulis memilih
judul, pernyataan masalah sebagai dasar acuan,
metode penelitian dan sistematika pembahasan yang
menjadi patokan pembahasan penulis selanjutnya.
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini terdiri atas dua bagian, yaitu sistem
hukum pidana positif (KUHP) dan sistem hukum pidana
islam yang memuat tentang pengertian, sumber dan
tujuan pemidanaan penjelasan dan dasar hukum dua
sistem hukum pidana tersebut.
BAR 3 PERBANDINGAN JENIS PEMIDANAAN MENURUT KUHP DAN
HUKUM PIDANA ISLAM.
Bab ini memuat perbandingan dua sistem hukum pidana
yang berintikan pada asas legalitas sebagai dasar

untuk menentukan suatu perbuatan pidana, percobaan,



BAB 4

pertanggungjawaban pidana untuk menentukan dapat
tidaknya dipidana terhadap pembuat (dader) dan tata
cara eksekusi terhadap pembuat yang dijatuhi
pidana.
PENUTUP.

Dalam bab ini penulis akan mengetengahkan hasil
analisis dari perbandingan dua sistem hukum pidana
khususnya yang berkaitan dengan pemidanaan menurut
KUHP dan Hukum Pidana Islam dengan menarik
kesimpulan dan akan penulis mengajukan beberapa

saran yang dapat dipertimbangkan.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Menurut KUHP

sebagaimana diketahui bahwa dalam hukum pidana
dikenal bebearapa sistem hukum yang berlaku secara
konvensional yang eksistensinya masih diakui dalam KUHP.

gistem pemidanaan adalah salah satu hal yang sangat
penting dalam sistem hukum positif.

Dalam hal ini penulis akan membahas sistem
pemidanaan dari segi pengertian, sumber hukum dan tujuan
pemidanaan menurut hukum pidana positif, sehingga dengan
demikian pembahasan selanjutnya diharapkan akan lebih

mendalami sistem pemidanaan yang dianut dalam KUHP.

2.1.1 Pengertian Pemidanaan

sebelum membahas lebih jauh tentang pemidanaan, maka
perlu diketahui lebih dahulu pengertian sistem dalam
penulisan 1ini, sehingga dengan demikian pembahasan
selanjutnya terdapat keseragaman pengertian dan pandangan
tentang apa yang dimaksud dengan sistem pemidanaan.

KUHP tidak memberikan batasan pengertian dan
pandangan tentang apa Yang dimaksud dengan sistem
pemidanaan, akan tetapi pengertian sistem ini, A. Hamzah,
S.H., (1986:1) menyatakan bahwa

“sistem adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa
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latin systema atau yunani syistema, artinya sesuatu yang
terorganisasi keseluruhan kompleks”.
Dari pengertian tersebut dikenal juga istilah synistami
artinya digabungkan, dikombinasikan.

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah
hukuman, istilah pidana merupakan yang berkaitan dengan
hukum pidana yang harus dikaitkan dengan ketentuan yang
tercantum di dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP atau yang biasa
disebut Nullum delictum nulla poena sine praevia lege
poenali yang diperkenalkan oleh Anseln von Feurbach (Andi
Hamzah, 1986:2).

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali
berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana
yang telah ada sebelumnya”.

Demikian juga dalam buku pertama KUHP khususnya bab
ix tentang pengertian beberapa istilah yang digunakan
didalamnya yang dimulai dengan Pasal 88 sampai dengan

Pasal 103 tidak ditemukan pengertian pidana begitu pula

dalam Memorie Van Toelichting (MvT).
pDalam hukum pidana adat perkara kejahatan dahulu
tidak digunakan kata pidana sebagaimana dikemukakan
Van Vollen Hoven (A. Zainal Abidin, 1975:245) bahwa :
Masih perlu diteliti asal kata pidana itu, karena
pada saman dahulu kala di Jawa (Saman Majapahit dan

Mataram), istilah untuk perkara kriminal disebut
parkara Prodoto {Pardata).
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oleh sebab itu maka untuk mendapatkan pengertian
pidana cara yang harus ditempuh adalah dengan melihat
pendapat-pendapat yang umum diterima dalam doktrin hukum
pidana positif.

Istilah pidana yang digunakan dikalangan penulis
hukum pidana berbeda-beda seperti istilah hukum yang
digunakan oleh Lamintang dan R. Soesilo, sanksi (MR.
Muladi) dan pidana (Moeljatno), bahkan ada penulis yang
menggunakan sekaligus dua istilah tersebut yaitu
sanksi/pidana. Meskipun istilah-istilah yang digunakan di
kalangan para penulis hukum pidana berbeda-beda, akan
tetapi mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu
memberikan tindakan berupa kesengsaraan kepada setiap
orang yang terbukti melanggar undang-undang hukum pidana.
Sehingga dengan tindakan tersebut orang menjadi sadar dan
tidak melakukan kejahatan lagi dan perbedaan kata pidana
menurut hemat penulis tidak prinsipil.

simons (LAMINTANG, 1984:34) memberikan batasan
pengertian tersendiri untuk straf atau pidana dalam
pandangan hukum pidana positif sebagai berikut

Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana

talah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu

norma yang dengan suatu putusan hakim telah
dijatuhkan bagi seseorang yang telah bersalah.

Sedangkan Van Hamel (LAMINTANG, 1984:34) menjelaskan
pengertian pidana bahwa :

suatu penderitaan bersifat khusus yang telah
dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwanang untuk
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menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai

penanggung Jjawab dari ketertiban hukum umum bagi

pelanggar, yakni semata-mata karana orang tersebut
telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus
ditegakkan oleh negara.

Dengan demikian, maka suatu pidana atau sanksi harus
mengandung unsur penderitaan, adanya kekuasaan yang
berwenang menjatuhkannya dan harus ada delik menurut
undang-undang.

Suatu tindakan atau perbuatan dapat disebut sebagai
pidana apabila tindakan atau perbuatan tersebut terdapat
unsur-unsur yang terdapat dalam undang=-undang.

Jika kita menyimak pendapat Simons dan van Hame]
tersebut maka akan mencerminkan pandangan bahwa bila
seseorang telah terbukti melakukan delik, maka menurut
hukum pidana positif haknya sebagai individu harus
dicabut, meskipun pembuat (dader) menolak untuk dijatuhi
sanksj atau pidana.

Hal tersebut dilakukan karena ia (pembuat) telan
melakukan kejahatan yang telah ditetapkan dalam undang-
undang hukum pidana atau telah melanggar hak orang,
bahkan dengan kejahatannya itu hak untuk hidup dapat
dicabut berupa pidana mati yang dapat dijatuhkan kepada
pembuat (dader). Algra Jamssen (LAMINTANG, 1984:34)
mengatakan sebagai berikut

Alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) wuntuk

memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu

perbuatan yang tidak dibenarkan reaksi dari penguasa

tersebut telah mencabut kembali sebagian dari per-
lindungannya yang seharusnya dinikmati oleh ter-
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pidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekeyaan

yaitu seandainya ia telah tidak melakukan sesuatu

tindak pidana.

Hak-hak sebagai individu dapat dinikmati pembuat,
apabila ia juga menjamin hak-hak individu lainnya. Negara
harus tampil mewakili individu yang telah dilanggar hak-
haknya dengan cara menjatuhkan pidana atau sanksi kepada
setiap pembuat (dader). Tampilnya para pelaksana hukum
(Jaksa, Hakim, dan Polisi) sebagai wakil masyarakat
menjadikan sifat hukum pidana berubah menjadi hukum
publik yang otoritasnya diakui oleh masyarakat sekalipun
diakui bahwa mulanya hukum pidana 7itu bersifat privat.
van Hattum (A. ZAINAL ABIDIN, ISTE:E—E] menyatakan
bahwa :

asal usul dan perkembangan sanksi atau hukuman

dimulai dari pelaksanaan balas dendam yang bersifat

partikulir (privat wraakgevering) sampai dengan
sanksi yang bersifat hukum publik yang dijatuhkan
oleh negara.

Peristiwa tersebut merupakan faktor pendorong
tampilnya negara mewakili individu yang telah dilanggar
hak-haknya. Individu tidak lagi menentukan kehandaknya
sendiri dam untuk memulihkan kembali hak-haknya sehingga
terciptalah ketertiban dalam masyarakat.

Perdamaian selalu menjadi dambaan umat manusia dan
tidak mengharapkan kondisi yang kacau atau kondisi yang
tidak tenteram seperti kondisi bloesdswraak (utang darah

dibalas darah) atau kondisi groepswraak atau pembalasan

antar kelompok, maka diperlukaniah suatu kekuasaan yang
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lebih besar dan kuat dari kelompok-kelompok yang ada
kekuatan yang lebih besar tersebut dikenal dengan istilah
kekuasaan. Dengan demikian kekuasaan dan hukum saling
melengkapi sebagaimana Mochtar .Kusumaatmadja (LILI
RASYIDI, 1985:55) menyatakan :@: "Hukum tanpa kekuasaan
adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah
kelaliman”.

pPandangan tentang kepastian pidana juga dikemukakan
oleh SOESILO (18583:35) dan menterjemahkan kata straf
dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak
(sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonnis orang
yang telah melanggar undang-undang pidana.

Dari beberapa pendapat tersebut, maka nampak bahwa
ciri utama suatu pidana adalah unsur penderitaan yang
harus menonjol di samping unsur lainnya.

Panderitaan atau sengsara yang diletakkan aleh
pembuat undang-undang hukum pidana diatur pada Pasal 10
KUHP penderitaan itu bukanlah berbentuk kelaparan dan
ketakutan melainkan berupa penderitaan siksaan atau
kehilangan harta benda, bahkan dapat berupa kehilangan
nyawa.

Pasal KUHP 10 menetapkan dua Jjenis pidana yaitu
pidana pokok dan pidana tambahan. kedua jenis pidana ter-
sebut dapat mendatangkan penderitaan apabila diterapkan
pada setiap pelanggar hukum pidana, sehingga diharapkan

dapat merubah perilaku pembuat dan bersedia menyadari
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hak-hak orang lain yang telah dilanggar.

sehubungan dengan hak-hak tersebut, maka pidana yanﬁ-
terdapat dalam KUHP berbeda kualitasnya dengan sanksi
yang ditetapkan dalam Tlapangan hukum lain, walaupun
kaidah-kaidahnya diciptakan berdasarkan norma-norma hukum
yang berlaku dalam masyarakat. Kaidah-kaidah yang di-
maksud adalah kaidah hukum perdata, hukum administrasi
negara, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ada per-
samaannya, akan tetapi perbedaannya Yang lebih menonjol,
khususnya dari segi pidananya.

Meskipun dikatakan bahwa sanksi atau yang terdapat
dalam KUHP bukan bersumber atau sintesa kaidah-kaidah
hukum l1ajin sebab dikalangan ilmuan hukum pada umumnya
beranggapan bahwa KUHP mengambil kajdah-kaidah hukum
lain, kemudian menetapkan sanksinya, hal tersebut diper-
tegas oleh A. ZAINAL ABIDIN FARID (1975:4) dengan
menyatakan sebagai berikut

juga dipersoalkan adalah hukum pidana sendiri atas
kaidah-kaidah hukum yang diciptakan sendiri atau
hanya mengambil alih kaidah-kaidah hukum lain,
seperti hukum perdata, hukum tata usaha negara dsb),
lalu menetapkan sanksi istimewa berupa penderitaan
atau nestapa kepada mereka yang melanggarnya.

Meskipun demikian menurut pandangan para ahli hukum
pidana tidak benar, sebab sanksi yang terdapat dalam
KUHPerdata lebih kecil dibanding dengan sanksi atau
pidana yang ditetapkan oleh hukum pidana sanggahan
tersabut dikemukakan oleh UTRECHT (A. Zainal Abidin

Farid, 1975:10) bahwa :
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Saya hendak melihat hukum pidana sebagail hukum
sanksi yang istimewa (bijzonder santierecht) hukum
pidana memberi suatu sanksi istimewa atas pelang-
garan hukum publik yang telah ada, hukum pidana me-
lindungi baik kepentingan yang diselenggarakan oleh
pemerintah, maupun oleh peraturan hukum privat,
maupun kepentingan hukum yang diselenggarakan oleh
peraturan hukum publik, hukum pidana melindungi ke-
dua macam kepentingan itu dengan membuat sanksi
istimewa, sanksi istimewa itu perlu oleh karena
kadang-kadang perlu diadakan tindakan yang lebih
keras yakni lebih besar dari sanksi-sanksi yang ada,
misalnya dalam hukum privat dan yang merupakan
sanksi-sanksi biasa saja.

Penderitaan yang ditetapkan oleh KUHP harus lebih
keras dari ciri-ciri kekerasan itu digambarkan oleh
LAMINTANG (1984:16) sebgai berikut :

Akan tetapi penderitaan yang bersifat khusus dalam
hukum pidana sifatnya sangat berbeda dengan pende-
ritaan dalam hukum perdata, oleh karena itu daiam
hukum pidana orang mengenal lembaga perampasan
kemerdekaan atau lembaga pembatasan kemerdekaan yang
dapat dikenakan oleh hakim terhadap orang-crang yang
telah melanggar norma-norma yang telah diatur dalam
hukum pidana, bahkan di dalamnya orang juga mengenal
lembaga perampasan nyawa dalam bentuk hukuman mati
yang secara nyata memang tidak dikenal orang dalam
hukum=-hukum lain pada umumnya.

Pranata pemidanaan yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP
sepantasnya lebih keras dibandingkan dengan sanksi atau
pidana hukum lain, sebab hukum pidana dapat disebut seba-
gai upaya terakhir dalam hukum positif untuk menyadarkan
setiap penjahat yang keras kepala agar selalu menaati
aturan-aturan hukum yang berlaku sebagaimana Andi Zainal
Abidin Farid (1975:16) menyatakan :

Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap

hukum pidana itu sebagai wultima remidium, yaitu

upaya terakhir untuk memperbaiki tingkah laku

manusia, terutama penjahat serta memberikan tekanan
psikelogis agar orang-orang tidak melakukan

kejahatan.
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Pendapat tersebut merupakan ciri khusus yang membe-
dakan secara tegas eksistensi hukum pidana dalam jajaran
hukum positif, eksistensi hukum pidana dipertahankan oleh
sarjana-sarjana hukum pidana.

Meskipun para ilmuan hukum pidana sepakat bahwa pi-
dana atau sanksi itu merupakan suatu penderitaan yang is-
timewa, akan tetapi masih ada kelompok yang tidak meng-
hendaki apabila pidana itu merupakan penderitaan atau
nestapa. Hal tersebut dijelaskan oleh Andi Zainal Abidin
Farid (1975:12) dan sekaligus menyodorkan fakta yang
diharapkan masyarakat sebagai berikut

Berbeda dengan pendapat para sarjana hukum pidana

pada umumnya, melarang menjadikan pidana itu ber-

sifat penderitaan ... akan tetapi sulit dilaksana-
kan dalam kenyataan, oleh karena

1. Bagaimanapun Jjuga pidana itu selalu merupakan
penderitaan istimewa dibanding dengan sanksi
hukum lain.

2. Pada umumnya masyarakat Indonesia tidaklah men-
didik semata-mata, tetapi mengandung juga pemba-
lasan atas kerugian atau derita yang ditimbulkan
oleh perbuatan terpidana (hal itu dapat diduga
melalui persyaratan-persyaratan anggota-anggota
masyarakat di surat-surat kabar, juga diketahui
dalam surat tuntutan para penuntut umum dan
kadang-kadang di dalam keputusan hakim.

Oleh sebab itu, secara umum dapat disebutkan bahwa
pengertian pidana atau sanksi merupakan suatu penderitaan
yang dirasakan oleh seseorang apabila telah terbukti
melakukan delik yang telah ditetapkan dalam undang-undang
hukum pidana baik dalam hukum pidana umum (KUHP)
merupakan hukum pidana khusus dan pidana itu harus

ditetapkan dalam suatu keputusan hakim.
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2. 1.2 Sumber-sumber Pemidanaan

sumber pemidanaan dalam Hukum Positif, adalah Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang yang
mencantumkan tentang ancaman pidana dan Hukum Pidana
Adat.

Adapun yang menjadi pokok kajian skripsi ini adalah
sistem pemidanaan yang dianut dalam KUHP,

Pasal 10 KUHP ditetapkan beberapa Jjenis pidana
sebagai berikut
A. Pidana pokok meliputi
. Pidana mati
. Pidana Penjara

Pidana Kurungan
Pidana Denda

P G0 PO =

B. Sedangkan pidana tambahan meliputi
1. Pencabutan hak yang tertentu
2, Perampasan barang yang tertentu
3. Pengumuman keputusan hakim.

Selain Pasal 10 KUHPidana terdapat pula hukuman
pokok barw, yaitu hukuman tutupan yang terdapat dalam UU.
21-10-1946 Mo. 20 Pasal 1 yang berbunyi "Selain dari pada
hukuman pokok tersebut dalam Pasal 10 huruf a. di atas
adalah hukuman pokok baru, yaitu hukuman tutupan, Yyang
menggantikan hukuman penjara dalam hal tersebut dalam
Pasal 2.

Jika ketentuan tersebut kita kaitkan dengan asas
legalitas maka konsekuensinya bahwa tidak ada pidana lain
yang dapat dijatuhkan hakim di luar dari yang ditentukan
secara tegas oleh pasal tersebut, kecuali dalam hal

ditentukan oleh undang-undang.
Untuk lebih mengetahui hal-hal tersebut, maka

penulis uraikan dalam pembahasan selanjutnya.
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A.1 Pidana mati

pPasal 10 KUHP mencantumkan ancaman pidana mati
sebagai salah satu pidana yang paling berat di antara
jenis pidana yang terdapat di dalamnya.

Pidana mati sebagaimana telah disebutkan pada bab
terdahulu diketahui bahwa pidana tersebut sudah ada sejak
jaman penjajahan Belanda dan zaman penjajahan Jepang
tahun 1842, bahkan sudah ada orang yang dieksekusi dengan
pidana mati.

setelah Indonesia merdeka tahun 1945, maka semua
peraturan hukum diberlakukan di Indonesia berdasarkan
pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 termasuk di dalamnya
ketentuan-ketentuan tentang pidana mati, dan secara
konstitusional pidana tersebut masih diperkenankan
diberlakukan khususnya pada kejahatan-kejahatan yang
barbahaya terhadap kepentingan negara dan masyarakat.

Eksistensi pidana mati di Indonesia dapat dilihat
dalam yurisprudensi hukum pidana Indonesia dan telah
dieksekusi pidana mati beberapa terpidana pelaku
kejahatan politik {Akhiar Salmi, 1985:67) seperti pelaku
peristiwa G.30 S/PKI (Subandric, Omar Dhani, Supomo,
Nyoto, Nyomo dan Imran) dalam perkara kriminal dikenal
beberapa kejahatan yang pelakunya telah dieksekusi dengan
pidana mati, dan bahkan ada yang telah diputuskan oleh
Mahkamah Agung RI seperti Hamzah (pelaku pembunuhan Ali

Banejed) bersama dengan Saadom Mochhamad, Ismail Husain
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dan Tasrief Yusuf Kusni-Kasdut mereka ada yang dieksakusi
pidana mati.

Tindakan tersebut bukan saja dilakukan oleh negara
yang berfalsafah Pancasila, bahkan di negara sosialis pun
seperti Rumania pernah menjatuhkan pidana mati kepada eks
Presiden Cesusescu dan istrinya Elena karena dituduh dan
tarbukti melakukan pembantaian 70.000 jiwa. Kasus Basri
Masse di Malavsia Bahkan Iran (Harian Fajar, Rabu, 17
Januari 1990:1) mempunyai rangking pertama dunia dalam
urusan pidana, sebab menurut laporan Amnesti
Internasional negara tersebut telah mengeksekusi manusia
dengan pidana mati sebanyak 743 jiwa.

Peristiwa-peristiwa tersebut belum semuanya terung-
kap dan dipublikasikan, akan tetapi sempat menggemparkan
dunia atau masyarakat Internasional khususnya Amnest
Internasional dan PBB, akibatnya pidana tersebut dianggap
sebagai tindakan meremehkan harkat dan martabat manusia,
sehingga (Panjimas, no. 635, 1990:69) dalam salah satu
resalusinya di akhir tahun 1983 mencetuskan satu gagasan
agar pidana mati dihapuskan di seluruh dunia. Gagasan
tersebut didukung oleh 55 negara.

Tindakan menghilangkan nyawa manusia dengan cara
pidana mati banyak dikritik oleh masyarakat internasional
sedangkan tindakan menghilangkan nyawa manusia dengan
cara peperangan atau penggunaan bahan nuklir, senjata

kimia dan biologi kurang mendapat kritikan dan diketahui
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bahwa bahayanya lebih besar, sebab tidak hanya menimpa
orang-orang bersalah akan tetapi Juga akan mencelakakan
orang-orang yang tidak berdosa.

Oleh karena itu, sekalipun masyarakat Internasional
{(FBEE dan Amnesti Internasional) telah sepakat untuk meng-
hapuskan pidana mati, akan tetapi masih ada orang yang
tidak setuju apabila pidana mati tersebut dihilangkan
atau menghapuskan dalam undang-undang hukum pidana.
Ketentuan tentang pelaksanaan hukuman mati seperti yang
ditentukan dalam Pasal 11 KUHP tidak lagi sesuai dengan
perkembangan zaman, sehingga dikeluarkan Penetapan
Presiden MNo. 2/1964 vyang menentukan bahwa, pelaksanaan
pidana mati dilakukan dengan penembakan sampai mati di
suatu tempat di daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan
pidana mati, atau pidana tingkat pertama.

A.2 Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa
kehilangan kemerdekaan.

Terhadap pidana penjara ini timbul pula berbagai
keberatan seperti halnya pidana mati, pro dan kontra di
kalangan ilmuan hukum tentang pidana penjara seumur hidup
salah satu alasan mereka yang Kontra antara lain bahwa
pidana penjara seumur hidup tidak memberikan Kesempatan
dan harapan pada terpidana untuk kembali kemasyarakat.

kKeberatan terhadap pidana seumur hidup jika dikait-

kan dengan tujuan pemidanaan, yaitu untuk memperbaiki
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terpidana supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna,
tidak lagi sesuai dan dapat diterima. Pidana seumur hidup
harus dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam arti pem-
balasan terhadap terpidana atau bertujuan menyingkirkan
terpidana dari masyarakat supaya masyarakat aman dan
ancaman perbuatan seperti perbuatan terpidana.

Oleh karena itu pula, ada kemungkinan orang yang
telah dijatuhi pidana seumur hidup dan telah dikuatkan
dengan penclakan grasinya akan berbuat sekehendak hati di
dalam penjara, karena mereka pikir bagaimana juga ia
berbuat baik tidak akan mengalami pembebasan.

Berbagai keberatan yang timbul tentang pidana
penjara seumur hidup, akan tetapi keberatan itu dapat
disanggah dengan berbagai alasan. Adapun alasan-alasan
yang dikemukakan antara lain :

a) Tersedia lembaga hukum yang disebut Grasi, dalam hal
pidana seumur hidup dapat dirubah menjadi pidana
penjara selama beberapa tahun (Penjara untuk sementara
waktu).

b) Selanjutnya bilamana penjara seumur hidup telah diru-
bah menjadi pidana penjara dua puluh tahun dan jika
berkelakukan baik terus-menerus tiap tahun kepadanya
dapat diberikan remisi yaitu pengurangan pidana paling
tinggi satu tahun.

Dalam hal pidana penjara, dikenal pula pidana

penjara untuk sementara waktu yang ditentukan dengan
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minimum dan maksimum umum. Pasal 12 ayat 2 KUHP

menentukan bahwa minimum umum adalah satu hari dan

maksimum lima belas tahun (Lamintang, 1876:139).

Akan tetapi maksimum lima belas tahun ini dapat
dinaikkan menjadi dua puluh tahun dalam hal-hal sebagai
berikut
1} Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan penjara

saumur hidup.

2} Jika perbuatan pidana yang terjadi atas dasar perba-
rengan seperti yang tercantum dalam Pasal 52 dan &2
bis KUHP.

3} Disamping keadaan umum untuk memberatkan pidana seper-
ti tersebut, maka hal itu disebabkan karena keadaan
khusus seperti pada Pasal 347 ayat 2 dan 349 KUHP.

A.3 Pidana Kurungan

Pasal 18 ayat 1 KUHP menggariskan bahwa lamanya
pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan sekurang-
kurangnya satu hari. Pasal 18 ayat 2 memberikan
pengecualian bahwa dalam hal-hal tertentu pidana kurungan
dapat dijatuhkan selama-lamanya satu tahun empat bulan
karena adanya gabungan kejahatan, karena pengulangan
(recidive) atau karena ketentuan yang tersebut pada Pasal
52 KUHP.

pidana kurungan pada dasarnya mempunyai tujuan-
tujuan tertentu sebagaimana Vos {Andi Hamzah, 1986:38)

mengemukakan bahwa pada dasarnya pidana kurungan
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mempunyai dua tujuan antara lain :

a) sebagai custodia honesta untuk delik yang tidak
menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-
delik culfa dan beberapa delik dolus, seperti
perkelahian satu banding satu (Pasal 182 KUHP)
dan palit sederhana (Pasal 396 KUHP) kedua pasal
tersebut diancam pidana penjara.

b) Custodia simplex, suatu perampasan kemerdekaan
untuk delik pelanggaran.

Dengan demikian jika dilihat rumusan vos tersebut
dapat disimpulkan bahwa pidana kurungan lebih mudah
dibanding dengan pidana penjara, oleh karena dari segi
pelaksanaan hukuman kurungan tidak semua terhukum dapat
dijalankan di luar daerah artinya terpidana kurungan
tidak boleh dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan yang
lain tanpa persetujuan terhukum seperti yang ditentukan
dalam Pasal 21 KUHP.

Oleh karena itu pidana penjara mempunyai perbedaan
yang sangat penting dengan pidana kurungan sebagaimana
soesilo (1988, 48) mengemukakan

a) Hukuman penjara dapat dijalankan dalam penjara di mana
saja, sedang hukuman kurungan dengan tidak semuanya
terhukum tidak dapat dijalankan di luar daerah, di
mana ia bertempat tinggal atau berdiam waktu hukuman
itu dijalankan. . )

b) Orang yang dihukum penjara lebih berat pekerjaannya
dari pada yang dihukum kurungan. .

c¢) Orang yang dihukum kurungan mempunyai hak pistole hak
untuk memperbaiki keadaannya di rumah penjara dengan
ongkos sendiri, sedang yan? dihukum penjara tidak
punya pistole, adalah uang lama prancis yang dipakal
untuk menukar atau membeli barang-barang.

Apa yang dikemukakan oleh Soesilo tersebut dapat
disimpulkan bahwa pembuat undang-undang memandang pidana
kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara. Hal

tersebut lebih dipertegas dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP
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bahwa berat ringannya pidana ditentukan ocleh urut-
urutannya dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana
kurungan menempati urutan ketiga di bawah pidana mati dan
pidana penjara.

Perbedaan antara pidana kurungan dan pidana penjara
tersebut 1lebih jauh Jonkers (Andi Hamzah, 1986:20)
menegaskan

Dalam hal pelaksanaan pidana, terpidana kurungan

tidak dapat dipindahkan ke tempat lain di Jluar

tempat ia berdiam pada waktu eksekusi tanpa
kemauannya sendiri.

Lebih jauh Jonkers mengatakan, ketentuan dipandang
lebih ringan, karema bagi mereka pindah ke tempat lain
lebih berat, jauh dari sanak keluarga dan handai taulan
pérhedaan lebih lanjut menurut Jonkers (Andi Hamzah,
1986:20) bahwa :

Pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana urungan

lebih ringan dari pada terpidana penjara, karena

umumnya terdiri dari petani sehingga sulit bekerija

di penjara sebagaimana ditentukan dalam peraturan

kepenjaraan.

celain perbedaan yang dikemukakan oleh Jonkers
tersebut maka Pasal 19 ayat 2 KUHP menggar iskan bahwa,
kepadanya diwajibkan pekerjaan yang lebih ringan dari
pada yang diwajibkan orang yang dipidana penjara.

Adapun ketentuan tentang pelaksanaan pidana penjara
maupun pidana kurungan tercantum dalam Pasal 32 KUHP
yaitu :

Ayat 1) Pidana penjara dan pidana kurungan 1itu masing-



Avat 2)

27

masing berlaku mulai mengenai terpidana yang ada
dalam tahanan sementara, pada hari hkeputusan
hakim tidak dapat diubah lagi, dan mengenai
terpidana yang lain pada hari keputusan hakim
dijalankan.

Jika keputusan hakim bersma-sama dijatuhkan pida-
na penjara dan pidana kurungan sedang terpidana
sudah dalam tahanan sementara karena semua per-
buatan itu atau karena satu perbuatan itu dan
keputusan untuk segala pidana mendapat ketetapan
bersama-sama waktunya, maka pidana penjara
dimulai dijalankan pada waktu itu juga dan pidana
kurungan segera mulai dijalankan pada waktu habis

pidana penjara.

selain perbedaan yang dikemukakan oleh para ilmuan

hukum pidana, maka ada suatu hal yang terlupakan mengenai

perbedaan tersebut sebagaimana Pompe (Lamintang, 1976:42)

mengatakan sebagai berikut : “pada pidana kurungan tidak

ada kemungkinan pelepasan bersyarat seperti pada pidana

penjara”.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan

bahwa pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan

dibanding dengan pidana mati, pidana penjara, dan pidana

penjara seumur hidup.
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A.4 Pidana Denda

Berbeda dengan pidana lainnya, maka pada pida;;n
denda ini undang-undang tidak menentukan batas maksimum,
hanya batas minimun yaitu 15 sen, kemudian menurut
Lembaran Negara 1960 No, 52 maka jumlah pidana denda
dilipatgandakan menjadi 1lima belas kali {Ruslan Saleh,
1978:21).

calain itu undang-undang Jjuga tidak menentukan
siapa yang harus membayar denda. Dan Jika denda tidak
dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan sebagai
pengganti.

pidana denda bermacam-macam bentuknya kadang-kadang
berupa ganti kerugian, kadang berupa denda alat. Pidana
denda hampir sama sifatnya dengan sifat perdata, namun
terdapat perbedaan yang sangat menonjol sebagaimana Andi
Hamzah (1986:43) mengemukakan sebagai berikut :

1) Denda dalam perkara pidana dibayarkan kepada

negara, masyarakat sedangkan dalam perkara
perdata dibayarkan secara pribadi atau badan
hukum.

2) Denda dalam perkara pidana dapat diganti dengan
pidana kurungan jika tidak dibayar.

3) Selain itu denda tidak diperhitungkan sesuai
dengan Jjumlah kerugian yang ditimbulkan oleh
suatu perbuatan sebagaimana dalam perkara
perdata.

4) Pidana denda tetap dibayar walaupun terpidana
telah membayar ganti rugi secara perdata kepada

korban.
pidana denda jika dikaitkan dengan tujuan pidana dan
pemidanaan akan lebih cepat tercapai sebagaimana Jonkers

(Andi Hamzah, 1986:45) mengatakan :
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Ada kecenderungan bahwa hukum pidana modern meman-

dang lebih baik dan lebih cepat mencapail tujuan

pidana jika pidana denda dijatuhkan terhadap ter-
pidana dari pada pidana hilang kemerdekaan Yyang
singkat.

Mengenai lamanya pidana kurungan pegganti denda di-
gantikan secara kasus demi kasus dengan putusan hakim,
minimum umum satu hari dan maksimum enam bulan
sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 30 ayat 3 KUHP
(Andi Hamzah, 1986:45). Namun demikian maksimum ini dapat
dinaikkan menjadi delapan bulan dalam hal gabungan
( Concursus), residive dan delik jabatan menurut Pasal &2
bis, Pasal 30 ayat 2 KUHP (Andi Hamzah, 1986:45).

Namun demikian, ada kebebasan bagi terpidana untuk
memilih apakah pidana denda atau pidana kurungan
pengganti dan denda dapat dibayar sebagian. Pembayaran

sebagian denda membebaskan sebagian yang sepadan kurungan

pengganti (Soesilo, 1988:53).

B. Pidana Tambahan

cebelum diuraikan mengenai pidana tambahan, maka
akan dikemukakan perbedaan pidana pokok dengan pidana
tambahan sehingga nantinya tidak menimbulkan kesimpangsi-
uran pada pembahasan selanjutnya.

pada pidana tambahan hanya dapat dikenakan disamping
pidana pokok, asas ini mengadakan suatu pengecualian
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 3 KUHP yang

menentukan bahwa perampasan barang dapat dikenakan
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terhadap terdakwa yang dibawah umur yang diserahkan
kepada pemerintah sepanjang barang-barang yang dibeslah,
maka pidana tambahan ini dikenakan bukan disamping suatu
pidana pokck tetapi disamping suatu tindakan (matregal).

Di samping itu pidana tambahan mempunyai sifat
fakultatif artinya jika terdakwa dinyatakan bersalah me-
lakukan tindak pidana, maka hakim diharuskan menjatuhkan
pidana pokok, tetapi tidak diwajibkan menjatuhkan pidana
tambahan. Akan tetapi adakalanya hakim diwajibkan (ber-
sifat imperatif) mengadakan pidana tambahan berupa peram-
pasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 250 bis KUHP
(mengenai kejahatan pemalsuan) {Lamintang, 1984:156).

Kemudian pidana tambahan berupa pencabutan hak,
mulai berlaku dengan tidak menunggu tindakan pelaksanaan-
nya, sebagaimana Pasal 378 ayat 2 KUHP menetapkan bahwa
hukuman pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari
keputusan hakim tersebut, sedangkan pidana pokok dapat
dijalankan setelah keputusan hakim memperoleh kekuatan
hukum yang tetap.

Pidana tambahan sebagaimana yang terdapat dalam
Pasal 10 KUHP pada bagian b yang terdiri dari
1) Pencabutan hak-hak tertentu
2} Perampasan barang-barang tertentu

3) Pengumuman putusan hakim.
Jika disimak dari Pasal 10 bagian b KUHF ini maka

pada prinsipnya bahwa tidak semua hak dapat dicabut
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dengan keputusan hakim seperti yang ditegaskan dalam

Pasal 35 KUHP antara lain :

1) Hak memangku segala jabatan pada umumnya atau Jabatan
tertentu.

2) Hak untuk menjadi anggota angkatan bersenjata.

3) Hak memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan yang
dilakukan menurut peraturan perundang-undangan.

4) Hak menjadi wali, pengampuan atau pengawas terhadap
orang yang bukan anaknya sendiri.

5) Hak menjalankan kekuasaan, kekuasaan wali dan pengam-
puan atas anaknya sendiri.

6) Hak melakukan pekerjaan tertentu.

Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif ia
bersifat sangat khusus, sehingga sering sifatnya pidana
hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana
tambahan termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.
Mengenai jenis-jenis pidana tambahan ini akan diuraikan

pada pembahasan salanjutnya.

B.1 Pencabutan hak tertentu
pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu
tidaklah berarti bahwa hak-hak terpidana dapat dicabut.
Pencabutan tersebut tidak meliputi hak-hak kehidupan dan
juga hak-hak sipil (perdata) dan hak-hak ketatanegaraan.
oleh karena pencabutan hak-hak tertentu merupakan

suatu pidana kehormatan yang berbeda dengan pidana hilang
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kehormatan sebagaimana vVos (Andi Hamzah, 1986:47) menga-
takan sebagai berikut

Pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal :

1) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan

dengan putusan hakim

2] Tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka

waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan
hakim,

Jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu adalah pada
pidana seumur hidup lamanya adalah seumur hidup, pada
pidana penjara atau kurungan sementara lamanya pencabutan
paling sedikit lima tzhun lebih Tlama dari pidana pokok-
nya, dan pada pidana denda, lamanya pencabutan paling
sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun.

Menurut Jonkers {(Andi Hamzah, 1986:47) pencabutan
hak berlaku juga bagi terpidana mati, yaitu selama hidup,
dengan alasan suatu pidana mati dapat berubah karena
terpidana lari dari eksekusi atau juga mungkin karena
mendapat grasi. Pasal 35 ayat 2 KUHP mengetakan bahwa
hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari
jabatannya, Jjika dalam aturan-aturan khusus ditentukan
penguasa lain untuk pemecatan itu. Pencabutan hak
sesecrang menurut Jonkers (Lamintang, 1984:48-49) berarti
seseprang dapat dicabut haknya untuk menjabat seluruh
jabatan dalam arti jabatan publik. Pencabutan hak ini
tidak berarti mecabut jabatan 1tu sendiri, melainkan hak
atau memangku jabatan itu,

Mengenai pencabutan hak wuntuk masuk angkatan ber-
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senjata tidak berarti mencabut jabatan militernya, Jjika
yang bersangkutan menjalankan kewajiban militer atas
perintah sedangkan sudah ada putusan mengenai pencabutan
haknya untuk memasuki angkatan bersenjata, menurut
Jonkers (Lamintang, 1984:48-49) bahwa dalam hal demikian
berlaku teori daya paksa {overmacht) atau keadaan
terpaksa (noodtoestand). Sedangkan Nyoman Langemeijer
{Lamintang, 1984:48-49) mengusulkan agar pembuat undang-
undang menetapkan pencabutan hak itu demi hukum untuk
menjabat suatu jabatan dan kewajiban militer.

Dalam hal pencabutan hak untuk menjadi penasehat
Jonkers (Lamintang, 1984:50) mengemukakan sebagail berq-
kut :

Pencabutan hak untuk menjadi penasehat { raadsman)
tidak berarti lagi, karena yang dimaksud dengan
raadsman disini bukanlah penasehat hukum dalam
perkara pidana atau advokat dan pokrol yang
pemecatannya berdasarkan RO (Reglement op de
rechterlijke organisatie en het Beleid der Justie).

Pencabutan untuk menjalankan pekerjaan tertentu
hanya yang ditentukan oleh hukum. Suatu pekerjaan
( beroep) ©leh setiap pencaharian swasta yang ditujukan
untuk memenuhi keperluan-keperluan sandiri atau orang

lain tidak merupakan problem pekerjaan itu pokok atau

sambilan.

B.2 Perampasan harang-barang tertentu
pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti

halnya dengan pidana denda, pidana perampasan telah
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dikenal sejak dahulu, para kaisar kerajaan romawi
menerapkan pidana perampasan 1ini sebagai politik hukum
yang bermaksud mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk
mengisi kas negara (Andi Hamzah, 1986:47).

Pidana perampasan kemudian muncul dalam code penal
1810, walaupun di negeri Belanda dihapus pada abad ke 18
(Andi Hamzah, 1986:47).

Kemudian pidana perampasan muncul dalam WvS Belanda
dan berdasarkan konkordansi, dikenal dalam KUHP yang
tercantum di dalam Pasal 39 KUHP yang menentukan bahwa
dalam hal-hal perampasan itu dapat dilakukan.

Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu
pertama barang-barang yang didapat karena kejahatan dan
kedua barang yang dengan sengaja digunakan dalam
melakukan kejahatan. Dalam hal ini berlaku ketentuan
umum, yaitu bahwa haruslah kepunyaan terpidana. Namun ada
pengecualian yang terdapat di dalam Pasal 250 bis KUHP
dan juga di dalam perundang-undangan di lTuar KUHP
Lamintang, (1984:51).

Ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 250 bis dapat
diartikan bahwa dalam hal kejahatan mata uang, maka
pidana perampasan menjadi imperatif, berbeda dengan yang
umum yang bersifat fakultatif, lagi pula dapat dirampas
walaupun bukan kepunyaan terpidana.

palam hal denda yang dapat dirampas tetapi bukan

kepunyaan terpidana ada dua pendapat sebagaimana Noyon-
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Langemeijer (Lamintang, 1984:51) mengatakan bahwa
"tidak dapat dirampas karena, suatu hak tidak dapat
dirampas sedangkan milik bersama ini adalah suatu hak"”.

walaupun sebagian ahli hukum pidana berpendapat
bahwa barang bukan milik terpidana tidak dapat dirampas,
akan tetapi sebagian pula mengatakan bahwa barang bukan
milik terpidana dapat dirampas sebagaimana Pompe dan Vos
(Lamintang, 1984:51) mengemukakan : "Bahwa barang
demikian dapat dirampas dengan menunjuk arrest, Hoge Raad
16 desember 1981 W 10370°.

Tentang tata cara eksekusi putusan perampasan ini,
diatur dalam Pasal 42 KUHP, dan Pasal 41 KUHP.

Benda yang dirampas dieksekusi dengan jalan dilelang
di muka umum oleh jaksa, kemudian harganya disetor di kas
negara sesuai dengan pos hasil dinas kejaksaan.

Kalau benda itu tidak di sita sebelumnya, maka
barang itu ditaksir dan terpidana boleh memilih,
menyerahkan atau harganya berupa yang diserahkan (Pasal
41 KUHF).

Bila barang itu telah dibeslag, maka dapat dijual
lelang dan uang pendapatannya disetor dalam kas negara
akan tetapi apabila barang-barang itu tidak dibestlag,
maka harga barang-barang itu ditaksir dan jumlah taksiran
ini disebutkan dalam surat keputusan hakim dengan dite-
tapkan sama sekali lamanya hukuman kurungan pengganti,

jika jumlah uang tidak dibayar.
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B.3 Pengumuman Keputusan Hakim

Di dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila
hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan
kitab undang-undang atau aturan umum yang lain, maka
harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan
perintah atas biaya terpidana.

Sebenarnya semua putusan hakim sudah harus diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi sebagai hukuman
tambahan, putusan itu dengan istimewa disiarkan sejelas-
jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim.
Paengumuman putusan hakim ini dibiavai oleh terpidana yang
dapat dipandang sebagai pengecualian bahwa semua biaya
penyelenggaraan hukuman dipikul oleh negara (Soesilo,
1988:60).

salah satu tujuan pengumuman putusan hakim adalah
hahwa dengan pengumuman itu memper ingatkan publik atas
kepercayaan yang telah dilimpahkan kepada terpidana.

kKemudian tujuan pengumuman keputusan hakim dikemuka-
kan oleh van Hamel (Herbert, 1988:129) sebagai berikut :
“27] ware schuwintegen liedent in hun beroep bedrog of
rocknologieid plegen”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa esensi dari
pengumuman keputusan hakim adalah bertujuan sebagai
prevensi umum, karena setiap orang dapat mengetahui dan

berpikir untuk tidak malakukan kejahatan seperti itu.
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2.1.3 Tujuan Pemidanaan

sebagaimana diketahui bahwa hukuman yang diberlaku-
kan di tempat manapun mempunyai maksud dan tujuan terten-
tu, adapun maksud dan tujuan pemidanaan yang akan dicapai
adalah tergantung teori pemidanaan yang dianut oleh
setiap negara, dalam dektrin hukum pidana yang ada dewasa
ini dikenal teori absolut, teori ralatif, dan teori
gabungan (kompromis).

Ketiga teori tersebut, Jjika dikaitkan dengan sistem
pemidanaan, maka dapat dikemukakan beberapa pendapat para
ahli tentang tujuan pemidanaan antara lain :

E. Utrecht (1967:159) menyatakan bahwa

Hukuman itu dapat berupa tiga macam

1. menakutkan (afchikking)

2. memperbaiki (verbetering)

2. membinasakan (orschedelijk maten).

Pendapat lain dikemukakan Andi Hamzah dan Andi
sumangelipu (1985:15) sebagai berikut :

Seseorang telah menyebabkan kerusakan ﬂanlmaTapetakq

pada orang lain menurut alasan tujuan pemidanaan in1

wajib menderita sama dengan Yyang ditimpakan kepada
arang lain.

Konsep rancangan KUHP Buku I (1987-1988) Pasal 47
menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk

1. mencegah dilakukannya tindakan pidana dengan me-

negakkan norma hukum

2. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pem—

hinaan sehingga menjadikannya crang yang baik dan
berguna . :

3. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tin-

dak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatang-

kan rasa damai dalam masyarakat
4. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
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Muladi (1989:9) mengemukakan bahwa : rancangan KUHP
Buku I tahun 1987-1888 merumuskan tujuan pemidanaan
secara positif dan berusaha menampung teorj-teori
perlindungan masyarakat (social defence theory) teori
pencegahan umum {General prevention theory) dan teori
pembebasan rasa bersalah serta teori penyelesaian konflik
{(Conflict solution theory).

walaupun demikian, ada yang memandang bahwa tujuan
pemidanaan yang dikembangkan dewasa ini adalah variasi
dari bentuk-bentuk penjaraan (deterret), baik yang
ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada
mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlin-
dungan kepada masyarakat dari perbuatan Jjahat, perbaikan
(reformasi) kepada penjahat (Andi Hamzah, 1986:16).

selain pendapat tersebut, ada pendapat yang mengkhu-
suskan pandangannya terhadap tujuan pemidanaan sebagai
prevensi secara umum, sebagaimana Vos (Andi Hamzah,
1988:23) mengatakan bahwa pidana berfungsi sebagai
prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena
kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu
takut lagi, karena sudah berpengalaman.

Hal serupa dikemukakan oleh Van Bemmelen (Andi
Hamzah, 1986:22) bahwa :

pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan

masyarakat., Tindakan bermaksud mengamankan dan

memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan,

keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan
terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.
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Tujuan pemidanaan menurut Bambang Poernomo (1983:29)
adalah bahwa

Tujuan pokok pidana yang hendak dicapai adalah pen-

cegahan vyang ditujukan kepada khalayak ramai/kepada

semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran
terhadap ketertiban masyarakat.

Kalau diteliti pendapat di atas dapat disimpulkan
bahwa pada hakekatnya pidana bukanlah tujuan, akan tetapi
hanya merupakan sesuatu yang terpaksa dilakukan apabila
terjadi sesuatu yang noodzakelijk yang bertujuan memper-
tahankan ketertiban masyarakat (Bambang Poernomo,
1883:29), Secara prevensi khusus (Bambang Poernomo,
1983:30) menyebutnya sebagai sarana untuk menjadikan
terpidana tidak mengulangi kejahatan lagi.

Dengan demikian, tujuan pemidanaan yang dikemukakan
terlihat bahwa berbeda halnya masa lalu yang menganggap
pemidanaan seolah-olah merupakan persoalan yang sederhana
haik mengenai jenis pidana dan tujuan pidana yang
mempunyai wawasan sempit, maka dewasa 1ini masalah
pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari
usaha-usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang

menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana

bersifat operasional dan fungsional.

2.2 Menurut Hukum Pidana Islam
Islam sebagai Agama (Ad’'din)} yang diturunkan oleh
Allah SWT mengandung beberapa ketentuan untuk mengatur

sistem kehidupan umat manusia agar dapat mencapai
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kehidupan yang lebih baik.

Ajaran Islam dalam mengatur sistem kehidupan umat
manusia ditentukan dalam dua kelompok besar yakni ajaran
yang berhubungan ibadah dan muamalah. Dua pokok ajaran
tersebut terbagi beberapa ajaran yang dapat disebutkan
salah satu di antaranya adalah hukum pidana (kriminal),
dan ajaran tersebut dalam Hukum Pidana Islam lTazim
disebut dengan Jinaayvaat.

Dengan demikian, dalam sub bab ini penulis akan
membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengertian, sumber
dan tujuan pemidanaan, sehingga akhirnya pembahasan
tersebut diharapkan dapat diketahui konsep ajaran Islam
mengenai hukum pidana khususnya Yyang berhubungan dengan

pemidanaan.

2.2.1 Pengertian Pemidanaan

Sebagaimana diketahui bahwa ajaran Islam bersumber
pada dua kitab utama, yaitu Al-Quran dan Hadist
Rasulullah SAW. Dalam kitab tersebut dicantumkan beberapa
hal yang mendasar dan umum bagaimana mengatur sistem
kehidupan umat manusia, termasuk di dalamnya yang
berhubungan dengan segi pemidanaan.

Dalam hukum pidana Islam kata delik atau perbuatan
pidana dikenal dengan jarimah, dan pidana atau hukuman

disebut dengan ajziah atau pembalasan, (Ahmad Hanafi,

1967:2).
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Dikalangan Fukaha (Ahli hukum pidana Islam) per-
buatan-perbuatan yang berhubungan dengan kejahatan biasa
juga digunakan kata Jinaayaat yang maksudnya adalam semua
perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kejahatan-
kejahatan yang dilarang oleh Syara (Ajaran Islam);
perbuatan tersebut dapat berupa pembunuhan, penganiayaan,
pencurian, bahkan kejahatan yang merugikan diri sendiri.

Istilah-istilah tersebut dikalangan Fukaha lebih
banyak menggunakan kata Jinaayaat dari pada kata jarimah,
akan tetapi dari segi maksud dan tujuan tidak jauh ber-
beda, sebab pemakaian kata Jinaayaat biasanya digunakan
para Fukaha pada kejahatan-kejahatan tertentu sebagaimana
Ahmad Hanafi (1967:3).

Akan tetapi kebanyakan Fukaha memakai kata-kata

Jinaayat hanya untuk perbuatan yang mengenai Jiwa

atau anggota badan seperti membunuh, melukai,

memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya.

Pengertian pidana (ajziyah) tidak dijelaskan secara
rinci dalam Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW, sebab
dua sumber hukum utama hukum pidana Islam tersebut hanya
menetapkan ketentuan pokok ajaran Islam atau hanya
bersifat umum. Dengan demikian maka pengertian ajziyah
dapat diketahui melalui pendapat-pendapat para Fukaha
yang tentu tidak bergeser dari kaedah-kaedah yang terdpat
dalam A1-Qur'an dan Hadist Rasululiah SAW.

Haliman mengemukakan pendapatnya (1974:64) bahwa

yang dimaksud dengan ajziyah adalah :
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sabagai penderitaan badan atau benda yang dikenakan

terhadap pelanggar ketentuan syariat Islam Yyang

melarang orang untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu.

Pendapat tersebut memberikan gambaran bahwa dalam
hukum pidana Islam pengertian ajziyah termasuk di dalam-
nya unsur penderitaan baik melalui badan atau denda yang
dikenakan kepada pembuat karena telah melakukan perbuatan
vang dilarang oleh syara.

Meskipun demikian, Ajziyah (pidana) juga merupakan
saraba untuk menegakkan kemaslahatan umat (masyarakat)
sebagaimana Abdul Qadir Audah (t.th.:609) salah seorang
Fukaha Islam menyatakan bahwa : "Hukuman ialah sanksi
yang dijatuhkan terhadap orang yang melanggar perintah
syara, untuk kemaslahatan masyarakat”.

Pasal 10 KUHP RPA [Ahmad_Hanafi, 1967:2) memberi
definisi tentang Jinayah sebagai suatu tindakan pidana
yang diancamkan hukuman mati (7'dam), atau kerja berat
seumur hidup (asyghal syaggah mu'abbadah), atau kerja
herat sementara (asyghal syaggah al-muaggatah) atau
penjara.

gesuatu hukuman diancamkan kepada pembuat agar orang
banyak tidak memperbuat suatu jarimah. Sebab larangan
atau perintah semata-mata tidak cukup. Meskipun hukuman
jtu sendiri bukan suatu kebaikan, bahkan suatu perusakan

bagi pembuat (dader), namun hukuman tersebut diperlukan

sebab bisa membawa keuntungan Yang nyata bagi masyarakat.
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sebaliknya, sesuatu jarimah bisa membawa keuntungan
namun keuntungan ini tidak menjadi pertimbangan syara,
aleh karena itu syara melarang Jjarimah tersebut karena
pertimbangan kerugian yang diutamakan.

Bardasarkan beberapa pandangan para Fukaha tersebut
sudah memadai untuk konsep hukum pidana tersebut tentang
pengertian pidana (Ajziyah), sehingoa dapat disimpulkan
bahwa pidana (Ajziyah) menurut Hukum Pidana Islam adalah
suatu pidana yang dapat menimbulkan penderitaan badan
atau harta benda yang dikenakan kepada pembuat (dader)
sebagai akibat adanya kejahatan yang ditentukan dalam Al-
Gur'an dan Hadist Rasul.

Perlu pula diketahui bahwa penderitaan yang
dikenakan kepada pembuat (dader) adalah penderitaan badan
dalam bentuk gisas (delik pembunuhan yang disengaja),
Rajam (delik persinahan yang sudah kawin), potong tangan
(delik pencurian) dan pidana pancung (delik gangguan
keamanan) dan penderitaan dalam bentuk harta benda adalah
diyat atau denda (pengganti gisas) dan hapusnya hak untuk
menerima warisan.

Dasar pelanggaran sesuatu perbuatan ialah pemeliha-
raan kepentingan masyarakat. Syariat Islam sama pendiri-
annya dengan hukum positif dalam menetapkan perbuatan-
perbuatan jarimah beserta hukumannya, yaitu memelihara
kepentingan dan ketenteraman masyarakat, serta menjamin

kelangsungan hidupnya.
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Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang menyolok
antara keduanya, yaitu bahwa syariat menganggap akhlak
yang tinggi sebagai sendi masyarakat. Oleh karena itu
syariat sangat memperhatikan soal akhlak, dimana tiap-
tiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak yang
tinggi diancam hukuman. Akan tetapi tidak demikian halnya
hukum positif yang boleh dikatakan telah mengabaikan
persoalan akhlak, dan baru mengambil tindakan apabila
perbuatan tersebut membawa kerugian langsung bagi orang
lain atau ketentraman masyarakat.

Perhatian syariat yang lebih menekankan kepada segi
akhlak disebabkan karena hukum-hukum syariat ditegakkan
atas dasar addien, sedang agama memerintahkan akhlak yang
haik dan menganjurkan keutamaan serta bertujuan membentuk
mayarakat yang baik.

Dalam Hukum Pidana Islam dikenal beberapa macam
ajziyah atau pidana yang dapat mendatangkan penderitaan,
pidana atau hukuman itu ada empat macam sebagaimana Ahmad
Hanafi (1967:260-261) menyatakan sebagal berikut :

penggolongan 1ini didasarkan atas pertaliannya satu

sama lain dan dalam hal ini ada empat macam hukuman

yaitu :

1. Hukuman pokok (wgqubah asliah) seperti hukuman
gisas untuk jarimah pembunuhan, atau hukuman
potong tangan untuk jarimah pencurian.

2. Hukuman pengganti (ugubah badaliah)}, yaitu
hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila
hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena
alasan sah, seperti hukuman diyat (denda) sebagai
pengganti hukuman gisas atau hukuman ta'zir
sebagai pengganti hukuman had atau hukuman gisas
yang tidak bisa dijalankan.
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2. Hukuman tambahan (uwgubah taba'iah), yaitu hukuman
yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan
keputusan secara tersendiri seperti larangan
menerima warisan bagi orang yang melakukan
pembunuhan terhadap keluarga sebagaj tambahan
dari hukuman gisas (mati), atau hukuman
dicabutnya hak sebagai saksi yang dijatuhkan
kepada orang yang melakukan Jjarimah gisas
(memfitnah orang lain berbuat zina) disamping
hukuman pokoknya yaitu jilid delapan puluh kali.

4, Hukuman pelengkap (uqubah tahliah), yaitu hukuman
yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada
keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat
inilah yang menjadi ciri pemisahannya dengan
hukuman tambahan. Contoh hukuman tambahan ialah
mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong
di Tehernya.

Bardasarkan pendapat tersebut, nampaklah dengan
jelas bahwa pidana atau hukuman dikenakan berdasarkan
delik yang telah dilakukan pembuat (dader). Hukum Pidana
Islam mengenal tiga jenis delik (Ahmad Hanafi, 1967:260-
261) yaitu delik yang termasuk kelompok Jarimah Hudud
(zina, gadsaf, meminum minuman keras, mencuri, hirabah,

murtad, dan pemberontakan. Kedua, delik yang termasuk

kelompok Jarimah gisas diyat (pembunuhan dan
penganiayaan), ketiga, delik yang termasuk kelompok
jarimah ta’zir (riba, suap, penggelapan, memak i-mak i
orang).

sehubungan dengan hal tersebut, telah disepakati
para fukaha (Ah1i Hukum Pidana Islam) bahwa yang diberi-
kan wewenang untuk menjatuhkan pidana atau hukuman adalah
kepala negara (penguasa) atau mereka yang mewakili
penguasa kKhususnya pada Jjarimah-jarimah tertentu

sebagaimana Ahmad Hanafi (1967:338) menyatakan :
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sudah menjadi kesepakatan para fukaha, orang rangﬁ'fi_
menjalankan hukuman yang ditetapkan untuk Jjarimah 7

hudud adalah kepala negara (imam) atau wakilnya
petugas yang diberi wewenang olehnya, karena hukuman
had menjadi hak Tuhan dan dijatuhkan untuk
kepentingan masyarakat. Oleh karena itu maka harus
diserahkan kepada wakil masyarakat yaitu kepala
negara. Selain itu pelaksanaan hukuman had
memerlukan kesugguhan (Ijetihat) dan penelitian,
sehingga tidak akan kurang atau lebih dari ukuran
sebenarnya, dan oleh karena itu harus diserahkan
kepada penguasa negara atau orang yang ditunjuknya.
Pendapat para fukaha tersebut mempunyai dasar
kehenaran sebab pidana atau hukuman had dikenakan pada
tubuh manusia (jilid, petong tangan) bahkan dapat berupa
pidana mati (rajam, gisas, salib, dan pancung); dan
pendapat tersebut dapat didasarkan pada salah satu sabda
Rasulullah SAW dalam hadistnya (Ahmad Hanafi, 1967:339)
berbunyi : “Empat perkara diserahkan kepada penguasa,
yvaitu hukuman had, harta sedekah, shalat jumat, dan harta
o foll
Berdasarkan uraian tersebut, dapatlah dipahami bahwa
pengertian jarimah jalah larangan-larangan syara yang
diancamkan hukuman had atau ta’'zir. Hukuman tersebut ada
kalanya berupa perbuatan yang ditegah (meninggalkan yang

disuruh}.

oleh karena itu tiap-tiap Jjarimah harus mempunyai
unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu :

1) Nas vyang melarang perbuatan Yyang mengancamkan

hukuman terhadapnya dan unsur ini biasa disebut

unsur formil (rukun syar’'i)
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2) Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik
berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap
tidak berbuat (unsur materil) rukun maddi

3) Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang Yyang
dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap
jarimah yang diperbuat yang disebut unsur moril

( rukun abadi).

2.2.2 Sumber-sumber Pemidanaan

palam Hukum Pidana Islam (Jinaayaat) sumber hukum
pemidanaan yaitu Al-Qur’an dan Hadist Rasulullah SAW, dua
kitab tersebut merupakan sumber dari segala sumber hukum
dalam Hukum Pidana Islam dan hukum-hukum lainnya.

Meskipun demikian, dalam lapangan hukum pidana Islam
dikenal sumber hukum selain dua kitab tersebut. Sebab Al-
gur'an dan Hadist merupakan sumber hukum yang bersifat
umum oleh karena itu para fukaha (Ah1i Hukum Pidana
Islam) sepakat menetapkan empat sumber hukum pemidanaan
sebagaimana Ahmad Hanafi (1967:25) menyatakan

Jumhur (sebagian besar) fukaha sudah sepakat penda-

patnya bahwa pada umumnya ada empat, yaitu Qur'an,

sunnah Ijma dan Qiyas, hukum yang diambil dari

sumber-sumber tersebut wajib diikuti.

Keempat sumber hukum tarsebﬁt dapat dijadikan se-
bagai sumber hukum untuk menetapkan segala sesuatu yang
herhubungan dengan masalah ibadah maupun masalah

muamalah. Selain empat sumber yang disepakati tersebut

masih ada sumber hukum lain yang masih diperselisihkan
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para fukaha, yaitu Istihsan, maslahat, mursalah, urf,
mashaf, dan syariat sebelum Islam,

Perlu pula diketahui, bahwa keempat sumber hukum
tersebut (Al-qur'an, Hadist, Ijma, dan Qiyas) dua di an-
taranya merupakan sumber pokck yang mutlak harus diikuti
dan tidak boleh dilemahkan oleh sumber hukum lain, yaitu
Al-0Our’an dan Sunnah Rasulullah SAW. Ijma dan Qiyas serta
sumber hukum yang lain mengambil inti ajaran yang
hersumber dari dua sumber pokok tersebut. Hal ini dapat
diketahui berdasarkan Sabda Rasulullah SAW (Ash Shiddiqy,
1968:49) sebagai berikut :

Aku tinggalkan kepadamu dua perkara, jika engkau

berpegang teguh kepada dua perkara tersebut engkau

tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah
dan Sunnah Rasul.

0leh karena itu, untuk mengetahui sumber pemidanaan

dalam Hukum Pidana Islam (Jinaayaat) akan penulis

kemukakan dalam pembahasan selanjutnya.

ad.1 AlI-Qur'an

Kitab suci Al-Qur'an adalah suatu kitab yang
merupakan kumpulan perintah Allah SWT yang terdapat dalam
Mushaf-mushaf {1lembaran-lembaran) yang dihimpun dalam
suaty kitab yang dimulai surah al-Fatihah dan diakhiri

surah Annas (surah tentang manusia).

Kitab tersebut menurut hasil penelitian Abdul

Khallaf (guru besar hukum islam kairo-mesir) membuat

ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum (ayatul akhkam)
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(Ma'mun Rauf, 1977/1978:36) sebagai berikut :

1. Ayat-ayat berhubungan dengan ibadat 140 ayat
2. Ayat-avat yang berhubungan dengan ke-
keluargaan, perkawinan, perceraian,
hak waris-mewaris dsb. 70 ayat
Avat-ayat mengenai Eardagangan 70 ayat
Ayat-ayat mengenai kriminalitas 30 ayat
Avat-ayat mengenai peradilan 13 ayat

. Ayat-ayat vang berhubungan dengan non-
Islam dengan Islam ; 25 ayat
. Ayat-ayat mengenai hubungan kaya-miskin 10 avat
. Ayat-ayat mengenai soal kenegaraan 10 ayat

= On g

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, nampaknya
jumlah ayatul ahkam ( ketentuan-ketentuan pidana) dalam
Al-Qur’an ada 43 ayat, sehingga dapat disimpulkan bahwa
ketentuan-ketentuan pidana dalam A1-Qur'an hanya ditetap-
kan secara umum khususnya delik-delik yang membahayakan
kepentingan manusia.

A1-Qur'an menempati urutan pertama pada hierarchie
sumber-sumber hukum dalam hukum pidana Islam yang merupa-
kan hasil Ijtihad para fukaha (i1Jjma, giyvas, maslahah,
murshlaha, istishan, istishab, wurf, dan pandangan para
mashab) dan tidak boleh hasil ijtihad tersebut berten-
tangan atau melemahkan ketentuan-ketentuan hukum dalam

kitab tersebut.

ahmad Hanafi (1967:25) memberikan keterangan tentang

hierarchie pemakaian sumber-sumber hukum dalam Hukum

Pidana Islam (Jinaayaat) sebagai berikut :

Urut-urutan penyebutan menunjukkan urut-urutan
kedudukan dan kepentingan. Yakni apabila tidak
mendapat hukum sesuatu peristiwa dalam Al-Qur’an
baru dicari dalam Sunnah, kalau tidak terdapat dalam
sunnah dicari dalam Ijma, dan kalau tidak terdapat
dalam Ijma baru dicari dalam Qiyas.
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Adapun tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an bukan
hanya sebagai sumber hukum dalam Hukum Pidana Islam, akan
tetapi diperuntukan untuk mengatur sistem kehidupan umat
manusia, menawarkan konsep sistem kehidupan yang utuh
demi kebahagiaan dunia dan akhirat.

0leh karena itu, dalam kitab suci Al-Qur’an ditetap-
kam beberapa konsep sistem kehidupan dalam bentuk
perintah dan larangan yang terhimpun dalam ibadah dan
muamalah: memberitakan bahwa setiap perbuatan manusia di
dunia mempunyai efek akhirat (hari sesudah mati); dan
diberikan balasan di dunia dan di akhirat, baik perbuatan
yang baik (pahala) maupun perbuatan buruk (dosa). Seperti
contoh perbuatan manusia yang mempunyai efek di dunia dan
di akhirat yaitu apabila seseorang membunuh sesamanya
muslim, maka penjara dapat diterima di dunia berupa
pidana gisas sebagaimana firman Al1lah SWT dalam surah al-
bagarah ayat 178 (Depag, 1980/1981:43) berbunyi : "Wahai
orang-orang yang beriman diwajibkan atasmu gisas pada
orang-orang yang dibunuh”.

pan adapun balasan di akhirat dilemparkan ke dalam
neraka jahannam sebagaimana Allah telah berfirman dalam
surah an-nisaa ayat 93 (Depag, 1980/1981:136) berbunyi :
“sjapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka
balasannya ialah api neraka jahannam, dan kekal ia di
dalamnya. Tuhan mengutuknya dan melaknaknya serta

menyediakan untuknya siksaan yang besar"”.
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Berdasarkan dua firman Allah tersebut memberikan
informasi kepada manusia melalui Al-Qur'an tentang akibat
yang akan diperoleh apabila melakukan suatu kejahatan,
dan sekaligus dapat diketahui akibat perbuatan manusia
yaitu didapatkan di dunia dan di akhirat kelak.

oleh karena itu, maka adanya dua macam efek hasil
perbuatan manusia yang diancam secara jelas dalam Al-
Qur'an akan selalu mendorong manusia untuk melakukan
perbuatan-perbuatan yang bernilai positif (kebaikan) dan
mencegah melakukan perbuatan yang bernilai negatif
(kejahatan) sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Al
Imran ayat 110 (Sunarto, 1983:8) berbunyi : "Kamu adalah
ummat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,
menyuruh baik kepada yang makruf, dan mencegah dari yang
- mungkar dan beriman kepada Allah™.

Bardasarkan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa
dalam menyuruh kebaikan atau mencegah kemungkaran harus
didasari dengan iman kepada Allah SWT.

Oleh karenanya dalam suatu 1ingkungan atau negara
atau suatu bangsa hendaknya ada segolongan manusia yang
senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari
yang mungkar, karena apabila dalam suatu bangsa atau
suatu negara tidak ada yang menyuruh yang ma'ruf dan
mencegah dari yang mungkar, maka rusaklah bangsa atau
negara itu sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah AL-

maaidah ayat 78 dan 79 (Depag, 1980/1981:121) yang ber-
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bunyi : "Telah dilaknati orang-orang dari bani israil
dengan Lisan Dawud dan Isa putra Maryam. Yang demikian
itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas
mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan
mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah
apa vang mereka selalu perbuat”.

Oleh sebab itu, Allah memerintahkan agar Ummat
Muhammad ada yang menjalankan amar ma'ruf dan mencegah
yang mungkar sebagaimana Firman Allah dalam surah Ald
Imran ayat 104 (Depag, 1980/1981:63) yang berbunyi : "Dan
hendaklah ada diantara kamu segolongan ummat yang
menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf
dan mencegah dari yang mungkar, merekalah ocrang-orang
yang beruntung”.

Baerdasarkan beberapa firman Allah yang telah d1i-
kemukakan dapatlah dipahami, bahwa dalam meniti hidup dan
kehidupan di dunia tidak sekedar mempertahankan hidup,
akan tetapi begitu besarnya tanggung jawab yang harus

diemban yang telah diamanahkan Allah kepada umat Muhammad

SAW,

ad.? Sunnah Rasulullah Muhammad SAW

sumber hukum pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam
yang kedua setelah Al1-Gur'an adalah Hadist Nabi Muhammad
sAW. Sunnah adalah keterangan-keterangan yang datangnya

dari Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT, yang



53

meliputi tiga hal sebagaimana Ahmad Hanafi (1987:29-30)
menyatakan : “Sunnah ialah apa yang diriwayatkan dari
Rasulullah SWA berupa kata-kata atau perbuatan ataud
pengakuan” .,

Ketiga macam keterangan dari Nabi Muhammad SAW
tersebut dikenal dengan istilah populer dikalangan fukaha
adalah sunnah gauliah, sunnah fi'liah, dan sunnah
takririah,

Matan (isi) keterangan-keterangan Rasulullah SAW
merupakan keterangan yang berfungsi sebagai penjelas
(bukan pelengkap) dari Al-Qur'an sejajar kedudukannya
dengan Memorie van Teelicting (risalah penjelasan resmi)
pembuat undang-undang hukum pidana positif, bahkan
melebihi sebagaimana Ahmad Hanafi (1967:30) menyatakan
bahwa :

sunnah merupakan sumber kedua bagi hukum-hukum Islam

dan hukum-hukum yang di bawah oleh sunnah tidak

Jebih dari tiga macam: 1) sebagai penguat hukum yang

dimuat dalam Al-Qur’an, 2) sebagai penjelas terhadap

hukum-hukum yang di bawah oleh Al=-Qur’an dengan
macam-macam penjelasan seperti pembatasan arti yang
umum, merincikan persua?an-persna1an pokok dan
sebagainya, 3) sebagai pembawa hukum—hukum baru yang
tidal disinggung oleh Qur'an secara tersendiri.
sunnah (hadist) Rasulullah SAW mempunyai beberapa
tingkatan yang disandarkan kepada orang yang meriwayatkan
dan sekaligus sebagai patokan tingkat kesahihan
(kebenaran) suatu hadist Rasulullah SAW, hal tersebut

perlu dikemukakan sebab, sunnah berbeda dengan Al-Qur’an;

eunnah dalam sejarah islam tidak dihimpun tersendiri
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dalam satu mushaf atau dicatat sebagaimana Al-Qur’'an pada
masa Rasulullah SAW masih hidup. Hal tersebut dilakukan
karena dikhawatirkan bercampur dengan mushaf-mushaf
dengan Al-Qur'an.

Oleh karena Jtu untuk menjaga kemurnian hadist
Rasulullah SAW, maka perlu ahli hadist mengklasifikasikan
sunnah (hadist) dalam beberapa tingkatan sebagaimana
dikemukakan oleh Ma'’mun Rauf (1977/1978:153) bahwa

Para ahli hadist mengadakan penggclongan terhadap
hadist berdasarkan cara pemberitaannya, seperti
hadist mutawatir yaitu hadist yang diriwayatkan dari
nabi oleh orang banyak yang menurut perkiraan tidak
mungkin berbuat dusta, kemudian hadist tersebut
diterima oeleh orang banyak yang sama sifatnya. Kalau
hadist itu diriwayatkan dari nabi oleh orang-orang,
kemudian pada masa berikutnya diriwayatkan oleh
orang banyak, maka hadist itu dinamakan hadist
masyhur. Kalau orang-orang yang meriwayatkan sejak
dari nabi, maka hadist tersebut dinamakan hadist
ahad.

Oleh karena itu untuk menilai apakah suatu hadist
dari Rasulullah SAW benar atau tidak, ditentukan ber-—
dasarkan penggolongan tersebut; apakah suatu termasuk
kelompok Hadist Mutawatir, hadist masyhur, atau hadist
ahad. Apabila ada suatu hadist termasuk dalam dua
klasifikasi hadist (misalnya hadist mutawatir atau hadist
masyhur), maka tentu yang harus diikuti adalah hadist
mutawatir. Sebab hadist tersebut diberitakan oleh orang
banyak yang dianggap tidak mungkin mereka sepakat dalam
kedustaan dibanding dengan hadist yang hanya diberitakan

aleh satu orang saja sebagaimana Ahmad Hanafi (1967:30)
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menyatakan bahwa :
Hadist mutawatir sudah pasti datangnya dari rasul
karena banyak orang yang meriwayatkan menimbulkan
keyakinan demikian. Hadist masyhur sudah pasti Juga
datangnya dari para sahabat yang meriwayatkannya
dari Rasul, tetapi diduga-dugakan dengan kuat datang
dari Rasul, karena orang vyang meriwayatkannya dari

Rasul tidak begitu banyak.

Adapun dasar hukum yang menempatkan sunnah (hadist)
sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur’an terdapat
dalam surah al-Hasyr ayat 7 (Depag, 1980/1981:918) Allah
berfirman : “Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka
terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka
tinggalkanlah™.

Oleh karena sunnah tidak dapat dipisahkan dengan Al-
Qur'an, sebab hadist merupakan keterangan operasional
kandungan Al-Qur'an yang dicontohkan oleh Rasulullah
Muhammad SAW semasa hidupnya bersama-sama dengan sahabat-
sahabatnya.

Hadist-hadist Rasulullah SAW banyak Jjumlahnya dan
yang telah ditemukan oleh para ahli hadist (Depag,
1989:109) ada 104546 hadist baik yang berhubungan dengan
ibadah maupun muamalah dengan rincian sumber hadist
tersebut sebagai berikut :

1) dari Abu Hurairah ada 5374 hadist

2} dari Ibnu Umar ada 2630 hadist

3) dari Anas bin Malik ada 2286 hadist

4} dari Ummul Mu'minun Aisyah ada 2210 hadist

5) dari Abdullah bin Abdillah Abbas ada 1160 hadist
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6) dari Jabir bin Abdillah ada 1540 hadist

7) dari Abu Said Al-Khudri ada 1170 hadist

sumber-sumber hadist Rasulullah SAW masih banyak
khususnya para sahabatnya yang empat (Abu Bakar As-
Siddig, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin

Abi Thalib) demikian pula sahabt-sahabat lainnya.

ad.3 Ijma

Sumber hukum Kketiga pemidanaan dalam hukum pidana
Islam {(Jinaayaat) adalah Ijma.

I1jma merupakan suatu pernyataan kesepakatan para
Mujtahiddin (para pemikir hukum islam) terhadap sesuatu
hal yvang barhubungan dengan ketentuan-ketentuan hulkum
yang diperselisihkan para fukaha Hukum Islam.

Timbulnya Ijma dalam hukum pidana islam (Jinaayaat)
disebabkan karena adanya perbedaan faham dalil-dalil yang
mereka gunakan, sehingga untuk menghilangkan perbedaan
itu maka diambillah dalil yang dianggap benar kemudian
disepakati berdasarkan suara terbanyak (hasil musyawarah)
dan meninggalkan dalil yang hanya disepakati oleh
baberapa orang saja.

Menurut pendapat para fukaha Hukum Pidana Islam Ijma

ada dua macam sebagaimana Ahmad Hanafi (1967:61)

menyatakan bahwa :

Menurut ahli hukum islam Ijma itu dibagi dua, yaitu
Tima gauli yaitu kebulatan pendapat yang dinyatakan
dengan lisan/tulisan, dan IJma sukutl? yaitu persetu-
iuan/kebulatan pendapat orang 1ain tanpa dinyatakan

tak ada yang membantah).
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Sumber hukum tersebut ditempatkan sebagai sumber
hukum pidana islam ketiga setelah (A1-Qur'an dan Sunnah)
berdasarkan sabda nabi (Ahmad Hanafi, 1967:60) berbunyi
"Ummatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan”.

Oleh karena itu, maka pemakaian ijma dalam Hukum
Pidana Islam harus =elalu berorientasi pada Al-Qur’an dan
sunnah tidak dibenarkan memakai jalan pemikiran tersen-
diri atau dengan kata lain 7ijma tidak boleh bertentangan
dengan dua sumber pokok ajaran Islam tersebut khususnya
dalam mengambil kesepakatan di kalangan fukaha Hukum
Pidana Islam.

Jika sudah terjadi kebulatan pendapat atas sesuatu
hukum, maka itu sudah ada dalil (alasan) yang menjadi
sandarannya, meskipun dalil tersebut boleh jadi tidak
diriwayatkan sebab tidak masuk akal kalau para ulama umat
Islam bersepakat atas sesuatu hukum tanpa mempunyai dalil
syara. Dalam hal ini Ibnu Hazm (Ahmad Hanafi, 1967:60)
menyatakan sebagai berikut : "Tidak mungkin sama sekali
terjadi Ijma dari ulama-ulama ummat ini tanpa didasarkan
atas nash, baik Qur’an atau Hadist Rasul”.

0leh karena itu apabila orang-orang hendak mencari
hukum dari ijma, maka yang dicarinya ialah tentang adanya
ijma tersebut dan kebenaran periwayatannya, bukan mencari
dalil yang menjadi sandara periwayatannya, bukan mencari
dalil yang menjadi sandaran ijma, sebab kalau dalil itu
sendiri merupakan suatu pegangan. Jadi tidak memerlukan

diketahui dan diriwayatkan dalilnya pula.



58

ad.4 Qiyas

Sumber hukum pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam
(Jinaayaat) yang keempat setelah Ijma ialah giyas.

Qiyas merupakan penarikan inti-inti ajaran yang
harsumber dari Al1-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW dengan
mempersamakan peristiwa yang sudah ada dalam dua sumber
pokok ajaran Islam tersebut dengan peristiwa yang tidak
diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Ahmad Hanafi (1967:32) memberikan penjelasan tentang
peristiwa giyas sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan giyas ialah mempersamakan hukum

peristiwa yang belum ada ketentuannya dengan hukum

peristiwa yang sudah ada ketentuan hukumnya, karena
kedua peristiwa tersebut terdapat segi-segi
persamaan.

Pemakaian giyas dalam Hukum Pidana Islam {Jinaayaat)
dikalangan fukaha diperselisihkan; ada yang menyatakan
bahwa tidak semua digunakan pada setiap kejahatan,
sebaliknya ada yang menyatakan bahwa dapat digunakan
disemua bentuk kejahatan termasuk hukum islam lainnya.

Terlepas dari pendapat para fukaha tersebut, maka
perlu diketahui prinsip-prinsip dasar pemakaiannya se-
hingga tidak melampaui batas yang dibolehkan dalam
syariat Islam.

Adapun prinsip-prinsip dasar yang esensial dalam
penggunaan giyas, yakni bahwa sumber-sumber tersebut baru
dapat digunakan apabila dalil yang akan digunakan tidak

di dapatkan dalam tiga sumber Hukum Pidana Islam. Dan
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apabila ada dalil yang dapat digunakan dalam sumber hukum
tersebut maka seseorang tidak dapat menggunakan givas.

@iyas dalam hukum pidana positif disamakan dengan
analogi terhadap ketentuan undang-undang yang tidak
mengatur suatu kejahatan secara Jelas dalam kitab undang-
undang hukum pidana.

Oleh karena itu, maka diperlukan pedoman yang dapat
dijadikan standar umum penggunaan giyas dalam Hukum
Pidana Islam (.Jinaayaat).

Dalam sejarah penggunaan giyas dikalangan fukaha ada
dua golongan yang mempunyai pandapat yang berbeda dan
mempunyai alasan yang prinsipil. Pertama, golongan yang
membolehkan penggunaan giyas dengan mendasarkan dua
peristiwa yang ditampilkan oleh, Ali, r.a. dan dialog
rRasulullah SAW dengan salah seorang sahabatnya ({ Ahmad
Hanafi, 1967:60) sebagai berikut :

1) Sewaktu terjadi dialog antara nabi dengan salah
seorang sahabat yang akan dikirim ke Yaman
sebagai Gubernhur, bertanya pada MuaZz, dengan apa
engkau memutus perkara? Jawabnya dengan kitab
Allah, kalau kau tidak dapati, maka dengan Sunnah
Rasul dan kalau saya tidak dapati, maka saya
berijtihad dengan pikiran saya.

Dari percakapan inilah menjadi dasar membolehkan
giyvas. o ]

2) Ke%ika dipersilisihkan pidana atau hukuman had
kepada peminum—peminum keras, Ali, r.a. berkata
jika ia minum, maka ia mabuk, jika mabuk maka ia
mengigau, maka ia telah membuat kebohongan,
karena itu Jjatuhilah hukuman orang yang mambuat-
huat kebohongan itu, (yakni orang yang menuduh
orang lain berbuat zina padahal sebenarnya
tuduhan itu tak benar).

Kasus tersebut Ali, r.a. telah menggiyaskan
(mempersamakan) hukuman minum minuman keras
dengan menfitnah orang lain berbuat zina. Pada
waktu tersebarnya berita tersebut tidak ada
sanggahan dari pihak lain, sehingga status hukum
perkataan Ali, r.a. dalam Hukum Pidana Islam
berubah menjadi Ijma sukuti,
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Kedua, golongan yang tidak membolehkan Dengguﬁaanf

qiyas dalam Hukum Pidana Islam dengan a135ﬁﬂ-alasa5m“

( Ahmad Hanafi, 1967:60-61) sebagai berikut :

1) Pidana had dan kirafat-kirafatnya sudah ditentu-
kan batas-batasnya dalam A1-Qur’an dan As-sunnah,
dan alasan pembatasan 1tu hanya urusan Al1lah
bukan urusan manusia. Sedangkan qivas digunakan
apabila diketahui peristiwa yang menjadi sumber
hukum bagi peristiwa yang ada.

2) Pidana hudud dan kifarat-kifaratnya (denda-denda-
nya) mempunyai sifat sama dengan pidana atau
hukuman, sedangkan salah satu syarat penggunaan
giyas harus menghindari hal-hal yang syubhat
{meragukan). Hal tersebut didasarkan sabda Rasul:
Hindarkanlah pidana atau hukuman hudud karena ada
syubhat-syubhat ('idra’ul hudud bisy-syubuhad).

3) Hukum Pidana Islam (Jinaayaat) memotong tangan
pencuri, tetapi tidak memotong tangan pengirim
surat kepada orang-orang kafir (musuh), sedangkan
perbuatan kedua lebih besar bahayanya dari pada
perbuatan yang pertama.

Berdasarkan dua pendapat yang tersebut dapatlah di-
ketahui bahwa pada dasarnya mereka menggunakan kerangka
berfikir vang berorientasi kepada Al-Qur'an dan Sunnah,
sebab dalil-dalil yang mereka jadikan dasar pertimbangan
hukum adalah contoh yang dilakukan oleh Ali, r.a. dan
ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam A1-Qur'an dan
sunnah {hadist).

Oleh karena itu perlu diketahui patokan umum pemaka-
ian giyas agar kita tidak keluar dari jalur yang di-
benarkan dalam kaidah-kaidah hukum islam.

Adapun patokan umum yang dapat dijadikan dasar
penggunaan giyas sebagal sumber hukum dalam Hukum Pidana
Islam antara lain sebagai berikut

1) Q@iyas digunakan apabila hukum suatu peristiwa
tidak ditemukan dalam Al-Qur’'an dan As-sunnah
dangan cara mengambil Istimbat peristiwa yang

T owma
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mempunyai ketentuan hukum dalam dua sumber hukum
pokok tersebut. ,
2) Khusus Jjarimah-jarimah (delik-delik) hudud qiyas
tidak dapat digunakan apabila ada unsur syubhat.
3) Qiyas dapat digunakan apabila ada dalil (alasan
atau sebab) diketahui sebelumnya hukum asal suatu
peristiwa dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

sehubungan dengan hal tersebut, periu juga dikemuka-
kan bahwa qiyas dalam hukuman mengharuskan adanya gisash
dalam jarimah terlebih dahulu, dan dibolehkannya memakai
giyas trsebut tidak berarti membuat aturan-aturan baru,
melainkan hanya berarti memperluas Tingkungan berlakunya
aturan yang telah ada. Jadi giyas dalam jarimah-jarimah
dan hukuman tidak merupakan sumber hukum, melainkan
sekedar penafsiran yang dipakai untuk dapat menentukan
perbuatan-perbuatan mana yang bisa dicakup oleh suatu

aturan yang ada.

2.2.3 Tujuan Pemidanaan

Hukum Pidana Islam (Jinaayaat) mempunyai maksud dan
tujuan yang akan dicapai dijatuhkannya suatu pidana atau
hukuman sebagaimana lazimnya dalam hukum positif di
seluruh dunia.

Adapun tujuan pemidanaan menurut Hukum Pidana Islam
adalah hendak mencapai ketertiban dan mencegah, mendidik
serta memberikan pelajaran-pelajaran kepada setiap orang
sebagaimana Ahmad Hanafi (1967:225) menyatakan bahwa :
"Tujuan pokok penjatuhan hukuman dalam syariat Islam
ialah pencegahan (ar-rad-u was zajru) dan pengajaran

serta pendidikan (al-islah wattahzib)".
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Meskipun demikian, tujuan khusus yang hendak dicapai
penjatuhan pidana atau hukuman ialah membersihkan diri
dari dosa dan kesalahan, sehingga ia kembali pada fitrah-
fitrah manusia yang suci sebagaimana Ahmad Hanaf 1
(1967:257) menyatakan bahwa hukuman ijtu dimaksudkan untuk
memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pembuat,
sebagai alat pencuci diri.

Kemudian, selain tujuan yang dikemukakan oleh para
fukaha tersebut, tujuan lain yang hendak dicapai dalam
penjatuban pidana atau hukuman adalah menakut-nakuti,
syariat Islam tidak lalai untuk memberikan perhatiannya
terhadap diri pembuat (dader) bahkan memberi pelajaran
bahkan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat meru-
pakan tujuan utama, sehingga penjauhan manusia terhadap
jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena
kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah itu
sendiri, serta menjauhkan diri dari lingkungannya agar
mendapatkan ridha Tuhan,

oleh karena itu tujuan pemidanaan menurut Hukum
pidana Islam (Jinaayaat) ditinjau dari kepentingan
individu ialah melindungi individu itu sendiri di dunia
dan di akhirat kelak. Konsep perlindungan individu
menurut Hukum Pidana Islam ijalah perlindungan terlepas
dari dosa dan kesalahan apabila terpidana dijatuhi
sesuatu jenis pidana; dan hukan saja terhadap sesama

manusia, akan tetapi juga dosa terhadap Allah SWT.



BAB 3
PEREANDINGAN JENIS PEMIDANAAN MENURUT KUHF DAN

HUKUM PIDANA ISLAM

setelah membahas dan mengetahui beberapa hal
mengenai sistem pemidanaan menurut KUHP dan Hukum Pidana
Islam (Jinaayaat) dan dikemukakan pula tentang pengertian
dan tujuan pemidanaan pada bab terdahulu, maka pada bab
ini akan penulis kemukakan beberapa hal yang akan menjadi
bahan perbandingan sistem pemidanaan menurut KUHP dan
Hukum Pidana Islam. Dengan pembahasan tersebut akan
ditemukan beberapa hal yang berguna dan akan menjadi
bahan kajian selanjutnya, dan dapat pula menjadi bahan
tambahan dalam pembinaan hukum pidana nasional di masa
mendatang.

Parbandingan hukum merupakan suatu upaya untuk
menemukan beberapa hal yang menyebabkan timbulnya
perbedaan dan persamaan dua sistem hukum, perbandingan
hukumlah yang bertugas menyelidiki dan menemukan adanya
perbedaan dan persamaan itu sebhagaimana Van Apeldorn
(Soepomo, 134) menyatakan : “Adalah tugas dari perban-
dingan hukum untuk menyelidiki faktor-faktor apakah yang
menentukan perbedaan-perbedaan itu memegang peranan
penting”.

adapun yang menjadi obyek kajian skripsi ini adalah

betujuan untuk mengetahui konsep-konsep kepidanaan hukum
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pidana positif (KUHP) lebih mendalam dan Hukum Pidana
Islam (Jinaayvaat) khususnya yang berhubungan dengan
penjatuhan pidana, konsep-konsep yang dimaksud antara
lain : mengenai Asas Legalitas, percobaan melakukan
kejahatan, pertanggung-jawaban pidana dan eksekusi

pemidanaan.

3.1 Tentang Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menentukan suatu
perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana,
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHF yang
berbunyi : "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melain-
kan kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang
ada terdahulu pada perbuatan itu”.

Dalam konteks hukum positif dapat digambarkan
sebagai suatu perinsip yang timbul akibat bahwa tiada
suatu perbuatan yang dapat digolongkan sebagai suatu
tindak pidana kecuali apabila ditetapkan oleh undang-
undang. Dapat pula berarti bahwa suatu peraturan hukum
tertulis yang didasarkan pada undang-undang, sedangkan
yang dimaksud dengan undang-undang disini adalah
peraturan hukum yang telah diumumkan secara resmi sebagai
hasil konsultasi antara pemerintah dan parlemen sesuai
dengan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang.

sebelum membahas lebih jauh tentang asas legalitas

maka terlebih dahulu penulis kemukakan sumber-sumber asas
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legalitas dalam hukum pidana positif {KUHP) dalam sub bab

selanjutnya.

3.1.1 Sumber Asas Legalitas

Asas legalitas baru dikenal oleh hukum positif pada
sakitar akhir abad 18 masehi. Asas legalitas merupakan
hasi]l revolusi Perancis, sebelum masa tersebut hakim
biasa bertindak sekehendaknya dalam menentukan macamnya
perbuatan, meskipun undang-undang tidak melarangnya
sebagaimana mereka menjatuhi hukuman, meskipun hukuman
ini tidak ditentukan dalam undang-undang kekuasaan yang
holeh dikatakan semena-mena ini menjadi salah satu faktor
pecahnya revolusi Perancis.

Pada masa sekarang asas legalitas masih dipakat
namun tidak lagi seperti pada masa pertamanya. Asas
legalitas pada pertama kalinya diterapkan dalam hukum
perancis, dan dari sini kemudian dipakai oleh sistem
hukum pidana di negara-negara lain. Pada mulanya asas
legalitas dijalankan dengan teliti sekali oleh hukum
perancis di mana untuk tiap-tiap perbuatan pidana ada
ketentuan undang-undangnya dan hukumnya pula, sehingga
tidak mungkin bagi seorang hakim untuk melebihi atau
mengurangi. Kekuasaan hakim tidak boleh melebihi dari
pada mengucapkan keputusan hukuman. Apabila sudah
terbukti kesalahan terdakwa atau memutuskan bebasnya

terdakwa, apabila ternyata tuduhan terhadapnya tidak



66

benar, penguasa eksekutif Jjuga tidak mempunyai hak untuk
memberikan ampunan atau mengurangi hukuman. Karena itu
kekuasaannya hanya terbatas melaksanakan hukum tersebut,
karena itu penguasa perundang-undangan perancis mengambil
sistem batas tertinggi dan batas terendah untuk tiap-tiap
hukuman dan memberi kebebasan kepada hakim untuk
menentukan antara kedua batas tersebut. Penguasa juga
menetapkan dua macam hukuman untuk kebanyakan perbuatan
pidana.

Karena faktor pengalaman dan kebutuhan masyarakat,
maka asas legalitas mengalami perkembangan dan sebagai
akibat perkembangan itu ialah adanya pemberian kekuasaan
kepada hakim untuk menghentikan pelaksanaan hukuman.
Penguasa eksekutif diberi hak untuk memberi pengampunan
terhadap hukuman atau menguranginya atau menambahkannya
dengan syarat-syarat tertentu. cselain itu timbul Jjuga
hukuman yang tidak ditentukan masanya, meskipun asas
legalitas telah mengalami perkembangan yang jauh, namun
sarjana-sarjana hukum pidana masih menganggap bahwa asas
tersebut masih tetap dijunjung tinggi. Perluasan-
perluasan dalam menjatuhkan hukuman mengakibatkan syahnya
hukuman, selama perluasan tersebut masih sesuai dengan
ketentuan undang-undang dan selama hakim memakai

kekuasaan yang diberikan sebelumnya oleh kekuasaan

perundang-undangan.
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Dengan demikian dapat diperinci bahwa sumber asas
legalitas terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHF yang menurut
rumusan dalam bahasa Belanda (Lamintang, 1976:118)
berbunyi :

Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daar

aan vooraf gegene wateelijcke straftbepaling.

(Tiada suatu hukuman, kecuali berdasarkan ketentuan

pidana menurut undang-undang yang telah teriebih

dahulu dari pada perbuatannya ijtu sendiri).

Di sini Penulis kemukakan secara lengkap rumusan
Pasal 1 ayat 1 KUHP dalam bahasa Belanda, oleh karena
dalam literatur hukum pidana, terdapat berbagai macam
pengertian atau terjemahan, yang satu dengan yang lainnya
ternyata sangat berbeda. Dalam penggunaannya dapat
menimbulkan kesalahpahaman diantara mereka yang belum
menguasai ilmu pengetahuan hukum pidana, dan sering tanpa
disadari oleh penerjamahnya sendiri. Walaupun kesalahan
itu tidak berarti di dalam menerjemahkan ketantuan-
ketentuan pidana dalam kitab undang-undang Hukum Pidana
itu dalam kenyataannya dapat mengakibatkan kesalahan-
kesalahan yang fatal dalam penerapannya.

Penyebutan secara lengkap dari rumusan-rumusan
ketentuan-ketentuan pidana dalam kitab Undang-undang
Hukum Pidana dalam bahasa Balanda penulis anggap sangat
penting agar dapat mengetahui rumusan-rumusan ketentuan-
ketentuan pidana yang dimaksudkan. Dengan demikian Jjuga

dapat diketahui apakah suatu terjemahan itu sudah benar

atau tidak.
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Sebagaimana halnya terjemahan rumusan ketentuan-=
keteptuan hukum pidana menurut Pasal 1 ayat 1 datam
bahasa Indonesia yang telah dilakukan oleh Engelbrecht
(Lamintang, 1976:119) yang berbunyi : "Tiada suatu
perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan
aturan pidana dalam undang-undang yang terdahulu dari
perbuatan itu”.

Lain halnya terjemahan dari Van Haeringen {(Lamintang,
1976:-119) seorang guru besar pada Rijksuniversiteit di
Leiden telah mengartikan perkataan “bepaling” sebagai
(1) vaststelling atau penentuan atau pemastian; dan (2)
Omschrijving atau perumusan.

cementara Kroes (Lamintang, 1976:118) secrang guru
besar pada Gemeentelijhke universiteit di Amsterdam telah
mengartikan perkataan bepaling sebagai :

1) Bestimmung,

2) Fetstzung,

3) Amberaumung;

pasal 1 ayat 1 KUHP ini merupakan perundang-undangan
hukum pidana modern yang menuntut, bahwa ketentuan pidana
harus ditetapkan dalam undang-undang Yyang sah, yang
berarti bahwa larangan-larangan menurut adat tidak
berlaku untuk menghukum orang. Selanjutnya menuntut pula,
bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang tidak dapat
dikenakan kepada perbuatan Yyang telah dilakukan sebeslum
ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang 1tu

diadakan. Yang berarti undang-undang tidak mungkin
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berlaku surut.

palam Hukum Pidana Islam (Jinaayat), Asas Legalitas
dapat ditemukan dalam Hadits Rasulullah Yang berbunyi
sebagaimana Ahmad Hanafi (1967:58) sebagai berikut : “La
hukma 11 af aadil-ugala gabla wurud in nashi {sebelum ada
nash (ketentuan) tidak ada hukum bagi perbutan bagi
orang-orang yang berakal sehat)”.

Dengan kata lain perbuatan seseorang Yans cakap
tidak mungkin dikatakan dilarang selama belum ada nash
atau ketentuan yang melarangnya, dan ia mempunyai
kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau
meninggalkannya, sehingga ada ketentuan yang melarangnya.

Di samping aturan pokok yang disebutkan di atas
masih ada aturan pokok yang lain, sebagaimana Hadits
Rasulullah SAW (Moh, Rifa’i, 1980:40) berbunyi
“sebenarnya semua perkara dan semua perbuatan di bolehkan
(Al-ashlu fil asysyaai wa al-af'aali al-ibahatu)”.

Dengan demikian, kedua sumber aturan pokok ini dapat
dipahami bahwa, semua perbuatan dan semua sikap tidak
berbuat dibolehkan Yyang dinyatakan cleh syara; Jjadi
selama belum ada nash yang melarang, maka tidak ada
tuntutan terhadap semua perbuatan dan sikap tidak
“berbuat.

Kedua aturan pokok ini dapat disimpulkan bahwa
sasuyatu perbuatan atau sikap tidak berbuat tidak boleh

dipandang sebagai jarima kecuali karena adanya nash
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(ketentuan) yang jelas dan melarang, maka tidak ada
tuntutan terhadap semua perbuatan dan sikap tidak
berbuat. Apabila tidak ada nash yang demikian sifatnya,
maka tidak ada tuntutan ataupun hukuman atas pelakunya.

0leh karena suatu perbuatan dan sikap tidak berbuat
tidak cukup dipandang sebagai Jjarimah hanya Kkarena
dilarang saja, tetapi juga harus dinyatakan hukumnya,
baik hukuman had atau hukuman ta'zir, maka dapatlah
disimpulkan bahwa aturan-aturan pokok syariat Islam
menentukan “Tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman
kecuali dengan suatu nash”.

Di samping kedua aturan pokok tersebut, masih ada
aturan pokok ke tiga sebagaimana Sabda Rasulullah SAW
( Ahmad Hanafi, 1967: 59) yang berbunyi

Menurut Syara, orang yang dapat diberi pembebanan
(takl1if) hanya crang yang mempunyai kesanggupan
untuk memahami dalil-dalil pembebanan dan untuk
mengerjakannya, dan menurut Syara pula pekerjaan
yang dibebankan hanya paekerjaan yang mungkin
dilaksanakan dan disanggupi serta diketahui pula
aleh mukallaf sedemikian rupa sehingga bisa
mendorong dirinya untuk memperbuatnya.

Dari kedua aturan pokok tersebut dapatlah diketahui
hahwa seorang mukallaf harus memenuhi syarat-syarat :

1) Sanggup memahami nash-nash syara yang berisi

hukum taklifi (tuntutan-tuntutan seperti suruhan,
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Jarangan dan sebagainya.

?) Dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan

dijatuhi hukuman.

Kemudian syarat yang harus dipenuhi pada perbuatan

yang diperintahkan

1) Perbuatan itu mungkin dikerjakan, dan disanggupi

oleh seseorang untuk ditinggalkan atau dikerjakan

2) Dapat diketahui dengan sempurnah oleh seseorang

mukaliaf, yang berarti pula

a)

b)

Ia mengetahui hukum-hukum taklifi, dan ini
bisa terjadi, apabila hukum tersebut disiarkan
kepada orang banyak, orang yang tidak
mengetahui adanya perintah atau larangan,
tentu tidak akan bertindak sesuai dengan
perintah dan larangan tersebut,

Pada ketentuan hukum (undang-undang) sendiri,
ada faktor-faktor yang mendorong seseorang
untuk berbuat, artinya ia mengetahui bahwa ia

akan dikenakan hukuman apabila tidak berbuat.

Ketiga aturan pokok tersebut dapat disimpulkan bahwa

tidak ada jariman dan tidak ada hukuman tanpa sesuatu

nash (ketentuan) yang melarangnya.

Asas legalitas pada syariat Islam tersebut bukan

didasarkan atas nash-nash syara umum semata, yang

menyu

ruh keadilan dan melarang kezaliman, melainkan di

dasarkan atas nas-nas yang jelas dan khusus.
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sumber lain mengenai Asas Legalitas ini dapat
diketahui dalam Firman Allah SWT (Depag, 1980/1981)
antara lain :

1) Kami tidak menjatuhkan siksa, sehingga kami

mengutus seorang Rasul (Al-Isra:15).

2) Tidaklah Tuhanmu (ya Muhammad) menghancurkan
negeri-negeri, sehingga i1a mengutus di pusat
negeri-negeri itu seorang Rasul, yang membacakan
ayat-ayvat kami kepada mereka (al-Qashash : 59).

3) Agar dengan Qur'an saya mempertakuti anghkau
sekalian dan orang yang ditangi Qur'an (al an'am:
19).

4) Tuhan tidak membebani seseorang kecuali menurut
kesanggupannya (al-Bagarah : 286).

£) Katakan olehmu (ya Muhammad) kepada orang-orang
yang kafir, apabila mereka menghentikan
(kekafirannya), maka akan diampuni bagi mereka
apa yang sudah (al-Anfal : 28).

Nash-nash tersebut dengan tegas ditentukan, bahwa
tidak ada sesuatu jarimah kecuali sesudah ada penjelasan,
dan tidak ada hukuman kecuali sesudah ada pembaritahuan.

Asas legalitas tersebut sudah terdapat dalam syariat
Islam, sejak empat belas abad yang lalu seperti yang
dibawah oleh Al1-Qur’an. Dengan demikian, maka syariat
Tslam telah mendahului hukum-hukum positif yang baru
mengenal aturan tersebut pada akhir abad ke 18 masehi,
ketika untuk pertama kalinya dimuat dalam hukum Perancis,
sebagai salah satu hasil revolusi Perancis, kemudian
dimasukkan dalam "Pernyataan hak-hak asasi manusia” yang

dikeluarkan pada tahun 1783, dan sesudah itu kemudian

diambil oleh negara-negara lain.
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3.1.2 Macam—-macam Penerapan Asas Legalitas

Penerapan asas legalitas pada hukum positif untuk
semua perbuatan pidana tidak dibedakan, oleh karena itu
dalam hukum positif tidak dikenal bermacam-macam
penerapan, sehingga penerapan asaé Tegalitas pada hukum
positif timbul berbagai kritikan. Pada mulanya hukum
positif memakai cara pertama (dalam syara) untuk semua
jarimah dan hal ini menyebabkan semua anggota hakim dan
juri tidak mau menjatuhkan berat terhadap perbuatan yang
tidak terlalu berat dan menyebabkan pula pembebasan
banyak terdakwa dalam berbagai peristiwa pidana.

Hukum positif mengambil cara kedua (dalam syara)
yaitu mempersempit kekuasaan hakim dalam memilih hukuman
dan dalam menentukan besarnya, akan tetapi cara inipun
diterapkan secara umum, dan salah satu akibatnya ijalah
samakin bertambahnya tindak pidana berat yang terjadi,
karena hakim-hakim hanya menjatuhkan hukuman-hukuman
ringan atas perbuatan tersebut yang dimungkinkan cleh
kekuatan mereka dalam memilih hukuman.

Cara kedua inilah sekarang dipakai pada kebanyakan
sistem hukum pidana positif. Akan tetapi beberapa sistem
hukum positif mengambil cara yang ketiga untuk beberapa
perbuatan tertentu.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa untuk
asas legalitas dalam hukum positif, tidak dibedakan

mengenai macamnya, baik dalam kejahatan maupun dalam
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pelanggaran juga dalam KUHP sendiri tidak membedakan
macam asas legalitas, dari segi penerapannya.

Dalam Hukum Pidana Islam (Jinaayaat) macam penerapan
asas legalitas dibedakan menurut macamnya hukuman, oleh
karena setiap perbuatan pidana (Jarimah) dan hukuman-=
hukuman ditentukan oleh syara untuk diserahkan kepada
seorang hakim, apabila di pandang perlu untuk menjatuhkan
pidana atau hukuman, maka hukuman tersebut dijatuhkan.

Dalam syariat Islam sudah ditentukan macamnya
jarimah-jarimah ta’zir dan hukuman-hukumannya, sehingga
tidak mungkin bagi seorang hakim untuk menjatuhkan
hukuman atas sesuatu perbuatan yang tidak dilarang oleh
syara, ataupun keluar dari batas-batas hukuman yang telah
ditetapkannya. Kekuasaan hakim terbatas pada penerapan
terhadap sesuatu nash atas peristiwa yang dihadapinya.
Dalam hal diberi kekuasaan yang dalam memilih hukuman
mana yang sesual untuk keadaan tersangka dan preseden-
presedennya (tingkahlaku) yang sebelumnya dan pengaruh

perbuatannya atas masyarakat.

kekuasaan tersebut adalah kekuasaan untuk menilai
dan mempertimbangkan, dengan maksud untuk mengobati
pembuat (dader) dari perbuatannya. Kekuasaan lebih dapat
menjamin keadilan dan menjauhkan kesulitan-kesulitan
dalam menyelesaikan perscalan atau peristiwa yang

diperiksanya.

sistem pemberian kekuasaan kepada hakim dalam
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jarimah ta'zir sebagaimana yang ditentukan oleh syara
cendrung untuk memperluas kekuasaan hakim dalam memilih
hukumnya yang sesuai dengan Jarimah yang diperbuat oleh
pembuat (dader).

Dalam uraian ini akan penulis kemukakan bermacam-
macam penerapan asas legalitas dalam syariat Islam
sebagaimana Ahmad Hanafi (1967: 73) menyatakan

1) Dari segi penentuan macamnya Jjarimah, pada
jarimah hudud, gisas dan diyat serta ta'sir
biasa, syara telah menentukan macamnya perbuatan-
perbuatan itu sendiri yang membentuk jarimah, dan
dengan demikian maka perbuatan-perbuatan tersebut
dalam keadaan bagaimanapun juga jarimah. Akan
tetapi pada Jjarimah-jarimah ta'zir untuk
kemaslahatan umum, perbuatan-perbuatan itu
sendiri tidak ditentukan melainkan sifat-sifatnya
saja yang ditentukan yaitu mengganggu ketertiban
atau kepentingan umum. Oleh karena sifat tersebut
maka sesuatu perbutan kadang-kadang bisa
mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, dan
dianggap sebagai Jjarimah, sedang pada saat yang
lain bisa tidak dianggap jarimah.

2) Penentuan hukuman-hukuman. Syara telah menentukan
hukuman bagi tiap-tiap Jjarimah, yaitu pada
jarimah-jarimah hudud, gisas diyat. Akan tetapi
untuk jarimah-jarimah ta'zir biasa atau jarimah-
jarimah ta'zir untuk memelihara ketertiban dan
kepentingan umum maka syara hanya menyediakan
sekumpulan hukuman dan hakimlah yang menentukan
serta memilih di antara hukuman-hukuman tersebut
mana yang lebih sesuai.

Dengan demikian, penerapan asas lagalitas dalam
Hukum Pidana Islam (Jinaayat) ditilik dari segi macamnya

dapat dibedakan sebagai berikut
1) Masa penerapan asas legalitas, syariat Islam

talah menerapkan asas tersebut dengan tiga cara

antara lain :
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(a) Pada jarimah-jarimah yang gawat dan Yyang
sangat mempengaruhi keamanan dan ketenteraman
masyarakat yaitu Jjarimah-jarimah hudud dan
gisas diyat, asas legalitas dilaksanakan
dengan teliti sekali, di mana tiap-tiap
jarimah dan hukumnya dicantumkan satu
persatu.

(b) Pada jarimah-jarimah yang tidak begitu berba-
haya yaitu Jjarimah-jarimah ta'zir pada
umumnya. Syara memberi kelonggoran dalam
penerapan asas legalitas dari segi hukuman di
mana untuk hukuman Jjarimah-jarimah tersebut
syara hanya menyediakan sejumlah hukuman,
untuk dipilih oleh hakim hukuman mana yang
sesuai bagi peristiwa-peristiwa yang
dihadapinya.

(c) Pada Jjarimah-jarimah ta'zir yang diancamkan
hukuman karena untuk kemaslahatan umum, maka
syara memberi kelonggaran dalam penerapan
asas legalitas dari segi penentuan macamnya
jarimah, karena syariat hanya mencakupkan
dengan membuat suatu nash (ketentuan) yang
umum sekali dan yang bisa mencakup setiap
perbuatan yang mengganggu kepentingan dan

ketertiban umum.

2] pari segi penentuan jarimah. Dalam Syariat Islam
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nash-nash yang menentukan macamnya jarimah
bersifat umum dan elastis, sehingga bisa
menampung semua peristiwa. Kemudian dalam jarimah
hudud dan gisas diyat yang bersifat umum tersebut
dibatasi. Akan tetapi untuk jarimah-jarimah yang
lain berlaku sepenuhnya. Seperti pada Jjarimah-
jarimah ta'zir biasa. Untuk hukuman ta'zir karena
untuk mewujudkan kemaslahatan umum, nash-nash
yang menentukan perbuatan jarimah lebih kuat
elastisitasnya, sehingga cukup dengan menyebutkan
sifat-sifatnya. 0Oleh karena itu sesuatu Jjarimah
tidak mungkin diketahui kecuali sesudah
terjadinya.

Dari urajan di atas dapat disimpulkan, bahwa pada
hukum positif (KUHP) asas legalitas tidak diperinci
dalam menerapkan pada perbuatan pidana, artinya tidak
dibedakan menurut jenis kejahatan atau pelanggaran dalam
menerapkannya. Sedangkan dalam hukum pidana Islam
(Jinaayaat) baik dalam penentuan jenis perbuatan atau
Jarimah, maupun dalam jenisnya dibedakan atas beberapa

macam dalam menerapkan asas legalitas.

3.1.3 Penerapan Asas Legalitas

Asas legalitas adalah salah satu asas Yyang
diterapkan dalam ketentuan pidana baik dalam Hukum Pidana

Positif, maupun dalam Hukum Pidana Islam. Dalam sub bab
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ini Penulis uraikan mengenai penerapan asas 1ega1ita§:ﬂl

tersebut, baik dalam hukum pidana positif maupun dalam

hukum pidana Islam.

Dalam Hukum Pidana Positif (KUHP) ada tiga prinsip
yang terkandung di dalam menerapkan asas Tegalitas
sebagaimana Hulsman (1984:99) sebagai berikut
Pertama, dari prinsip ini timbul akibat bahwa tiada suatu
perbuatan yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak
pidana terkecuali apabila ditetapkan oleh undang-undang
ditetapkan oleh undang-undang berarti suatu peraturan
hukum tertulis yang didasarkan pada undang-undang, Yyang
dimaksud dengan undang-undang adalah peraturan-peraturan
hukum yang telah diumumkan secara resmi sebagai hasil
konsultasi antara pemerintah dan parlemen sesuai dengan
tata cara yang digariskan oleh undang-undang dasar.
kedua, prinsip legalitas menentukan bahwa aturan-aturan
harus ditafsirkan secara tegas dan pengadilan tidak boleh
menentukan secara analogi kriminalitas suatu perbuatan,
betapapun garis pemisah antara penafsiran secara analog]
dan penafsiran oleh Mahkamah Agung dalam keterangan
hukumannya dekat dengan penafsiran secara analogi,
adakalanya enggan membuat penafsiran secara demikian
karena dianggap melanggar asas legalitas.

Ketiga, asas legalitas melarang undang-undang yang
menetapkan sebagai kejahatan, perbuatan-perbuatan Yyang

dilakukan sebelum herlakunya statuta tadi mengingat bahwa

'
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undang-undang semacam itu tidak menguntungkan tertuduh.
Dengan demikian, asas Jlegalitas mensyaratkan bahwa
hanva boleh dikenakan hukuman-hukuman yang telah
diperinci oleh undang-undang, asas legalitas sebagai per-
lindungan individu terhadap pelanggaran secara sewenang-
wenang atas hak oleh sistem peradilan pidana, belum lagi
memiliki sifat-sifat yvang dikehendaki. Pada saat konsep
ini telah menjadi prinsip yang tegak dan yang masih
dianggap berasal dari digma hukum pidana. Ini sebagian
dikarenakan telah meluasnya lapangan mengenai syarat-
syarat penghukuman selama satu abad terakhir ini dan
karena banyak dari persyaratan ini dirumuskan dengan
peristilahan yang tidak tegas dan samar-samar hingga
penafsiran tersebut sebagian besar diserahkan pada mereka
yang berkepentingan dengan penanganan kasus—-kasus pidana
yang sesungguhnya khususnya polisi, Jjaksa, dan hakim.
Penerapan asas legalitas dalam hukum positif (KUHP)
semua sama pada Jjenis tindak pidana. Akan tetapi tiap-
tiap perbuatan atau tindak pidana disebutkan seteliti
mungkin dengan menentukan unsur-unsur materilnya. Oleh
karena itu perundang-undangan membatasi perbuatan-
perbuatan pidana yang dimasukkan dalam suatu peraturan
pidana. Dan satiap kali timbul peristiwa baru artinya
mengharuskan perubahan dalam ketentuan pidana tersebut,
serta tidak sukar bagi pembuat (dader) untuk

menghindarkan diri dari tuntutan hukum pidana, keadaan
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ini mendorong sarjana-sarjana hukum untuk aturan-aturan
pidana harus bersifat mencakup dan elastis. Sehingga
memungkinkan hakim mengambil tindakan terhadap setiap
peristiwa pidana.

Selanjutnya pada hukum positif, untuk tiap-tiap
perbuatan pidana ditetapkan satu atau dua macam hukuman
yang terletak antara kedua batas tertentu, hukum positif
mensyaratkan hukuman tidak kurang dari batas tertentu,
sebagaimana Ahmad Hanafi (1967:79) menyatakan sebagai
berikut :

Hukum=hukum positif mensyaratkan hukuman tidak
kurang dari batas tertentu, dan juga melarang
dihentikannva pelaksanaan hukuman, maka artinya
hakim mempunyai kekuasaan yang cukup untuk bertindak
terhadap pembuat suatu perbuatan terhadap
kepentingan umum.

Penerapan asas legalitas yang pada mulanya tidak
mempengaruhi kedudukan asas tersebut dari segi penentuan
macamnya perbuatan. Akan tetapi dengan alasan-alasan yang
dikemukakan oleh para sarjana hukum pidana yang
menimbulkan berbagai kritikan-kritikan khususnya pada
akhir abad ke 20 salah satu diantaranya adalah bahwa asas
tersebut tidak mampu untuk menjadi kebutuhan-kebutuhan
masyarakat. Ketidak mampuan tersebut karena pasal-pasal
dalam perundang-undangan pidana selamanya tidak mampu
untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang menganggu

ketertiban umum dan kepentingan masyarakat. Disamping

para pembuat ( dader) mempunyai bermacam-macam cara untuk
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tidak sampai terkena oleh kekuasaan undang-undang,
kemudian mereka mempermainkan hak-hak dan ketenteraman
perseocorangan dan masyarakat, tanpa ditindak oleh
kekuasaan, mereka dikeluarkan aturan-aturan kepidanaan
baru yang melarangnya, dan biasanya pembuatan aturan
tersebut memerlukan waktu lama, maka kepentingan
masyarakat yang menghendaki perlindungan dari perbuatan=
perbuatan yang terjadi tersebut disia-siakan, dan mareka
pun akan mencari jalan lain untuk membebaskan dari
ketentuan-ketentuan tersebut yang selamanya tidak bisa
mencakup.

Kritik atas asas legalitas mempunyai pengaruh yang
cukup tinggi dalam kehidupan hukum pada para praktisi
hukum karena beberapa negara besar mulai meninggalkan
asas tersebut baik dari segi penentuan hukuman maupun
dari segi penentuan macamnya suatu perbuatan, seperti
pada sistem hukum pidana Jerman sejak tahun 1935
memberikan kekuasaan kepada hakim untuk menganggap suatu
perbuatan sebagai perbuatan pidana dan menjatuhi hukuman,
apabila perbuatan tersebut menyinggung kepentingan
masyarakat Jerman, meskipun tidak ada ketentuan pidana
khusus terhadapnya. Juga sistem hukum pidana Rusia, tidak
Jagi memakai asas legalitas sejak tahun 1926, demikian
pula sistem hukum pidana Denmark.

Dalam Hukum Pidana Islam (Jinaayaat), asas legalitas

diterapkan oleh syara pada semua jarimah, akan tetapi
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corak dan cara penerapannya tidak sama melainkan berbeda-
beda menurut perbedaan macamnya Jjarimah, sebagaimana
Ahmad Hanafi (1967:61) mengemukakan :
a) Asas legalitas pada jarimah hudud
Asas legalitas diterapkan dengan teliti oleh syara dan
hal ini nampak jelas dari nash-nash yang mengenai
jarimah tersebut.

Asas legalitas juga diterapkan oleh hukum Islam yang
memberi kesimpulan bahwa tidak ada Jjarimah dalam syara
atau hukuman sebelum ada nash yang melarangnya, bukan
atas nash—-nash yang umum sematg vang menyuruh keadilan
dan melarang kedzaliman, melainkan di dasarkan atas nash-
nash yang jelas terhadap suatu perbuatan. Karena pada
dasarnya semua perkara dan semua perbuatan dibolehkan.
Dengan kata lain semua - perbuatan dan semua sikap tidak
herbuat di bolehkan dengan kebolehan yang asli. Artinya
bukan kebolehan yang dibolehkan oleh syara, jadi selama
helum ada nash yang melarang, maka tidak ada tuntutan
terhadap semua perbuatan dan sikap tidak berbuat.

a.1 Untuk Jarimah Zina (zani)

| paersina adalah dosa besar dan harus dihukum

(had) sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

vang dimaksud dengan sina ialah memasukkan alat
kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan yang
bukan haknya, sebagaimana Tagiyuddin (1987:187).

niutnya (1987:187) orang yang berzina ada
gﬁ;ﬂﬁgca; partama, pernah menikah dan kedua

helum pernah menikah. Kalau yang berzina pernah
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menikah, maka dihukum rajam (dilempar batu), dan
kalau belum pernah menikah dihukum jilid (cambuk
seratus kali) dan buang satu tahun kedaerah
lain.

Kemudian rumusan Ibnu Munzir (Muhammad Rafai,
1978:368) mengemukakan bahwa hukuman bagi orang
yang pernah menikah berzinah di hukum Jjilid
kemudian dirajam (dicambuk kemudian dilempar
batu) hukum tersebut dikenakan pada laki-laki

dan perempuan yang telah nikah dan melakukan
Z21Nda.

Apa yang dikemukakan oleh Ibnu Munzir tersebut
tercantum dalam surah an-Nuur ayat 2 (Depag,
19680/1981:543).

Selanjutnya larangan zina dijelaskan Allah dalam
beberapa surah dan ayat dalam Al-Gur'an sebagaimana yang
tercantum sebagai berikut
1} Janganlah kamu mendekat) zina karena ia adalah per-

buatan keji dan seburuk-buruk jalan (@.5. al-Isra:32).

2) Pembuat zina perempuan dan pembuat zina laki=-laki
hendaklah kamu jilid masing-masing seratus kali
(Q.5. An=Nuur : 2).

3) Ambillab hukum daripada-Ku, karena Tuhan telah
mamberikan jalan penyelesaian bagi mereka (wanita yang
berzina) pada dengan pemuda jalah seratus kali jilid
dan pengasingan satu tahun, pada Jjanda seratus kali
3i1id dan lemparan dengan batu (rajam) (hadits).

Dari beberapa ketentuan mengenai larangan zina dan

ancaman hukumannya dapat disimpulkan bahwa

a. Parawan dan teruna yang berzina hukumnya adalah didera
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seratus kali.

b. Pengasingan setahun yang tersebut dalam hadits tidak
wajib, hanya terserah kepada hakim. Oleh karena Tuhan
tidak menjelaskan dalam Quran.

c. Hadits vang menegaskan, bahwa Rasulullah SAW perintah-
kan rajam dengan tidak disertakan perintah derah atas
orang yang berzina vang sudah pernah kawin., Dan itu
hadits yang menerangkan derah, lantas rajam 1tu perilu
dita'wil yaitu bahwa hukum derah jtu tidak wajib,
hanya tergantung pada hakim.

Dengan demikian pidana atau hukum kedua pezina tidak
mushshan adalah pengasingan (taghrib) berdasarkan salah
eaty Hadits Rasulullah SAW (Ahmad Hanafi, 1967:265-266)
berbunyi : "Orang muda dengan orang muda jilid seratus
kali dan pengasingan satu tahun (al-bikru b1l bikru jaldu
miatin wa taghribu amin)”.

Adapun pidana atau hukuman terhadap mereka yang
berstatus sudah mushshan (kawin) adalah pidana mat i
(rajam) sebagaimana sabda Rasulullah 5AW (Ahmad Hanafi,

1967:267) berbunyi :

Tidak halal darah (jiwa) seseorang kecuali karena
salah satu dari tiga hal : yaitu kufur sesudah
heriman, zina sesudah ishshan (kawin), dan pem-
bunuhan bukan karena pembunuhan orang-orang ( bukan

pambunuhan gisas).

pengan demikian pidana atau hukuman terhadap pesina

&

ada tiga macam yaitu :

1) Dera (jilid) terhadap pembuat yang tidak mushshan
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2) Taghrib (pengasingan) terhadap pembuat yang tidak

mushshan.

3) Rajam, dikenakan terhadap pembuat zina mushshan.

salain firman Allah yang tersebut, maka berikut
Allah berfirman dalam surah Annuur ayvat 2 yang berbunyi
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina
maka derahlah tiap-tiap orang dari padanya seratus
kali derah, (Depag, 1980/1981:81).

Selanjutnya Rasulullah bersabda sebagaimana yang
tercantum dalam riwayat Iman Buhari Muslim (Hasby Ash-
shiddiqi, 1977:509) yang berbunyi : "Gadis dengan jejaka
jilid seratus kali dan buang satu tahun”.

Kalau hanya bersentuhan badan atau mengeluarkan air
mani dengan tangan wanita bukan istrinya atau men]imak
binatang dan sebagainya, maka hukumnya dengan ta'zir
sebab semua perbuatan itu haram hukumnya.

Ta'zir ialah memukul pelaku kurang seratus kali atau
memaki-makinya di muka umum atau mengaraknya dan
sebagainya, tergantung pada hakim,

2.2 Untuk Jarimah Qadshaf (menuduh)

Mereka yang menuduh orang-orang perempuan baik,
kemudian mereka tiak mendatangkan empat orang saksi, maka
jilidlah dia delapan puluh kali, dan jangan kamu terima
persaksian mereka selamanya, dan mereka adalah orang-

orang fasik. (@.S. An-nuur : 4).

Jarimah Qadshaf (menfitnah orang lain berbuat zina)
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dikenakan hukuman pokok, yaitu delapan puluh kali, dan
hukuman tambahan, yaitu tidak diterima persaksian
pembuatnya. Hukuman tersebut dijatuhkan apabila terbukti
ada kebohongan.

Akan tetapi kalau berisi kebenaran, maka jarimah
gadshaf tidak ada.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya
jarimah gqadzhaf antara lain : rasa dengki, balas dendam,
dan persaingan, akan tetapi kesemuanya bertujuan satu
yaitu menghina korban dan melukai hatinya. Dengan Jarimah
gadshaf pembuat (dader) bermaksud menimbulkan derita
kejiwaan (memburukkan nama baik dan kehormatannya), Oleh
karena itu maka harus diimbangi pula dengan derita badan
yang ditanggung oleh pembuat Jjarimah, disamping derita
kejiwaan pula yang harus diterimanya dari masyarakat,
yaitu dinyatakan hapus keadilannya (kejujurannya) dan
oleh karena itu maka ia tidak bisa lagi menjadi saksi,
sarta mendapat cap abadi sebagai orang fasik (durhaka).
a.3 Untuk Jarimah Pencurian

Jarimah pencurian yang ketentuan-ketentuan pidananya
dapat di temukan di dalam A1-Qur’an dan Hadits Rasulullah
SAW, dan juga termasuk dalam kelompok jarimah hudud yang
dikenakan ancaman pidana had.

Adapun ketentuan-ketentuan pidana terhadap pelaku
kejahatan tersebut adalah sebagai berikut

a. Berdasarkan Al-Qur'an
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Dalam surah al-Maidah ayat 38 (Depag, 1980/1981:
165)
Al1lah SWT berfirman :

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri
potonglah tangan keduanya sebagai balasan dari
apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari
Allah Maha Penhgampun.

h. Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW (Moh. Rifa’i,
47)

Tidak boleh dipotong pencuri kecuali pada seper-
empat dinar atau lebih.

Dipotong tangan pencuri pada seperempat dinar
atau lebih.

Potonglah tangan pencuri pada seperempat dinar
dan jangan kamu potong pada Yang kurang dari
padanya.

Dari ibnu Umar bahwa Nabi SAW telah mematong
tangan pada perisai yang harganya tiga dirham,

pDikutuk Allah kiranya si pencuri, ia mencuri
telor lalu dipotong tangannya, dan mencuri tali,
lalu dipotong tangannya.

adalah seorang perempuan pinjam barang-barang
1alu memungkirinya, maka Nabi perintah dipotong

tangannya.

gelanjutnya menurut Hasby-Ashshiddiqy (1877:510)

mengemukakan bahwa

Hukum potong tangan dijatuhkan sebagai hukuman
maksimum bagi para pencuri, menyiksa pencuri dengan
memotong tangannya, lebih dapat menghardikkan sang
maling itu dari dengan mencambuk dengan cambuk

kulit.
pari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa :

pencuri yang dipotong tangan tidak wajib mengganti atau

mengembalikan barang yang ia curi.
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Barang yang dicuri pencuri itu jika sudah termakan,
tidak wajib diganti, dan yang lain dari itu ia ganti.

Kemudian para ulama berpendapat bahwa pencuri yang
mampu wajib mengembalikan atau mengganti apa yang ia
curi, karena hak orang yang ia curi itu tidak bisa jadi
halal lantaran sudah dipotong tangannya, karena potongan
tangan itu hanya sebagai hukuman atas pencuriannya bukan

buat menghalalkan hak orang lain.

a.4 Untuk Jarimah Minuman Keras
Ketentuan tentang larangan meminum minuman keras
dijelaskan dalam Al-Qur’an sebagaimana yang tercantum

dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi sebagai

berikut :

wahai orang-orang vyang beriman sesungguhnya
(meminum) minuman keras (khamar), berjudi, berkorban
untuk berhala mengundi nasib, adalah perbuatan keji
termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan-
perbuatan jtu agar kamu mendapat keberuntungan,
(Depag, 1980/1981:176).

ketentuan tentang ancaman pidana tarhadap pelaku
(dader) dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadits
Rasulullah SAW. Adapun ancaman terhadap pelaku minuman
keras terdapat dalam hadits Rasulullah SAW sebagaimana
A. Hassan (1976:213) yang barbunyi

Jika mabuk, hendaklah dera! ia mabuk hendaklah dera!

jika mabuk hendaklah dera! Dan jika perbuatannya
dilakukannya keempatl kali hendaklah dibunuh.

(Dari Abu Hurairah r.a.)

pari Ibnu Umar r.a. Yang diriwayatkan oleh Muslim
bahwa Rasulullah SAW bersabda (Muh. Sjarief Sukandy,
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1980:465) bersabda : tiap-tiap yang memabukkan itu

khamar, dan tiap-tiap khamar adalah haram.

Dari Jabir r.a. yang diriwayatkan oleh Ahmad dan

Imam yang empat Rasulullah SAW (ibid) bersabda

Tiap-tiap yang banyaknya itu memabukkan, maka

sedikitnya pun haram.

Menurut Mauwih bin Abusofyan, bahwa Nabi Muhammad

SAW (H.M.K. Bakri, 1986:204) berbunyi : Jika mereka

minum tuak, hendaklah dera, jika mereka minum tuak

hendaklah dera, dan jika mereka minum lagi, maka
hendaklah bunuh.

Dari urajan beberapa hadits Rasulullah SAW tersebut
dapat disimpulkan bahwa pada mulanya peminum minuman
keras tidak diancam hukuman had, akan tetapi setelah
turun ayat tentang larangan minum minuman keras, maka
Rasulullah melarangnya diancam hukuman dera (cambuk)
empat puluh kali, kemudian setelah pada saman Abdurrahman
bin Auf dan Umar bersepakat tentang hukuman ini, Karena
peminum munuman keras semakin bertambah, maka hukuman

terhadap peminum (pelaku) atau (dader) yaitu delapan

puluh kali jilid.

a.5 Untuk Jarimah Gangguan Keamanan
kKetentuan-ketentuan tentang gangguan keamanan

dijelaskan Dalam Firman Allah SWT yang dibagi empat macam

hukuman yaitu hukuam mati biasa, hukuman mati di salib,

hukuman pﬁtgng tangan serta kaki, dan pengasingan.

Dalam surah al-Maaidah ayat 33 (Depag, 1980/1881:164)

berbunyi sebagai berikut

sesunguhnya halasan mereka yang memerangi &1lah dan
Rasul-Nya serta mengusahakan kerusakan di negeri
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ialah agar mereka dibunuh, atau disalib, atau

dipotong tangan dan kaki, berselang-selang, atau

mereka diasingkan dari negeri.

Perlu dikemukakan bahwa memerangi Allah dan
Rasul-Nya adalah orang yang Murtad, crang yang melakukan
pembunuhan terhadap orang yang diharamkan Allah SWT.

Hukuman mati dijatuhkan atas pengganggu keamanan
apabila ia melakukan pembunuhan, hukuman tersebut adalah
hukuman had dan bukan hukuman gisas. Oleh karena itu maka
hukuman tersebut tidak boleh dimaafkan,

Hukuman mati disalib dijatuhkan, apabila pengganggu
keamanan melakukan pembunuhan perampasan harta benda,
jadi hukuman tersebut dijatuhkan atas pembunuhan dan
pencurian harta bersama-sama, pembunuhan tersebut
merupakan jalan untuk memudahkan pencurian harta. Hukuman
tersebut juga merupakan hukuman had yang tidak bisa
dimaafkan.

pPada dasarnya penjatuhan pidana terhadap pengganggu
keamanan [(hirabah) bertujuan tidak berbeda dengan tujuan
pidana mati pada umumnya. Akan tetapi karena harta benda
di sini menjadi pendorong bagi perbuatan jarimahnya maka
hukuman harus diberatkan, sehingga apabila ia meniatkan
jarimah-jarimah tersebut beserta hukumannya yang berat
maka ia akan mengurungkan niatnya itu.

Hukuman potong tangan dan kaki dijatuhkan jika ia
harta tetapi tidak melakukan pembunuhan. Yang

mengambil
dimaksud dengan pemotongan jalah pemotongan tangan kanan
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dan kaki kiri pembuat (dader) sekaligus. Hal ini sama
dengan tujuan hukuman pencurian, akan tetapi hukuman
terhadap Jjarimah gangguan keamanan biasanya dilakukan di
jalan-jalan umum yang Jjauh dari karamaian, maka pelaku
pada dasarnya yakin akan berhasil dan keamanan dirinya,
keadaan inilah yang menjadi faktor kejiwaan yang
menyebabkan timbulnya Jjarimah itu.

Kemudian hukuman pengasingan dijatubhkan apabila
pengganggu keamanan hanya menakut-nakuti orang yang
berlalu lintas, tetapi tidak mengambil harta benda dan
tidak membunuh, karena mungkin Jjuga cumdi ingin menjadi

orang yang dikenal sebagai orang pemberani.

a.6 Untuk Jarimah Pemberontakan dan Murtad

Untuk Jarimah pembe&rontakan (g1-Baghyu) dalam hukum
pidana Islam ( Jinaayaat) diancam dengan hukuman mati dan
perampasan harta benda, sebagaimana Firman Allah SWT
{ Depag, 1980/1981:845) dalam surat al-Hujurat ayat 9 yang

berbunyi :

Jika ada dua golongan mu'min saling berperang, maka
damaikanlah antara keduanya. Kalau salah satunya
menyerang (membangkan) atas yang 1ain, maka
perangilah golongan yang menyerang tersebut,
sehingga ia Lembali kepada jalan Allah.

sumber yang lain terdapat dalam hadits Rasulullah

saw (Ahmad Hanafi, 1967:278) yang berbunyi sebagan

berikut

gijapa Yyang memberikan persetujuan dan kesetiaannva
kepada Imam (penguasa negara), maka tatilah dia
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sedapat mungkin., Kalau datang orang lain memper-

senghketakan kekuasaan imam tersebut maka potonglah

ieher orang lain itu,

sedangkan ancaman hukuman terhadap jarimah Murtad
terdapat dalam firman Allah EWT (Depag, 1980/139B1:52)
dalam surah al-Bagarah ayatt 217 yang berbunyi sebagai
berikut

Barang siapa diantara kamu berbalik dari agamanya

(Is1am) kemudian ia mati padahal ia kafir, maxa

hapuslah amal-amalnya dunia dan di akhirat. Mereka

adalah penghuni-penghuni neraka dan mereka adalah
abadi di dalamnya.

Ketentuan hukuman terhadap Jjarimah murtad terdapat
dalam Firman Allah SWT (Ahmad Hanafi, 1967:276) yang
berbunyi : “"Barang siapa menggantikan agamanya, maka
bunuhlah dia”.

Dari urajian tersebut dapat diambil beberapa
kesimpulan bahwa

Syariat Islam menghukum perbuatan murtad, karena
perbuatan tersebut ditujukan kepada agama Islam sebagai
sistem sosial bagi masyarakat Islam,

Ketidak tegasan dalam menghukum jarimah murtad akan
berakibat goncangnya sistem tersebut, dan oleh karena itu
pembuat (dader) perlu ditumpas sama sekali untuk
melindungi masyarakat dan sistem kehidupannya, dan
menjadi alat pencegahan umum.

kemudian perampasan barang merupakan hukuman

tambahan menurut Imam-—imam syafi’i dan pendapat yang kuat

dalam mazhab Hambali, semua harta crang murtad dirampas.
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Menurut Imam Abu Hanifah dan pendapat yang tidak kuat
dari Imam Hambali, hanya harta yang diperolehnya sesudah
murtad itu, saja vang dirampas, sedang harta yang
dipercleh sebelum murtad diberikan kepada keluarga (ahl]
waris) yang beragama Islam.

selanjutnya keterangan yang lain mengenal ancaman
hukuman terhadap pemberontakan dapat ditemukan dalam
Hadits Rasulullah SAW (Muh. Sjarief Sukandy, T.th:444)
berbunyi :

Siapa yang datang kepadamu, sedang urusanmu ada pada

satu orang, pada dia (yang datang kepadamu) hendak

melemahkan kekuatanmu dan mencerai-beraikan

golonganmu, maka bunuhlah dia.

Kemudian Rasulullah SAW bersabda (Muh. Sjarief
sukandy, T.th:446) berbunyi :

Rarang siapa menukar agamanya maka bunuhlah dia, dan

apabila orang tersebut mati, maka sia-sialah semua

amalan sebelum murtad dan akan menjadi penghuni
neraka selamanya.

Bahkan menurut Imam Malik, syafi'i dan pendapat yang
kuat vang meriwayatkan dari hadits Rasulullah SAW

(Muh Sjarief Sukandy, T.th:446) berbunyi

Tidak halal menumpahkan darah seorang muslim yang

telah percaya bahwa tidak ada tuhan selan Allah dan

Nabj Muhammad adalah utusan-Nya kecuali karena salah

satu dari tiga hal yaitu : =

1. Pezinah Mushsan maka dia dirajam

»' orang yang murtad memerangi Allah dan Rasul-Nya
maka harus dibunuh atau diasingkan atau digantung

3. Orang yang membunuh maka harus dibunuh.

gerdasarkan petunjuk ayat tersebut Jjelas bahwa

pembangkang harus diperangi sampai ia kembali di Jalan

Allah.
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b) Asas Legalitas Pada Jarimah Qisas-Diyat

Terhadap jarimah tersebut (gisas) diancam hukuman
terhadap pembunuhan sengaja, penganiayaan sengaja,
sedangkan Jjarimah yang diancam hukuman diyat adalah
jarimah vang diancam hukuman qisas, akan tetapi karena
sesuatu sebab gqisas tidak dapat dilaksanakan, kemudian
jarimah pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak
sengaja, dan penyaniayaan sengaja, (Abi Ishak Ibrahim bin

Ali bin Yusuf, t.th.:182).

b.1 Untuk Jarimah Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan yang dimaksudkan adalah pembunuhan yang
direncanakan dengan cara alat yang bisa (biasa)
mematikan, seperti membunuh dengan cara menembak, melukai
dengan alat yang tajam, memukul dengan memakai alat-alat
yang berat dan ajat-alat yang lain, (Tagiyuddin,
1865:1565).

ancaman terhadap pembunuhan yang disengaja adalah
gisas sebagaimana Eirman Allah SWT (Depag, 1980/1981:136)
dalam surah an-Nisaa ayat 393 yang berbunyi

Dan barang siapa yang membunuh seseorang muslim
dengan sengaja, maka balasannya ialah Jjahannam,
kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan
mengutukinya serta menyediakan azab yang besar

baginya.
sumber hukum gisas Yyang lain dapat ditemukan dalam

surah al-Bagarah ayat 178 (Depag, 1880/1981: 43) yang

berbunyi
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Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
gisas berkenaan dengan crang-orang yang dibunuh,
orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan
hamba, dan wanita dengan wanita, dan barang siapa
yvang mendapat suatu pemaafan dari Saudaranya,
hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara
varng baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar
divat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik
pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari
Tuhan kamu dan suatu rahmat,

Barang siapa yang melampaui batas sesudah 1itu, maka
baginya siksa yang sangat pedih.

Di samping Firman Allah yang tersebut, sebagai
sumber hukum gisas, maka sumber yang lain dapat di
temukan dalam Hadits Rasulullah SAW (Abu Daud, 138) yang
berbunyi : "Sesungguhnya diyatnya bagi pembunuhan adalah
100 ekor unta”.

Hadits yang lain dapat di temukan sebagai sumber
hukum gisas (Ahmad Hanafi, 1967:280) yang berbunyi :

Barang siapa menyerang seseorang muslim dengan

pembunuhan, maka ia harus dijatuhi gisas karena

pembunuhannya, kecuali kalau wali (keluarga) korban
meralakannya.

sabda Nabi lain berbunyi (1967:280) sebagai berikut:

Rarang siapa mempunyai keluarga terbunuh, maka

keluarganya ada di antara dua pilihan, kalau suka

mereka mengambil gisas, dan kalau suka maka mereka
mengambil (menerima) diyat.
b.2 Untuk Jarimah Penganiayaan yang tidak sengaja
rasulullah SAW menentukan batas-batas diyat dengan
dasar perhitungan apabila pada badan hanya terdapat satu
macam anggota badan, seperti hidung, lidah, alat kelamin,

maka dikenakan satu diyat lengkap, yaitu 100 ekor unta,

Apabila yang dirusakkan anggota badan yang rangkap
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saperti mata dan telinga, maka untuk masing-masing
dikenakan separch diyat yaitu 50 ekor unta, menghilangkan

gatu gigi dikenakan 5 ekor unta, (Ahmad Hanafi, 1967:66),

b.3 Untuk Jarimah Penganiayaan Sengaja

Ketentuan tentang penganiayaan sengaja dijelaskan
Allah SWT dalam a-Qur'an al kariem surah al-Maidah ayat
45 yang berbunyi :

Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya

(at-taurat) bahwasanya jiwa dibalas dengan Jjiwa,

mata dengan mata, telinga dengan telinga, hidung

dengan hidung, gigi dengan gigi dan Tuka pun ada

gisasnya. (Depag, 1980/1981:166)

selanjutnya dalam surat al-Bagarah ayat 178 Allah
berfirman : “"Bagimu dalam gisas adalah suatu kehidupan,
wahai orang-orang yang mempunyai fikiran, (Depag, 1980/
1981:44)".

Kemudian selanjutnya dalam surah al-Bagarah ayat
194 Allah berfirman : "Maka barang siapa menyerang kamu,
maka seranglah dia seperti ia menyerang kamu, (Depag,
1980/1981:44)".

Firman Allah SWT dalam surah an-Nahl yang berbunyi :

" Jika kamu menjatuhkan hukuman, maka jatuhkanlah seperti

apa yang telah dijatuhkan kepadamu (Depag, 1980/1981:241)".

b.4 Untuk Jarimah pembunuhan Semi Sengaja
Untuk jarimah semi sengaja dapat ditemukan

ketentuan-ketentuan yang mengatur pada Hadits Rasulullah

sAW (Ahmad Hanafi, 1967:65) yang berbunyi : "Ingatlah,
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pada pembunuhan keliru-sengaja (semi sengaja) yaitu

pembunuhan dengan pecut, tongkat, dan batu, ialah seratus

unta”.

Pengertian tentang pembunuhan semi sengaja dapat
diartikan sebagaimana Takiyuddin (1965:359) mengatakan:

Yang dimaksud dengan pembunuhan semi sengaja ialah
tidak sengaja membunuh dan tidak dengan alat atau
cara yang biasa mematikan seperti, melempar temannya
dengan kerikil kena lalu mati dan lain-lain
sebagainya, pembunuh tersebut, tidak dihukum qisas,
tetapi harus membayar diyat, yaitu dengan seratus
ekor unta.

b.5 Untuk pembunuhan tidak sengaja
A1lah berfirman dalam surah an-Nisas ayat 32 (Depag,
1980/1981:135) yang berbunyi :

Tidaklah boleh seseorang muslim membunuh seseorang
mukmim lainnya, kecuali karena keluputan (kekeliruan
tidak sengaja), barang siapa membunuh seseorang
mu'min karena keluputan, maka atasnya membebaskan
hamba mu'min dan diyat yang diberikan kepada
keluarganya kecuali Jjika mereka menyedekahkannya.
Kalau korban adalah dari suatu kaum yang menjadi
musuh bagimu sedang ia adalah orang mu’'min, maka
atasnya akan membebaskan hamba mu’'min. Kalau Kkorban
berasal dari dimana antara kamu dengan mereka ada
suatu perjanjian maka atasnya adalah diyat yang
diserahkan kepada keluarganya dan membebaskan hamba
yang mu'min, barang siapa tidak mendapatkan maka
atasnya puasa dua bulan berturut-turut sebagai
syarat penerimaan taubat dari Allah.

sumber lain mengenai pembunuhan tidak sengaja dapat

ditemukan dalam Hadits Rasulullah SAW (Muh. Rifa'i,

1980:39) yang berbunyi

pada diyat pembunuhan karena kekeliruan ada dua
puluh unta higgah (anak unta yang usianya memasuki
empat tahun). Dua puluh ekor unta jadsa’ah (anak
unta yang usianya memasuki tahun ke-1ima), dua puluh
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ekor unta binti makhadl (anak unta betina yan5~-

usianya sudah memasuki tahun kedua) dan induknya ..

mulai bunting. Dua puluh ekor unta binti labun (anak

unta betina yang usianya mulai masuk tahun ke-tiga

dan induknya sudah mempunyai air susu, karena telah
melahirkan kandungannya), dan dua puluh ekor unta
banu makhadl (anak unta jantan yang usjanya mulaj
masuk tahun kedua, dan induknya mulai bunting).

b.6 Untuk Jarimah Penganiayaan Sengaja

Menurut aturan umum dalam syariat Islam bahwa untuk
tiap-tiap perusakan atau pelukaan yang tidak ditentukan
divatnya yang lengkap atau sebagian, maka hal itu
diserahkan kepada hakim, dengan mengambil pertimbangan
orang-orang ahli. Aturan tersebut sudah menjadi
kesepakatan (Ijmah).

Ketentuan-ketentuan tentang Jarimah ini dijelaskan
Allah SWT dalam firman-Nya dalam surah al-Maidah ayat 45
(Depag, 1980/1981:167) berbunyi :

Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya

(at-taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan Jiwa

mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga

dengan telinga, gigi dengan gigi, dan lukapun ada
gisasnya.

Dalam beberapa macam penganiayaan sengaja,
rasulullah SAW telah menentukan hukumnya. Seperti dalam
melukai kepala dan muka, apabila sampai tulangnya nampak
(mudlihah), maka dikenakan lima unta, apabila sampai
mematahkan tulang, dikenakan sepuluh unta. Apabila
mengenai lapisan stak atau mengenai otak sendiri,

dikenakan sepertiga diyat (diyat ialah seratus unta),

tiap-tiap pelukaan yang sampai masuk perut atau dada



23

dikenakan sepertiga diyat juga.

Jumlah diyat pelukaan atau penganiayaan dengan
sengaja sama dengan pelukaan atau penganiayaan tidak
dengan sengaja, akan tetapi berbeda kwalitasnya, karena
untuk perbuatan yang pertama dikenakan diyat berat dan
untuk perbuatan yang kedua dikenakan diyat ringan.

Cengan demikian dapat dikenakan bahwa hukuman
terhadap sebagian besar pelukaan, penganiayaan dan
menghilangkan jari-jari sudah ditentukan dengan nash-nash
syara, dan dengan 7ijma, sebagian yang lain. Sedang ijma
kepada seseorang mukallaf merupakan salah satu sumber
hukum Islam.

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan dasar hukum
bagi mereka yang melakukan penganiayaan yang disengaja
untuk melukai orang. Sshingga dengan demikian dikatakan
tidak berlaku surut karena telah ada ketentuan hukumnya

menurut Hukum Pidana Islam.

‘¢) Asas Legalitas pada Jarimah Ta'zir

asas legalitas siterapkan oleh syara pada Jjarimah-
jarimah tertentu yaitu pada Jjarimah ta'zir, meskipun
berbeda dengan penerapan pada jarimah-jarimah hudud dan
gisas diyat karena penerapan pada Jarimah ta’zir
diperlonggar. sebab corak dan karakteristik jarimah

ta’zir serta untuk kemaslahatan umum, menghendaki adanya

pelonggaran tersebut. Sebagai akibat adanya pelonggaran
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ini, maka untuk Jarimah-jarimah ta'zir tidak perlu ada
penyebutan hukuman secara tersendiri, seperti pada
jarimah-jarimah hudud dan qisas diyat., Dalam hal ini
seorang hakim dapat memilih sesuatu hukuman yang sesuai
dengan macamnya Jjarimah ta’zir dan pembuatannya. Dari
kumpulan hukuman-hukuman yang disediakan untuk Jarimah
ta'zir, juga hakim bisa memperingan hukuman atau
memberatkannya.

sebagai akibat adanya pelonggaran terhadap Jarimah
ta'zir ialah bahwa untuk beberapa Jarimah yang mempunyai
sifat-sifat tertentu tidak diperlukan ketentuan
tersendiri yang menyatakannya sebagai Jjarimah, melainkan
cukup dinyatakan dengan cara yang umum.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa
penerapan asas legalitas antara hukum positif (KUHP)
dengan Hukum Pidana Islam ( Jinaayaat) terdapat perbedaan,
yaitu bahwa pada hukum positif penerapan asas ini
disamakan pada semua Jjarimah atau perbuatan hukum,

sedangkan pada Hukum Pidana Islam penerapan asas ini

disesuaikan dengan jarimah yang dilakukan.

3.2 Tentang Percobaan Melakukan Kejahatan
Pada umumnya kata percobaan (poging) berarti suatu
usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak

atau belum tarcapai.

Tidak tercapainya tujuan itu ada kalanya disebabkan
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karena usaha itu tidak dilanjutkan, dan ada kalanya
karena usaha itu sia-sia atau terhalang oleh orang lain,
dengan demikian menurut hukum pidana positif yang berlaku
di Indonesia dikenal dua jenis percobaan yaitu
parcobaan vang ditunda dan percobaan yang sia-sia.

Menurut Satochid bahwa dalam doctrin dikenal ada-
nya
a. Geschorste poging (poging yang dischors)

b. Voleindigde poging {(poging yang selesai), Satochid,
(t.th,:385)

Perilu dikemukakan bahwa pengertian peoging yang
dischors dan poging yang selesai penuh hanya dikenal oleh
doktrin hukum pidana, tetapi tidak dikenal dalam KUHF,
Jadi KUHP hanya mengenal poging yang dapat dihukum
( strafbaar poging). Dan apabila dalam hukum pidana
dibicarakan mengenai percobaan (poging) maka sudah tetap
bahwa tujuan yang dikehendaki tidak tercapai.

KUHP tidak memberikan definisi atau rumusan mengenai
percobaan atau poging, akan tetapi hanya menentukan
syarat-syarat untuk menghukum suatu percobaan {poging).

Seperti yang tercantum di dalam Pasal 53 ayat 1 {Soesilo,

1983:68) yang berbunyi

Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman
bila maksud si pembuat nyata dengan dimulainya
perbuatan itu dan perbuatan itu tidak sampai selesai
hanyalah lantararn hal yang tidak tergantung dari

kamauannya sendiri.
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1=} Pasal 53 KUHP tersebut sebenarnya tidak nampak
seperti yang diartikan dengan percobaan. Hanya disebutkan
syarat-syarat untuk mengenakan hukum pidana terhadap
percobaan melakukan kejahatan.

Para ahli hukum pidana memberikan pengertian tentang
( poging) hampir sama dengan pengertian yang terkandung di
dalam Pasal 52 KUHP tersebut sebagaimana yang disebutkan
terdahulu. Hanya perbedaannya terletak pada susunan
kalimat yang dipergunakan, seperti pendapat yang
dikemukakan oleh Bawengan {1933:?21 bahwa :

Parcobaan adalah suatu perbuatan pidana yang

dibangkitkan oleh niat sebagaimana nampak pada

permulaan perbuatan, tetapi tidak terselesaikan oleh

karena adanya halangan datang dari luar kehendak
pembuat.

Demikian pula pendapat yang dikemukakan aleh

Moelijatno (1983:15) bahwa :

Percobaan melakukan kajahatan boleh dihukum kalau
maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata
dengan permulaan membuat kejahatan itu dan tidak
selesainya pelaksanaan bukan samata-mata disebabkan
karena kehendaknya sendiri.

nari kedua pendapat tersebut nampaknya tidak membe-
rikan percobaan {poging) itu secara definitif, akan
tetapi menentukan unsur-unsur (syarat) yang harus
dipenuhi suatu percobaan, sehingga percobaan itu dapat
dikenakan hukuman.

pandapat yang lain yang berbeda dengan kedua
at terdahulu dikemukakan aleh Satochid (T.th:362)

pendap

bahwa : "Percobaan atau poging adalah permulaan kejahatan
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yang belum selesai”.

Untuk membandingkan pengertian percobaan (poging)
seperti yang dikemukakan oleh Satochid, maka perlu
dipahami kapan suatu delik dapat dianggap selesai. Dan
untuk menentukan bahwa suatu delik dianggap selesai,
harus diambil dasar sebagai perbedaan antara delik formal
dan delik materil.

Perbedaan ini bedasar atas cara perumusan ketentuan
hukum pidana oleh pembentuk undang-undang, sebagaimana
dikemukakan oleh Wirjoeno Prodjodikoro (1986:34) bahwa :

Apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu

ketentuan hukum pidana dirumuskan sebagai perbuatan

yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa
merumuskan wujud dari perbuatan jtu, maka tindak
pidana ini di kalangan ilmu pengetahuan hukum
dinamakan tindak pidana materil (materieel delict).
Apabila tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud

perbuatan tanpa menyebutkan akibat, maka tindak
pidana ini dinamakan tindak pidana formil (formeel

delict).

sebagai contoh dari tindak pidana materil adalah
tentang pembunuhan yang dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP
(Soesilo, 1983:240) berbunyi :

Barang siapa dengan sengaja merampas jiwa orang lain
diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling
lama 15 tahun.

pari pasal tersebut ditegaskan adanya suatu
perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, tanpa
disebutkan wujud perbuatan 1tu. Jadi yang dikenakan

disini adalah akibat yang ditimbulkan dari suatu tindak
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pidana.

Contoh dari tindak pidana formil yaitu tentang
pancurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362
KUHP (Soesilo, 19832:20) berbunyi :

Barang siapa mengambil barang milik orang lain
se&ugtg yang seluruhnya atau sebagian, dengan maksud
memiliki secara melawan hukum, diancam karena
pencurian, dengan pidana penjara paling lama T1ima
tahun atau denda paling banyak enam puluh ribu
rupiah.

Dari pasal tersebut ditegaskan adanya suatu perbu-
atan mengambil barang, tanpa disebutkan akibat yang di-
timbulkan oleh perbuatan itu. Jadi yang dikenakan adalah
adanya perbuatan mengambil barang milik orang lain.

Untuk menentukan adanya suatu delik yang selesai,
tergantung pada perumusan delik itu. Jika perbuatan yang
dilarang telah dilakukan, maka delik itu telah selesai.
Dan jika akibatnya yang dilarang telah timbul atau telah
terjadi, maka delik itu telah dianggap selesail pula.

Apabila perumusan delik jtu dihubungkan dengan per-=
cobaan (poging), maka poging tidak mengandung unsur-unsur
seperti yang dikandung oleh delik, sehingga dapat dikata-
| kan bahwa percobaan (poging) bukan merupakan suatu delik.
Akan tetapi walaupun percobaan bukan merupakan delik,
namuri percobaan itu dilarang dan diancam dengan hukuman
oleh undang-undang sebagaimana satochid (T.th.:364),

pendapat yang senada dengan pendapat satochid adalah

pendapat Bawengan (1983:130) bahwa : percobaan (poging]
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bukanlah delik. Perbedannya terletak pada masalah pada
masalah bahwa percobaan (poging) itu dilarang.

Lebih lanjut bawengan mengatakan bahwa percobaan
(poging) itu tidak dilarang dan bahwa Pasal 53 KUHP hanya
mengatur kwalitas dari pada delik-delik yang tidak
selesai oleh karena hal-hal yang datangnya diluar
kehendak pembuat., Yang dilarang adalah delik-delik tujuan
seperti Pasal 362 KUHP atau Pasal 33 KUHP. Pasal 53 KUHP
hanyalah kwalitas dari pada delik tujuan rampung.

Lain halnya pendapat yang dikemukakan oleh Moelyatno
(1983:12) yang menganggap bahwa percobaan ada1ahldelik
yang selesai dan berdiri sendiri. Pendirian beliau
diperkuat dengan mengetengahkan tiga hal sebagail alasan

vakni :

4. Dikemukakan alasan sehubungan dengan sistem hukum
bahwa tak ada pertanggung Jjawaban pidana kalau
orang tidak melakukan perbuatan pidana Tlebih
dahulu.

2. Bahwa perbuatan percobaan dalam KUHP beberapa
kali dirumuskan sebagai delik selesai dan berdiri
sendiri sebagai contoh yang dikemukakan adalah
delik makar demikian pula beliau membandingkan
dengan pasal-pasal yang lain seperti Pasal 87
KUHP dengan Pasal 53 KUHP dengan kesimpulan bahwa
delik makar adalah delik percobaan.

3. Dikemukakan alasan bahwa di dalam hukum adat
tidak dikenal delik yang dirumuskan sebagai
percobaan dari suatu kejahatan tertentu.
sghubungan dengan hukum adat, mahalbe1iqu
berkesimpulan bahwa untuk meneruskan garis-garis
dalam hukum adat, seyogianya memandang delik
percobaan adalah delik selesai dan bukan delik

yang sempurnah.
pendapat tersebut merupakan pendapat yang luar

biasa, oleh karena heljau mempertahankan delik percobaan
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sebagal delik yang selesai dan berdiri sendiri. Pada hal
Pasal 53 KUHP seperti yang penulis kemukakan terdahulu
dengan tegas mencantumkan bahwa tidak selesainya per-
buatan itu hanyalah tidak tergantung dari kemauannya
sendiri.

Dari alasan inilah sehingga pendapat Moelyatno
mendapat tanggapan dari kalangan ahlil hukum di antaranya
Bawengan (1983:129) yang mengatakan bahwa

Saya sependapat untuk menyabut bahwa Pasal 104, 106,
dan 107 sebagai pasal-pasal mengenai delik yang salesai
seperti yang dicontohkan oleh Moelyatno, akan tetapi
keberatan untuk menyebut pasal-pasal itu sebagai identik
dengan delik percobaan. Oleh karena delik percobaan dapat
pula berlaku atas Pasal 104, 106 dan 107 sepanjang
perbuatan sesecrang memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang

dicantumkan dalam Pasal 53 KUHP.

3.2.1 Tahap Pelaksanaan Perbuatan

Tiap-tiap perbuatan Pidana mengalami tahap tertentu
sebelum terwujud hasilnya. Pambagian tahapan ini
diperlukan sekali, sebab hanya pada salah satu fase saja,
pembuat dapat dituntut dari segi kepidanaan, sedangkan
pada tahap lainnya tidak dituntut dari segi kepidanaan,
sedangkan pada tahap lainnya tidak dituntut.
ad.1 Tahap pemikiran dan Perencanaan (Niat)

palam pengertian yang lazim di dalam hukum pidana
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positif tentang perencanaan dan pemikiran untuk berbuat
kejahatan, dalam hal ini niat sebagai unsur percobaan
yvang terkandung di dalam Pasal 53 KUHP. Menurut beberapa
ah1i hukum pidana menyebutkan bahwa niat adalah sama
dengan kesengajaan untuk melakukan kejahatan, seperti
vang dikemukakan oleh Utrecht (T.th:385) yang menyebutkan
penulis-penulis seperti Hazewingke Suringa, FPompe,
Jonkers, yang mempersamakan arti niat dan sengaja dalam
segala bentuknya, walaupun Vos hanya menerima persamaan
antara niat dan sengaja dalam batas-batas tertentu.

satochid (T.th.:366) tidak menggunakan jstilah niat
sebagai unsur pertama (tahap pertama) percobaan
kejahatan, akan tetapi yang dipergunakan adalah 1istilah
rencana.

Penggunaan istilah rencana ini, menurut Bawengan
(1983:71) dapat menimbulkan terjadinya kesalahpahaman,
aleh karena rencana dapat berbentuk suatu proses
psicholegys dan dapat pula berbentuk konsepsi yang
dituangkan dalam tulisan atau gagasan di atas kertas.

Dengan demikian niat dan sangaja dapat diadakan
perbedaan walaupun sebenarnya sulit untuk dipisahkan.
palam pengertian bahwa mengusahakan kemampuan untuk
nembedakannya dapat dilihat perbedaannya. Tetapi dalam
batas-batas perbedaan yang sulit itu akan terlihatlah

persamaannya.

Baik niat maupun sengaja, keduanya merupakan suatu
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proses psychis yang sebenarnya bahwa sengaja itu tak lain
dari pada niat yang dimanifestasikan dalam bentuk
perbuatan dan niat itu sendiri yang hanya merupakan suatu
proses dalam jiwa seseorang, seperti apa yang dikemukakan
oleh Roeslan Saleh (1981:94) bahwa :

Niat adalah sikap bathin yang memberi arah tertentu
kepada perbuatan yang dilakukan. Suatu sikap bathin
vang menunjuk kepada suatu arah tertentu yang
potensial mungkin menjadi kesengajaan Jika arah yang
tertentu itu mulai dilakukan dengan perbuatan.

Jadi menurut pendapat tersebut, bahwa niat itu
adalah merupakan suatu kehendak hati yang belum
dijelmakan dalam bentuk perbuatan, sedangkan kehendak

hati yang telah dijelmakan dalam bentuk perbuatan berubah
menjadi kesengajaan.

Pendapat yang lain mengenai niat yang oleh sebagian
ahli hukum pidana mengatakan maksud atau (voornemen) di
antaranya Van Hattum (Lamintang, 1984:512 bahwa :

simons, van Hattum, Zevenbergen en Pompe berpendapat
bahwa voornemen atau maksud jtu adalah sama sekali
=ama dengan opzet, sehingga orang yang hanya dapat
berbicara mengenai suatu maksud dari seorang pelaku,
apabila pelaku tersebut mempunyai opzet sebagaimana
yang telah diisyaratkan dalam rumusan delik yang

bersangkutan.

sementara Simons (Lamintang, 1984:512) berpendapat

bahwa :

voornemen atau maksud itu tidak mempunyai pengertian
1ain dari pada pengartian apabila perkataan 1tu
tidak kita sebut danganlperkataan opzet, dengan
demikian, maka di situ di syaratkan bahwa pelakunya
jtu haruslah bertindak dengan sengaja, bilamana
opzet itu dianggap sabaggi harus ada, haI tersebut
tergantung pada pengertiannya yang bersifat umum
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yang harus diberikan kepada pengertian opzet itu
sendiri, dan tergantung pula pada syarat-syarat yang
tertentu yang menentukan pengertian yang mana Yang

harus diberikan kepada opzet tersebut pada tiap
tindak pidana.

Perkataan voorcemen seperti yang terdapat dalam
ketentuan Pasal 53 ayat 1 KUHP, maka menurut van Hamel
{Lamintang, 1984:512) bahwa

Dari rumusan mengenai peging itu dapat kita ketahui
bahwa opzet di dalam kaitannya dan dalam setiap
ketentuan di mana ia pada delik yang selesai itu
telah memenuhi pengertian opzet, haruslah pula
dianggap sebagai mencukupi bagi peoging, cleh karena
letak perbedaannya sebenarnya hanyalah terletak pada
tiap selesainya suatu tindakan.

Selanjutnya van Hamel mengemukakan (Lamintang,
1584:513) bahwa apabila pada suatu delik itu telah
disyaratkan suatu bijkoment coogmerk aatau suatu
voorbedachte raad, maka bagi percobaan untuk melakukan
delik tersebut, bijkoment cogmerk atau voorbedachte raad

tersebut haruslah dianggap sebagai telah disyaratkan

juga.

pendapat yang lain adalah menurut Pompe (Lamintang,

jog84:513) bahwa :

suatu voorcement tiu ditujukan kepada willens en
wetens sehingga itu berarti “bartindak dengan
sengaja” dengan demikian, maka antara voornemen
dengan opzet itu terdapat suatu hubungan yang erat
antara satu dengan yang lain. Akan tetapi voornemen
jtu bukan hanya dapat d]tujukan kepada kejahatan-
kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja,
melainkan kadang-kadang 1a Jjuga dapat ditujukan
kepada kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan
tidak sengaja, khususnya pada kajahatanfksjahatah
yang menurut rumusan undang-undang telah disyaratkan
disamping unsur onachtzaanbeid atau kekurang hati-
hatian Jjuga unsur opzet atau kesengajaan.
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Dari pernyataan Pompe tersebut nampaknya antara
voornemen dengan opzet dipersamakan sepenuhnya, akan

te;api antara keduanya menurut Pompe terdapat perbedaan
yaltu :

Bertindak sengan sengaja itu pada hakekatnya berarti
bertindak dengan maksud untuk bertindak. Apabila
kini orang mempunyai voornemen atau maksud untuk
bertindak, belum berarti bahwa ia benar-benar
mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu.

kKemudian rumusan yang lain mengenai voornemen dan
atau op:zet dikemukakan oleh van Bemmelen (Lamintang,
1984:518) bahwa :

voornemen atau maksud untuk melakukan kejahatan pada
suatu poging itu sama dengan opzet pada voltonide op
zetelijke delik atau pada delik yang harus dilakukan
dengan sengaja yang telah zelesai dilakukan, woleh
karena itu tidak ada ajasan untuk membuat perbedaan
antara voornemen dengan opzet.

Dari heberapa uraian mengenai voornemen dan opzet
rersehut dapat disimpulkan bahwa antara voornemen dan
opzet terdapat persamaan-persamaan disamping perbedaan-
perbedaan yang tidak prinsipil sifatnya.
ad.? Orang sudah Mulai Berbuat Kejahatan itu

seperti Penulis ttelah kemukakan bahwa unsur pertama
atau tahap pertama bagi suatu percobaan (poging) harus
ada niat untuk berbuat kejahatan. Akan tetapi dengan
adanya niat saja helum cukup untuk menghukum orang yang

melakukan percobaan sebab niat itu adalah bebas. Oleh

karena itu niat harus terwujud dalam suatu perbuatan yang

merupakan permulaan pelaksanaan dari kejahatan yang akan

diperbuat, sahingga perbuatan itu dapat dihulkum.
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Untuk menentukan kapan adanya permulaan pelaksanaan
perbuatan, maka doktrin dan yurisprudensi biasanya
memisahkan antara perbuatan-perbuatan pelaksanaan dan
perbuatan-perbuatan persiapan, sebagaimana Van Hamel
{Satochid, T.th.:37) bahwa

Perbutan yang dapat dianggap sebagai permulaan

pelaksanaan, apabila dari perbuatan itu telah

terbukti kehendak yang kuat dari si pelaku untuk
melaksanakan perbuatannya.

Sebagai contoh yang dapat dikemukakan : si A hendak
membunuh i B, untuk melaksanakan maksudnya itu, A
membe1i senjata api kemudijan membawa senjata api itu ke
rumahnya untuk menyimpannya. Di rumahnya si A masih
memikirkan bagaimana kehendaknya tadi harus dilaksanakan,
cetalah kehendaknya tadi dipikirkan masak-masak, maka s
A membawa senjata api itu ke rumah si B, sampai di rumah
si B, s1 A masih harus mengisi senjata itu dengan peluruh
kemudian senjata itu diarahkan kepada si B lalu
melepaskan tembakan.

Contoh tersebut memberikan gambaran kepada kita
bahwa untuk melaksanakan kehendak pembunuhan, diperlukan
Namun dalam rangkaian perbuatan

satu rangkaian perbuatan.

tersebut apakah sudah dapat dikatakan bahwa setiap

perbuatan adalah merupakan permulaan pelaksanaan. Dalam

hal ini ada .dua teori yang memberikan gambaran tentang

hal ini antara lain

1. Teori suby&ktffftas yang menganggap bahwa orang yang
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melakukan percobaan (poging) itu harus dipidana oleh
karena sifat berbahayanya orang itu, mungkin sekali
perbuatan membeli senjata sudah merupakan permulaan
pelaksanaan yang sudah dapat dihukum karena telah
menunjukkan kehendak yang jahat.

2, Teori obvektifitas yang menganggap bahwa dasar untuk
memidana perccbaan (poging) disebabkan karena
berbahayanya perbuatan yang dilakukan. Maka perbuatan
membeli senjata sampai kepada perbuatan mengisi
senjata itu dengan peluruh belum merupakan permulaan
pelaksanaan. ©leh karena menurut aliran atau teor1
ini, meminjam atau membeli senjata api sampai kepada
perbuatan mengisi senjata itu dengan peluruh belumlah
merupakan perbuatan yana membahavakan kepentingan
hukum =i B. Kecuali Jjika si A mengarahkan senjata itu
kepada si B, apalagi dengan melepaskan tembakan
kepadanya, maka perbuatan si A tersebut merupakan
perbuatan yang memulai pelaksanaan pembunuhan.

Reberapa sarjana penganut kedua teori tersebut di

sahakan untuk membatasi sifat perbuatan yang

atas di U

dianggap sebagai permulaan pelaksanaan.

gglanjutnya penulis akan mengetengahkan beberapa

pendapat beberapa sarjana dalam memberikan batasan

tentang adanya permulaan pelaksanaan dari suatu percobaan
yang dapat di hukum.

van Bemmelen (Lamintang, 1984:528) berpendapat



113

bahwa :

Ferkataan begin vanuitvoering itu tidak boleh semata
mata diartikan sebagai permulaan pelaksanaan dari
maksud si pelaku saja melainkan juga harus diartikan

sebagai permulaan pelaksanaan dari kejahatan itu
sendiri.

Kemudian pendapat yang lain dikemukakan oleh van
Hamel (Wirvono Projodikoro, 1986:101) yang mengatakan
bahwa : "Adanya perbuatan pelaksanaan, apabila perbuatan
itu menggambarkan ketetapan dari kehendak untuk
melaksanakan tindak pidana”.

Selanjuthya van Hamel memberikan contoh seperti
tersebut di atas bahwa perbuatan yang meminjam atau
memberi senjata api, kemudian senjata api itu dibawah ke
rumah orang yang akan dibunuh lalu diisinya dengan
peluruh, maka menurut van Hamel, bahwa perbuatan ijtu
belumlah merupakan permulaan pelaksanaan, oleh karena
belum dianggap adanya kehendak kuat dari pada si pelaku.

Lain halnya pendapat Vos yang mengatakan bahwa
perbuatan membel? senjata api dan membawanya ke rumah
orang yang akan dibunuh bukanlah merupakan perbuatan yang
sebagaimana dikatakannya (satochid, T.th.cit:

terlarang.

375) bahwa

buatan yang dilakukan oleh seseorang dapat
Euzzgagegermu1a3n pelaksanaan apabila perbuatan itu
izmpunyﬂi =ifat terlarang terhadap kepentingan

hukum.

pengan demikian menurut Vos, apabila telah mengis]

iata api itu dengan peluruh kemudian mengarahkannya
senj
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kepada ocrang yang akan dibunuh dan disusul dengan
tembakan walaupun tembakan itu meleset, maka rangkaian
perbuatan itu merupakan perbuatan yang terlarang.

Pompe (Satochid, T.th.:376) mengemukakan bahwa :

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai permulaan
pelaksanaan dari suatu kejahatan apabila perbuatan

bhagi orang yang normal memungkinkan terjadinya suatu
delik.

Menurut rumusan Pompe tersebut, bahwa perbuatan
membeli senjata api dan membawa senjata api 1itu ke
jurusan rumah orang yang akan dibunuh belum merupakan
perbuatan yang memungkinkan melaksanakan suatu kejahatan.
Manti setelah melakukan perbuatan mengarahkan tembakan,
maka dapatlah dikatakan bahwa perbuatan itu memungkinkan

untuk melaksanakan sesuatu kejahatan yang dapat dihukum,

sebagai permulaan pelaksanaan.

Menurut Pompe pelaksanaan dari suatu kejahatan itu
baru dapat dipandang sebagai ada apabila kejahatannya itu

sendiri telah mulai melakukan, dalam arti bahwa di situ

telah terdapat syatu tindakan pelaksanaan dari suatu

kejahatan seperti yang telah dirumuskan di dalam undang-

undang.

pompe mengemukakan bahwa tidak mungkin terdapat

suatu strafbaar poging atau suyatu percobaan yang dapat

dihukum untuk melakukan suatu tindakan, apabila percobaan

untuk melakukan tindakan 1tu sendiri, oleh pembentuk

dang-undang telah dijadikan suatu tindak pidana yang
undang-
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berdiri sendiri.

Kemudian rumusan yang dilontarkan oleh Noyon

(Lamintang, 1984:528) bahwa -

Menurut tata bahasa pembarian arti kepada perkataan
uitvoeringhandeling sebagai tindakan pelaksanaan
dari maksud si pelaku dan sebagai tindakan
pelaksanaan dari kejahatannya itu sendiri adalah
sama benarnya. Pemberian arti sebagai tindakan
pelaksanaan maksud si pelaku itu jelas lebih tepat,
akan tetapi ia akan bertentangan dengan penjelasan
yang terdapat di dalam memori penjelasan yang justru
menunjukkan keadaan yang sebaliknya.

sedangkan Hazewingkel Suringa berpendapat bahwa
pengertian perkataan wuitvoering van het voornemen
atau pelaksanaan dari maksud dengan uitvoering wvan
het misdrif atau pelaksanaan dari kejahatan itu sama
sekali tidak sama.

selanjutnya beliau berpendapat bahwa haruslah
diterima bahwa undang-undang telah tidak bermaksud
menyatakan setiap perbuatan untuk melaksanakan apa yang
telah dimaksud oleh seseorang jtu sebagai perbuatan yang
dilarang dan diancam dengan hukuman, melainkan hanyalah
perbuatan-perbuatan yang pada hakekatnya merupakan
permulaan pelaksanaan dari kejahatannya saja.

Untuk menentukan batas antara perbuatan persiapan
dan tindakan pelaksanaan akan banyak menimbulkan

pertentangan pada kedua aliran atau teori subyektifitas

dan teori obyektifitas. Menurut aliran subyektifitas

memandang bahwa perbuatan persiapan sudah dapat dihukum,

karena yang dinilai adalah zifat jahatnya si pelaku.

sedangkan aliran gbyahtifitas memandang bahwa perbuatan
edan

iapan belum dapat dihukum karena yang dinilai adalah
persia
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banyaknya perbuatan yang dilakukan sedangkan perbuéfaﬁf“fi'll

persiapan belum membahayakan kepentingan hukum.

Menurut pandangan Moelyatno (1983:8) dalam menentu-

kan adanya permulaan pelaksanaan dari delik yang dituju,

maka harus ada tiga syarat yajtu :

a. Secara obyektif apa vang dilakukan terdakwa harus
mendekatkan kepada delik yang dituju, Atau dengan
kata lain harus mengandung potensi untuk mewujud-
kan delik tersebut.

b. Secara subyektif dipandang dari sudut niat, harus
tidak ada keraguan lagi bahwa yang telah dilaku-
kan oleh terdakwa 1itu, ditujukan atau diarahkan
pada delik tertentu saja.

c. Bahwa apa yang telah dilakukan terdakwa merupakan
perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Nampaknya pendapat Moelyatno tersebut tidaklah
memihak kepada salah satu aliran seperti yang penulis
sehutkan terdahulu, akan tetapi merupakan pendirian yang
tengah-tengah yang dapat memberi halan keluar yang
memuaskan. Oleh karena aliran subyektif dan obyektif,
“kalau kedua aliran itu dipakai secara hukum dalam
pemecahan suatu kasus akan membawa ketidak adilan. Karena
dalam pandangan subyektif, hubungan kausal ditarik
terlalu jauh. Orang sudah pada hal hubungan antara
annya dan akibat yang dilarang masih terlalu jauh,

perbuat

sedangkan pandangan obyektif orang akan dibebaskan dari

pidana pada hal sifat berbahayanya telah ternyata dalam
perbuatannya.
pari beberapa pendapat yang telah dikemukakan

enai poging {percuhaani. masih ada pendapat yang lain
meng
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yang cendrung lebih demokratis sebagaimana A. Ridwan

Halim (1974:99) mengatakan bahwa

Kalau delik yang ada pada kasus itu adalah delik
formil atau delik vang perbuatannya dilarang undang=
undang maka sebaiknya pakailah ajaran percobaan
obyektif (teori poging), kalau delik yang ada pada
kasus itu adalah delik matril atau delik yang
akibatnya dilarang undang-undang maka sebaiknya
dipakai ajaran percobaan subyektif (tecori poging
subyektif).

sedangkan menurut van Hattum (Lamintang, 1984:531)
bahwa :

Voorbereidingshandeling 1itu sebagai veoor poging-
handeling sebagai pogings endeling atau tindakan
percobaan menurut beliau sangat sulit untuk dapat
memastikan batas-batas antara tindakan-tindakan
persiapan dan tindakan-tindakan pelaksanaan, oleh
karena undang-undang sendiri tidak dapat di jadikan
pedoman.

ad.3 Perbuatan itu tidak sampai selesai, oleh karena
terhalang sebab-sebab yang tidak terletak dalam
kemauan si pelaku itu sendiri.
Tahap ketiga atau unsur ketiga ini yang harus

dipenuhi oleh palaku percobaan, sehingga dapat dijatuhi

hukuman. MNamun periu mendapat perhatian, yang sebesar-

besarnya mengenai tidak selesainya perbuatan itu

disebabkan karena si pelaku mungkin dipengaruhi oleh

berbagai masalah sehingga perbuatan itu tidak selesai

dilakukan.

Kalau perbuatan kejahatan tidak selesai dikerjakan

disebabkan karena terhalang oleh orang lain ataukah

karena alat yang dipakainya tidak mungkin untuk mewujud-
ar
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kan suatu kejahatan, maka jelaslah si pelaku dapat
dihukum. Dan sebaliknya jika kejahatan tidak selesai
dilakukan disebabkan karena kesadarannya sendiri bahwa
perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang melanggar
hukum, maka hal ini tidak dapat dihukum.

Tidak dihukumnya si pelaku yang menghentikan per-
buatan jahatnya disebabkan karena kesadarannya sendiri,
didasarkan atas pertimbangan bahwa mengurungkan pelaksa-
naan kejahatan atas kehendaknya sendiri, si pelaku
ternvata tidak sampaji hati untuk melakukan kejahatan yang
diniatkannya.

selanjutnya akan dikemukakan beberapa pendapat dari
beberapa ahli hukum pidana mengenai tidak selesainya
perbuatan percobaan kejahatan, seperti yang dikemukakan
oleh Moelyatno (1983:55) bahwa :

P mengundurkan e b} hercabaan nalaluican

kejahatan supaya orang lain yang ingin melakukan

kejahatan juga dI tengah jalan membatalkan niatnya.
Hal ini diakui pula oleh Langemeijer (Moelyatno, 1883:60)

bahwa :

-undang dengan mengadakan unsur kﬂtigﬂ
Pamhuagaggqag% KUHP itu adalah untuk menjamin tidak
da]m"d1piﬂahﬂ mereka yang mengurungkan niatnya
g:ﬁ;an sukarela untuk melaksanakan kejahatan.

walaupun demikian, para ahli hukum pidana masih
a

§ mengetahui bahwa seseorang itu
an bagaimana ng
memparsﬂa1k n

idak selesai melakukan kejahatan disebabkan karena
ti1aa

e g ada pengurungan secara
sandiri atau
kesadarannya
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sukarela, hal tersebut dipertegas oleh Moelyatno
(1983:60) bahwa ada pengurungan sukarela, Jjika menurut

pandangan terdakwa dia masih bisa terus, tetapi tidak mau

meneruskan.

Maksudnya seseorang yang ingin melakukan suatu
kejahatan, tetapi sebelum kejahatan itu terjadi, timbul
rasa penyesalan dalam dirinya, sehingga kejahatan itu
tidak jadi dilaksanakan, pada hal halangan untuk
mewujudkan kejahatan itu tidak ada.

Apabila perasaan menyesal atau pengurungan secara
sukarela yang timbul dari si pelaku dapat dibuktikan,
maka si pelaku tidak mungkin dihukum, karena yang
ditegaskan pada unsur ketiga adalah tidak selesainya
perbuatan disebabkan karena adanya halangan di luar dari
kehendaknya sendiri.

selain dengan perasaan menyesal dari si pelaku
sehingga tidak meneruskan kejahatan yang akan dilakukan,
kemungkinan pula s1 pelaku tidak meneruskan kejahatan itu
karena didorong cleh rasa takut akan ditangkap. Maka
hal ini menurut satochid (T.th.:382) bahwa :

dalam

ditangkap dan dihukum merupakan masalah
E:ﬁ: 2ﬁﬂgi tergantung pada si pelaku, oleh karena

rasa takut itu adalah suatu keadaan yang tidak

+ergantung pada kehendak si pelaku.

Jadi tidak selesainya perbuatan jahat yang dilakukan

leh karena dorongan rasa takut akan ditangkap atau di
ale

hukum, maka perbuatannya itu dapat dihukum.
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Dari1 beberapa rumusan yang disebutkan, terdapat

perbedaan mengenai keadaan yang tidak tergantung pada
kemauan pelaku, maka berikut ini akan dikemukakan
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP yang
di dalam bahasa Belanda (Lamintang, 1984:544) berbunyi

en de uftvcprfng allean tengevolge van omstanding-
heden van zijnen wil onafbankelijk, niet is voltooid
(pelaksanaan itu sendiri telah tidak selesai vyang
semata-mata disebabkan oleh keadaan yang tidak
tergantung pada kemauan sendiri).

Ini berarti bahwa apabila tidak selesainva pelaksa-
naan suatu kejahatan itu, semata-mata disebabkan oleh
keadaan yang tergantung pada kemauan si pelaku, maka

pelakunya itu tidak dihukum,
Tindakan seorang pelaku yang dengan sengaja telah

membuat pelaksanaan kejahatan yang ingin ia lakukan

menjadi tidak selesai, yang semata-mata disebabkan oleh

keadaan-keadaan yang tergantung pada kemauannya itu, di
dalam doktrin hukum pidana juga sering disebut sebagai

suaty wvrijwillige terugtred yang secara harfiah berarti

membatalkan niatnya secara sukarela.

Ragi wrigwillige terugtred semacam ini undang-undang

memberikan jaminan bahwa pelakunya menjadi tidak dapat

dihukum dari memori penjelasan (MvT) mengena i
1 Ll '

hentukan Pasal 53 ayat { KUHP itu dapat diketahui,
pemben
bahwa jaminan tersebut telah diberikan yaitu :

pelaku dapat membuktikan bahwa pada waktu-

a, Apabila si e o
; i punyai keinginan untu
at ia masih mem

nya yansg tep
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membatalkan niatnya yang Jahat dan

Karena jaminan semacam 1tu merupakan suatu sarana vang
paling pasti untuk dapat menghentikan pelaksanaan
suatu kejahatan yang sedang berlangsung.

Syarat tentang tidak dapatnya dihukum seorang pelaku
seperti yang dimaksud tersebut bukan merupakan suatu
dasar yang meniadakan hukuman (strafuitsluitings grond),
melainkan oleh pembentuk undang-undang telah dibuat
sebagai salah satu unsur pesrcobaan yang dapat dihukum.

Dalam Hukum Pidana Islam (Jinaayaat) istilah
percobaan melakukan kejahatan, maka yang dimaksudkan
adalah Jarimah yang tidak selesai. Teori tentang jarimah
yang tidak selesai tidak didapati dalam sumber hukum
Islam, maupun dalam doctrin (para fukaha), bahkan
istilah percobaan dengan pengertian tehnis-yuridis juga
tidak dikenal, akan tetapi apa yang dibicarakan oleh para
fukaha adalah pemisahan antara jarimah yang telah selesai
dengan jarimah yang tidak selesai. Hal tersebut tidak

berarti bahwa mereka tidak membicarakan isi teocri tentang

percobaan.

Tidak ada parhatian yang khusus untuk memperhatikan

alah percobaan secara serius oleh para fukaha
mas

disebabkan karena dua hal sebagaimana Ahmad Hanafi
1&8eba b= |
(1986:134) yakni :

kan Jjarimah tidak dikenakan
T Fercabaﬂr;lacf gﬁgﬂﬂaisaﬁ- melainkan dengan ta'zir,
hukumarn

:manapun Jjuga macamnya Jjarimah itu, para
bagail
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E:ﬁ:g: lebih banyak memberikan perhatiannya
Spis Jarimah-jarimah hudud dan gisas-diyat,
8 na Unsur-unsur dan syarat-syaratnya tetap

anpa mengalami perubahan dan hukumannya juga
sudah ditentukan jumlahnya dengan tidak boleh
dikurangi atau dilebihkan.,

2. Dengan adanya aturan-aturan yang mencakup dari
syarat tentang jarimah ta’zir, maka aturan khusus
untuk percobaan tidak perlu diadakan. Sebab
hukuman ta’'zir dijatuhkan atas dasar setiap

perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman
had atau kifarat.

Jadi Jarimah hudud dan gisas-diyat menjadi tumpuan
perhatian para fukaha untuk membahasnya, ocleh karena
ketentuan hukuman tersebut tidak akan berubah, sedangkan
kebanyakan Jarimah ta’zir yang masuk kategori percobaan
dapat mengalami perubahan antara dihukum dan tidak di-
hukum dari masa kemasa sesuail dengan pandangan peanguasa
negara. Sebab di da!am menjatuhkan hukuman ta’zir sebagai

hukuman percobaan tergantung pada penguasa, dan hakim

diberi wewenang penuh dalam menjatuhkan hukuman ta’zir
dengan memilih antara batas tertinggi dan batas terendah.

Sebagai contch yang dapat dikemukakan bahwa pencuri

apabila telah melobangi dinding rumah, kemudian dapat

ditangkap sebelum sempat memasukinya dan mengambil barang

ya ada di dalam rumah, maka perbuatan itu dianggap
ng

sehagai perbuatan maksiat yang dapat dijatuhi hukuman,

kipun sebenarnya perbuatan itu baru merupakan
meskip

iarimah pencurian atau mencoba
. nelaksanaan jarima
permulaan dari P

melakukan jarimah pencu
pidana Islam (Jinaayaat) telah mengenal
um

rian.

Jadi Huk
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pula Jarimah percobaan malakukan kejahatan dan
mengancamnya dengan hukuman walaupun istilah yang dipakai

adalah Jarimah-jarimah yang tidak selesai.

Sebelum selesainya jarimah atau sebelum terwujudnya
hasil dari suatu tindak pidana (Jarimah), terlebih dahulu

mengalami fase-fase atau pentahapan sebagai berikut :

ad.1 Fase pemikiran atau Perencanaan

Dalam fase atau tahap ini, seseorang tidak dapat
dituntut atau dipersalahkan karena lintasan hatinya, niat
yang tersimpan dalam hatinya untuk melaksanakan suatu
Jarimah. Ketentuan tersebut sesuail dengan sabda
Rasulullah SAW (Muh. Fuad Abdul Bagqi, 1949:67) vyang
berbunyi : “Tuhan memaafkan ummatku dari apa yang
dibisikkan atau dicetuskan oleh dirinya, selama ia tidak

berbuat atau tidak mengeluarkan kata-kata”.
Menurut hadist tersebut bahwa dengan memikirkan atau

berniat untuk melakukan suatu kejahatan tanpa diiringi

dengan perbuatan, maka tidaklah dapat dituntut karena

kata-kata jahat yang diucapkan dan perbuatan jahat yang

dilakukan.

Unsur niat ini mutlak terdapat dalam setiap akan
me)akukan suatu perbuatan, apakah menyangkut perbuatan
yang tidak baik ataukah menyangkut perbuatan baik. Hal
a sabda Rasulullah SAW (Abi Husain

ini berdasarkan pad

Muslim bin Hajjaj:1333} yang berbunyi
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ggzégfaﬁﬁrbﬁftan harus disertai dengan niat dan bagi
Pl hf{ ahaTah apa yang telah diniatkan, barang
Bio ks Jr?tﬂya karena Allah dan Rasul-Nya, maka
A ¥a 1tu kearah Allah dan Rasul-Nya, barang

apa hijrahnya kearah dunia dan wanita yang hendak

s;;awininya. maka hijrahnya itu kearah yang dituju-

Menurut hadist tersebut bahwa syariat Islam tidak
menilai kepada perbuatan pidana semata untuk menentukarn
dapatnya dipidana suatu perbuatan, melainkan kepada niat
sipembuat juga, walaupun dengan niat ini saja belum
seorang dapat dihukum tanpa dibarengi dengan tindakan
pelaksanaan bagi suatu perbuatan jarimah, hal ini
ditegaskan dalam hadist Rasulullah SAW (Muh. Fuad Abdul
Baqgi, 194%:67) berbunyi : “Sesungguhnya Allah memaafkan
ummatku dari apa yang dibisikkan atau dicetuskan oleh

dirinya, selama ja tidak berbuat atau tidak mengeluarkan

kata-kata”.
selanjutnya Nabi bersabda pula (Rasak dan Rais Latif,

1978:90) yang berbunyi "Apabhila ia berniat akan berbuat

jahat maka aku mengampuni niatnya selama belum
]

dikerjakan”.
Menurut dua hadist tersebut, bahwa niat jahat yang

tarlintas dalam hati seseorang, tidak dikategorikan

h a'i t"i:E' -ahata” EEhE]LIm n i-&tl ,jﬁhat- -it-u l!:fi'ﬂlu udhan da'l am

S8 Elg ,I j

b t.- I": FIEI buata” DIE]I I"It'ﬂ] ena it'u ﬂ‘i-ﬂt jﬁhat EEEEﬂI"ﬂF‘]g
En u L,
]dﬂ.k]ﬂ dapﬂ 1 II t |

i apabila ia melakukan perbuatan jahat.
-

terbukt



125
ad.2 Fase Persiapan

Dalam tahap atay fase inipun, seseorang vang
menyiapkan alat-alat untuk dipakai melaksanakan Jarimah
tidak dapat dihukum, seperti membuat Kkunci palsu untuk
melakukan pencurian, Kecuali Jika perbuatan persiapan jtu
sendiri dipandang sebagai suatu maksiat (kesalahan),
misalnya seseorang yang hendak mencuri, barang milik
orang l1ain dengan jalan membiusnya, maka kembali alat
bius atau membius orang lain jtu sendiri dianggap maksiat
yang dapat dihukum tanpa memerlukan kepada selesainvya
maksud yang hendak dituju yaitu mencuri.

Alasan untuk tidak memasukkan fase pesiapan sebagai
jarimah, adalah bahwa perbuatan seseorang yang bisa
dihukum harus berupa perbuatan maksiat, dan maksiat baru

terwujud apabila berisi pelanggaran terhadap hak Tuhan

dan hak manusia, sedangkan penyiapan alat-alat untuk

melakukan Jjarimah pada galibnya tidak berisi suatuy

kerugian nyata terhadap hak—hak tersebut,

ad.3 Tindakan pelaksanaan seseorang dapat dijatuhi hu-

kuman karena melaksanakan kejahatan, besar

kemungkinan mengakibatkan bahaya terhadap orang

yang ditujukan perbuatan jahat itu.

ayat 120 {(Depad,
: ikan dosa yang nampak dan yang tidak
pan tingga guhnya grang-orang yang mengerjakan
nampak SesUnd9 -l thari pembalasan disebabkan apa

aka
dosa Ke .l akka kerjﬂkaﬁ.
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Menurut Asy Syihab bahwa yang dimaksud dengan apa
yang mereka kerjakan ialah yang mereka usahakan menurut
artt dalam bahasa, dan para ahij mengatakan bahwa vang

dimaksud adalah apa rang mereka kerjakan dalam hal

keJahatan dan dosa.

Abdoerraoef (1970:60) dalam menafsirkan ayat ter-

sebut mengetakan bahwa -

Dosa itusudah ada walaupun masih dalam niat saja,
dan manusia itu baru diberi ganjaran hukuman apabila
niat Jjahat f{tu sudah dilaksanakan dengan perbuatan.
Dan percobaan merupakan suatu usaha untuk
melaksanakan kejahatan itu, sehingga karenanya
diancam hukuman.

Selain dari ayat yang telah disebutkan sebagai
penguat untuk dapat menghukum tindakan pelaksanaan suatu

jarimah di avat lain Allah berfirman dalam surah an nisaa

ayvat 123 (Depag, 1980/1981:142) yang berbunyi :

Dosa itu sudah ada walaupun masih dalam niat saja,
dan manusia itu baru diberi ganjaran hukuman apabila
niat jahat {tu sudah dilaksanakan dengan perbuatan.
Dan percobaan merupakan suatu usaha untuk
melaksanakan kejahatan 1tu, sehingga karenanya

diancam hulkuman.

galain dari ayat yang telah disebutkan sebagai

penguat untuk dapat menghukum tindakan pelaksanaan suatu

jarimah di ayat lain Allah berfirman dalam surah an nisaa

t 123 (Depag 1980/1981:142) yang berbunyi : "Barang
aya -

mengerjakan kejahatan niscaya akan diberi
yang

siapa
n kejahatan itu”.

pembalasan denga
m surah An-Najm ayat 31 (Depag,

pemikian pula dala

1980/1981:142) yang perbunyi :
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g:g hEEl‘ﬂ:r'a dklelﬁum—';an Al1ah-1lah yang ada di langit dan
Yang di bumi supaya dia memberi balasan kepada

m‘ang'nrang yang barbuat iahat ter
telah mereka kerjakan, J hadap apa vang

Ayat tersebut dapatlah diambil suatu kesimpulan
bahwa yang menjadi penilaian tentang dapatnya dijatuhi
hukuman oleh seseorang yang melakukan suatu kejahatan
apakah kejahatan itu selesai atau tidak adalah Jika 1ia
telah memulai dengan melakukan tindakan pelaksanaan dari
kejahatan jtu,.

Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai Jjarimah,
walaupun tidak dipersoalkan apakah pelaksanaan perbuatan
tersebut merupakan permulaan pelaksanaan unsur materi]

jarimah atau tidak, akan tetapi cukup dihukum apabila

perbuatan itu berupa maksiat yaitu berupa pelanggaran
atas hak masyarakat dan hak perorangan. Sebagai contoh
seseorang yang hendak mencuri dengan melobangi tembok
atau membongkar pintu rumah untuk memasuki rumah itu
dianggap sebagai maksiat yang dijatuhi hukuman ta'zir dan
selanjutnya dianggap pula sebagai percobaan melakukan

pencurian, meskipun untuk terwujudnya perbuatan pencurian
¥

masih terdapat beberapa tangkah lagi.
a-fase atau tahap-tahap pelaksanaan jari-

Inilah fas
h vang pada ymumnya dilakukan sebelum terwujudnya
ma Y
kibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan Jarimah,
akibat ¥
¢ R hatian untuk dapatnya
ritik pangkal per y
namun yang tarjadi

+u perbuatan apabila telah dimulai dengan
a

dipjdana su
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tindakan pelaksanaan, Jadi dengan melakeanakan tindakan

pelakeanaan dari Jarimah yang diniatkan, maka orang itu

dapat dikenakan hukuman.

Berdasarkan alasan tersebut, maka penulis berpenda-
pat bahwa yang menjadi unsur dari parcobaan jarimah

adalah Niat jahat dan tindakan pelaksanaan,

3.2.2 Hukuman Percobaan

Sebelum Penulis mengetengahkan tentang hukuman yang
diancamkan kepada pelaku percobaan, maka terlebih dahulu
penulis mengetengahkan macam hukuman vang terdapat di

dalam KUHP sebagaimana Lamintang (1976:17) Pasal 10 KUHP.

a. Hukuman-hukuman Pokok :
1. hukuman mati,
2. hukuman penjara,
3. hukuman kurungan,
4, hukuman denda.

b. Hukuman-hukuman Tambahan :
1. Pencabutan dari hak-hak tertentu,
2. Pensitaan dari benda-benda tertentu,

3., Pengumuman dari putusan hakim.

Hukuman mati diatur dalam Pasal 11 KUHP yang ber-

bunyi: Hukuman mati dijalankan oleh algojo di tempat
penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat dileher

terhukum yang mengikatkan jerat itu pada tiang gantungan

dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri

(Lamintang, 1987:17).
Namun dengan adanya staatblad 1345-123 yang berlaku
amu

tanggal 25 Agustus

ukan bahwa hukuman mati sekarang masih

1945 dan masih berlaku sampai
mulai

sekarang menent
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harus dijalankan dengan cara menembak mati. Selain itu,
staatblad 1945-123 secara praktis dapat dilakukan untuk
hukuman mati yang dijatuhkan oleh semua pengadilan di
seluruh wilayah negara Republik Indonesia,

Jadi pelaksanaan hukuman mati dikenal pula oleh KUHP
yang berlaku di Indonesia, walaupun cara pelaksanaannya
berbeda dengan yang telah ditentukan aish Pasal 11 KUHP
karena adanyva staatblad 1945-123 tersebut yang menghen-
daki pelaksanaan hukuman mati itu dengan menembak mati si
pelaku.

Hukuman penjara diatur dalam Pasal 12 KUHP yang
berbunyi1 :

1. Mukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk
sementara.
2. Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu

hari dan selama-lamanya 15 tahun berturut-turut.

3, Hukuman penjara sementara boleh dijatuhkan selama-
lamanya 20 tahun berturut-turut, dalam hal kejahatan

yang menurut pilihan hakim sendiri boleh dihukum mati,

penjara seumur hidu
jtu dilampaui, sebab hukuman ditambah,

p dan penjara sementara, dan dalam

hal 15 tahun

karena ada gabungan kejahatan atau karena berulang-
ar

? I 1 }p I_,_d.
i 1 ]1 | F I :E 2

(2), 130 (2), 140 (2).
5y, 204 (2), 399 8, 365, 486 8).

187 (3), 194 (2), 1986 (3), 198

(z), 200
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4. Lamanva .
anya nukuman PENJara sementara itu  sekali-kali

tidak boleh lebih dari 25 tahun.

Sedanﬂkaﬂ hukuman hurungan diatur dalam Pasal 18

KUHP yang berbunyi

T. Kurungan paling sedikit adalah satu hari dan paling

lama satu tahun,

I3

Jika ada pemberatan pidana vang disesbabkan karena ke-
tentuan Pasal 52 dan 5%a KUHP kurungan dapat ditambah
menjadi satu tahun empat bulan, atau karena ada pem-

beratan atau pengulangan.

48]

Kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun
empat bulan.

Sebenarnya kedua macam hukuman tersebut pada prin-
sipnya adalah sama, oleh karena keduanya berupa menghi-
langkan kemerdekaan seseorang untuk sementara waktu. Per-
bedaan pokok antara hukuman penjara dan hukuman kurungan
terletak pada sifat lebih beratnya hukuman, seperti
penulis kemukakan bahwa hukuman penjara paling lama 15

tahun. sedangkan hukuman kurungan paling lama satu tahun
¥

empat bulan.
uman denda diatur dalam Pasal 30 KUHP vyang

Huk
berbunyi
1. B aknya hukuman denda, sekurang-kurangnya 285 sen.
. Bany

2. Jik dijﬂtUhkan hukuman denda, dan denda tidak di-
i a

maka diganti deng
kurungan pengganti denda sekurang-

an hukuman Kurungan.
bayar,

3. Lamanya hukuman
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kurangnya satu hari dan selama=-lamanya enam bulan.

4. Dalam keputusan hakim ditentukan, bahwa bagi benda se-
tengah rupiah atau kurang, lamanya hukuman pengganti
denda itu satu hari, bagi denda yang lebih besar dari
itu maka bagi tiap-tiap setengah rupiah diganti tidak
lebih dari pada satu hari, dan bagi sisanya yang tidak
cukup setengan rupiah, lamanyapun satu hari,

Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya
delapan bulan, dalam hal maksimum denda itu dinaikkan
karena beberapa kejahatan vyang dilakukan, karena
berulang melakukan kejahatan atau lantaran, hal-hal

yvang ditentukan pada Pasal 52. Pasal 30 ayat 5 KUHP.

6. Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan

bulan.

Hukuman denda dikenakan kepada kekayaan, sedangkan
hukuman kurungan dan penjara dikenakan kepada kemerdekaan

dan hukuman mati dikenakan kepada jiwa orang.

ketentuan minimum bagi denda ialah 25 sen separti

yang disebutkan dalam ayat 1 di atas, setelah adanya
peraturan pengganti undang-undang No. 18 tahun 1960

ditentukan, bahwa mulai 14 April 1960 tiap-tiap jumlah
]

hukuman denda yang diancamkan baik dalam KUHP sebagaimana
ubkum
beb a kali telah ditambah dan diubah dan terakhir
eberap

Ne.1 tahun 1860 (LN tahun 1960 No.1)
dengan undang-undang

harus dibaca dalam mata uang rupiah
bahwa denda 25 sen
] ] 11.
dan dilipat gandakan menjadi 15 ka
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Hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu
dalam Pasal 35 KUHP ditentukan bahwa hak si bersalah
boleh dicabut dengan putusan hakim, dalam hal yang
ditentukan dalam undang-undang yaitu (Lamintang, 1976:232)
yang berbunyi :

1. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan vang ditentu-

kan.

2. Hak masuk pada kekuasaan bersenjata (bala tentara),

3. Hak memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang di-
lTakukan menurut undang-undang umum.

4, Hak menjadi penasehat atau penguasa alamat, dan menja-
di wali, wali pengawas, menjadi curator, atau curator
pengawas, atas orang lain dari pada anaknya sendiri.

5. Kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan atas anak sen-
diri.

6. Hak melakukan pekerjaan yang ditentukan,

Hukuman tambahan berupa disitanya benda-benda ter-

tentu ditentukan dalam Pasal 39 KUHP yang berbunyi :
1) Barang kepunyaan si terhukum, yang diperoleh dengan

kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai akan

melakukan kejahatan, dapat dirampas.

2) Jik dijatuhkan hukuman lantaran melakukan kejahatan
ika

k dengan sengaja atau la
juga dijatuhkan hukuman merampas itu,

ntaran m&lakukan pelang-
tida

garan, dapat
dalam hal tertentu dalam undang-undang.
a

: i jatuhkan atas tanggungan
as itu dapat d1J
3) Hukuman meramp
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51 tersalah yang diserahkan kepada pemerintah tetapi

hanyalah tentang barang yvang sudah disita.
Dalam hal barang yang dapat dirampas itu, hendaknya
barang yang diperoleh dengan kejahatan atau alat yang

dipakai melakukan kejahatan pada umumnya adalah milik

terhukum.

Hukuman tambahan yang telah disebutkan di atas
diumumkan dengan putusan hakim yang ditentukan pula cara
mengumumkannya misalnya dengan melalui surat kabar,
radio, ditempelkan di tempat umum sebagai plakat dan

sebagainya, vang kesamuanya congkos terhukum.

Demikianlah hukuman-hukuman yang diatur dalam KUHP

dan selanjutnva akan diuraikan hukuman percobaan itu

sendiri.

Sebagaimana penulis kemukakan terdahulu bahwa per-
cobaan (poging) diancam dengan hukuman bila unsur-unsur
percobaan itu dapat dipenuhi, seperti yang terdapat dalam

Pasal 53 KUHP. Pasal 53 KUHP sifatnya umum yang berarti

bahwa ancaman pidana terhadap percobaan melakukan ke-

jahatan {pnging} harlaku terhadap semua kejahatan yang

terdapat dalam KUHF kecuali yang ditentukan lain oleh

undang-undang KUHF itu sendiri.
Adapun ancaman terhadap percobaan (poging) terdapat
ap
da P 1 53 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut
pada Pasa
“ hukumna pokok bagi keja-
-68) Maks imum
(Soesilo, 1964:6
kan dengan sepertiganya dalam hal per-

hatan dikurung



134
cobaan” .

Dengan demikian berarti bahwa hukuman yang diancam
terhadap perbuatan Percobaan (poging) adalah hukuman yang
diancam terhadap kejahatan yang hendak dilakukan di-
kurungi terhadap Sepertiganya. Pengurungan sepertiga dari
hukuman pokok untuk hukuman percobaan tentunya hanya
berlaku bagi kejahatan yang diancam dengan pidana penjara
atau kurungan dan hukuman denda.

Olehnya itu bagaimana jika kejahatan yang hendak di-
lakukan 1itu diancamkan dengan hukuman mati seperti yang
diatur pada Pasal 104 KUHP tentang makar untuk membunuh
Presiden dan Pasal 340 KUHF mengenai pembunuhan yang
direncanakan terlebih dahulu, tentunya Jjika dipakai
sebagai kriteria untuk menghukum percobaan tersebut

adalah Pasal 53 ayat 2, maka hal ini agak sukar

menentukannya. ©Oleh karena hukuman percobaan kejahatan

yang diancam dengan hukuman mati atau hukuman seumur

hidup ditegaskan dalam Pasal 53 ayat 3 EKUHP yang ber-

bunyi : (Soesilo, 1964:68) yang berbunyi: "Bahwa apabila

terhadap kejahatan diancam hukuman mati atau seumur

hidup, maka bagi percobaannya dijatuhkan hukuman penjara
1 !

selama-lamanya 15 tahun .

Ad n hukuman tﬂHIballﬂ.ll hEI.Q'! percobaan kEjﬂhatah
apu
hukuman tambahan yang d‘ijﬂtU'lkaﬂ

(poging) sama dengan

pada kejahatan yans tela
u dipahami

h diselesaikan.

1 bahwa hukuman tambahan tidak
Mamun Pper
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berdiri sendiri, dan tidak dijatuhkan pada tiap-tiap

kejahatan, tetapi hanya terhadap kejahatan tertentu.
Sedangkan alasan Sepertiga terhadap percobannya adalah
karena perbuatan percobaan hanvya menimbulkan bahaya
terhadap Kepentingan hukum seseorang sedang perbuatan
yang telah selesai penuh dilaksanakan telah melanggar
kepentingan hukum.

Dalam Hukum Pidana Islam (Jinaayaat). hukuman bagi
percobaan melakukan jarimah diatur menurut syaraiat Islam.

Seperti telah dijelaskan bahwa syariat Islam selain
menetapkan hukuman terhadap Jarimah yang selesai, Jjuga
menyediakan hukuman terhadap Jjarimah yang belum selesai

{ percobaan melakukan Jjarimah). Namun hukuman antara

keduanya berbeda.

Menurut aturan syariat Islam, bahwa untuk jarimah

yang selesaj tidak boleh disamakan hukumannya dengan

jarimah yang belum selesai, sebagai Sabda Rasulullah SAW

(Abi Husain, 1955:1333) yang berbunyi :

i a Al-Ansyaari, sesungguhnya telah
Dar; Aiﬂ*%&éﬂﬂu11&h SAW, ﬁgrgabda, tidak boleh
E??i??g lebih dari sepuluh jilid, melainkan pada
satu had dari had Allah.
celain hadist Nabi yang tersebut di atas, sumber

ela
dikemukakan oleh Ash-Shiddigy (1974:134) bahwa
yang di
] hukuman siksa yang tidak
. - ; njatuhkan
Ta’zir ijalah me
a".
ditentukan kadarnya oleh syar
i }l"ﬂt- :'.lang ]ﬂ.']n' HESUIU].lELh SAW hEFSEbdal
Dalam riwa
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bahwa

Siapa yang mencapai huk A
uman had bukan pada jarimah
hudud (yang lengkap), maka dia termasuk orang yang

menyeleweng (Man balagha haddan i hairi ]
. arri haddin
huwa min almu'tadin). g ;

—

Dari hadist tersebut, dapat diketahui bahwa percoba-
an melakukan perzinahan tidak boleh dipersamakan dengan
hukuman zina itu sendiri, karena zina itu sudah ditentu-
kan jumlah hukumannya. Demikian pula halnya dengan per-
cobaan pembunuhan, tidak boleh disamakan hukumannya
dengan pembunuhan itu sendiri. Atau dengan kata lain
bahwa aturan tersebut menegaskan tidak adanya persamaan

hukuman antara Jarimah selesai dengan Jarimah yang tidak

selesai,

Percobaan melakukan jarimah, tidak secara tegas di-
tentukan tentang besarnya hukuman seperti pada Jarimah
hudud dan gisas. 0leh karena itu para ahli hukum Pidana
Islam (fukaha) sepakat menetapkan bahwa ancaman pidana

bagi percobaan melakukan jarimah adalah hukuman ta'zir,

pDari uraian di atas, bahwa yang dimaksud ta'zir

yaitu hukuman yand tidak ditentukan mengenai besar

jumlahnya seperti pada jarimah hudud atau gisas, akan

tetapi hal itu diserahkan kepada penguasa untuk menentu-

eta

k dengan syarat harus sesuai dengan jenis pelanggaran-

an, deng
ketentuan) syara,

i lawanan dengan nash (
hya dan tidak ber

ikan hak menentukan hukuman ta’zir
Maksud memberi

menurut Ahmad Hanafi (1986:17)

kepada para penguasa,

- i
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ialah agar: mereka dapat mengatur masyarakat dan memeali-
hara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi
sebaik-baiknya terhadap keadaan yang mendadak.

Ta'zir wajib dilakukan terhadap pelaku percobaan
Jarimah jika Perbuatannya itu dipandang sebagai maksiat.
Dalam menentukan batas maksimum hukuman ta'zir baik
Karena mengerjakan suatu maksiat atay meninggalkan
sesuatu kewajiban seperti tidak membayar zakat diserahkan
pada penguasa.

Oleh karena penguasa berwenang menetapkan hukuman
ta'zir terhadap pelaku perbuatan maksiat termasuk perco-
baan melakukan Jarimah, maka penentuan tentang besarnya
atau kecilnya hukuman ta'zir dapat berbeda-beda sesuai

dengan hasil Ijtihad para penguasa atau hakim yang menen-

tukan hukuman tersebut.

Menurut Hasbi Ash Shiddiqi {1974:153) bahwa :

Hukuman ta’zir kadang-kadang cukup dengan teguran
saja, kadang-kagang dengan hukuman penjara, kadang-
kadang membuang ke luar daerah, dengan cambukan, dan

kadang-kadang hukuman bunuh.

Hakim dapat memi1ih hukuman, mulai dari berat sampai
kepada yang ringan, tergantung dari penilaian hakim dalam

menilai pelanggaran yang dilakukan olaeh pembuat jarimah.
n

Kal i pembuat jarimah mencoba untuk menggulingkan
alau s

intah yang sah, dengan aksi-aksi yang mengadakan
pemerin

dapat menjatuhkan hukuman bunuh

mata-mata, maka Era I ) oo}

menghendaki demikian, Akan
, hatan negara
apabila kemasla
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tetapi 3ji
PY Jika Seéseorang yang membuat jarimah hanya

melakukan perbuatan menyakiti saja, maka mungkin hakim
hanya memberikan teguran saja kepadanya.

Jadi hakim dalam pelaksanaan jitu mempunyai alasan
luas mulai dari memilih macamnya hukuman sampai kepada
memberatkan atau meringankan serta menunda pelaksanaan
hukuman ta’'zir itu.

Menurut Fathi Usman (Anwar Haryono, 1968:195)
bahwa : "Hukuman ta'zir dapat berupa penahanan, paksanaan

membayar sejumlah uang, pemukulan atau juga kepada

penghinaan”.

Dari uraian tersebut di atas para ahli fikhi berbeda
faham dalam menentukan ukuran menghukuman dalam ta'zir,
sebagian berpendapat bahwa terserah sepenuhnya kepada
ITjtihad penguasa atau hakim, dengan memperhatikan segala
segi keperluannya dan kemaslahatannya. Sebagian lagi

berpendapat bahwa hukuman ta’'zir dalam maksiat tidak

boleh melebihi ukuran dalam hudud, sedangkan sebagian

lagi membolehkannya tergantung pada macam pelanggarannya,

Jadi mengenai hukuman ta'zir ini adalah sangat luas

sekali pembahasannya, baik mengenai ancamannya maupun

ai materi pe1anggaran hukumnvya, sehingga para
mengen

fukaha berbeda pendapat dalam me
jni tergantung dari Ijtihad dari

natapkan batas tertinggi

hukuman ta’zir. Hal

:ng-masing atau hakim dalam menilai hukuman
masingT

penguasa -
jatuhkan kepada pelaku kejahatan yang

mana yang harus di
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diancam .
leHEE.I"I ta'zrr, termasuk percobaan’ e lakukan

kejahatan sesuai dengan perbuatannya.

Demikian pula pendapat Arrahman {Haliman 1971:462)

tentang hukuman ta'zir, beliau mengemukakan bahwa :

Maksimum hukuman ta'zir adalah tiga puluh sembilan
kali derah, sedangkan Abu Yusuf {ibid) berpendapat

bahwa maksimum deraan adalah tujuh puluh T1ima kali
pukulan.

Cari beberapa pendapat tentang hukuman ta'zir ter-
sebut maka penulis cenderung terhadap pendapat yang
menyerahkan sepenuhnya perbuatan si pelaku (dader) dari
kejahatan itu, sepanjang pertimbangan hakim itu tidak

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah

digariskan oleh syara.

Jadi dengan dasar itulah, maka pelaku perccbaan
jarimah (jarimah yang tidak selesai) diancam dengan

hukuman ta'zir, hakim dapat memilih hukuman vyang ringan

sampai kepada hukuman yang berat. Tergantung dari Jjenis

percobaan Jjarimah yang dilakukannya.

3.2.3 Percobaan yang Dapat Dihukum

Percobaan yang dapat dihukum menurut yang ditegaskan

dal KUHP adalah percobaan melakukan kejahatan, seperti
alam

t antum dalam pasal 53 ayat 1 KUHP, sedangkan
yang terc
cobaan melakukan
HP ditegaskan bahwa per
dalam Pasal b4 KU
at dihukum.

idak dap
elanggaran tida |
’ annya dapat dihukum, Jjika

atan yang percoba

Kejah .
ynsur yang digariskan oleh KUHP

telah memanuhi UnsSur-
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sepertl tercantum dalam Pasal 53 ayat 1 tersebut dan

tidak ditentukan lain oleh undang-undang.

Walaupun demikian, menyimpang dari vang telah
ditegaskan dalam Pasal 53 ayat 1 tersebut, terdapat
beberapa pasal dalam KUHP yang percobaan melakukan
kejahatan tidak diancam dengan hukuman seperti vyang
tercantum di dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 351 ayat 5 yakni percobaan melakukan kejahatan
penganiayaan tidak dihukum (KUHP, 37,
53, 184s, 353s, 356, dan 487).

Pasal 352 ayat 2 yakni tentang penganjayaan yang tidak
menimbulkan penyakit atau halangan untuk
melakukan pekerjaan, tidak dihukum.

Pasal 302 ayat 4 menegas bahwa percobaan melakukan keja-

hatan penganiayaan terhadap binatang
{(hewan) tidak dipidana.

Ketentuan tentang tidak dipidananya penganiayaan

biasa dan penganiayaan ringan seperti yang telah disebut-

kan pada Pasal 351, 352, dan 302 KUHP, maka menurut Noyon

Langemeijer (Scesilo, 1988:221) mungkin sekali dalam

 tek tidak memuaskan, heliau memberikan suatu contoch :
prakce 1

seseorang menembak kepada orang lain tetapi tem-
ase

i sasaran. Kalau si pelaku
: idak mengenal &
bakannya 1tu £

i ingan dan tidak rancangan
! kan mE]UHﬂ.T ring
hanya mengakul 3@

tenang, maka kemungkinan sekali

lebih dulu secara

4 dianggap terbukti sebagai percobaan
u hany

perbuatan it
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untuk melakukan Penganiayaan dari Pasa] 351 KUHP, dan
sengan demvkian erang itu tidak dapat dikenakan hukuman.
Maka hal 1inilah Noeyon tidak memuaskan, dan Noyon

menghendaki agar percobaan melakukan penganiayaan biasa

harus diancam dengan tindak pidana,

Namun pengecualian bagi beliau bahwa apabila perbuatannya
hanya berupa mengangkat tangan untuk memukul orang lain
akan tetapi dihalang-halangi oleh orang lain, maka Kepada
Jaksa masih ada kesempatan untuk tidak menuntut
berdasarkan prinsip opportunitas (Wirjono Projodikoro,

1886:73).

Dengan pernyataan Moyon tersebut, dikuatkan oleh

Wirjono Projodikoro (1986:73) dengan mengemukakan bahwa

Apabila seseorang hanya mengaku mencoba melukai
orang lain dengan menembak kepada orang lain, dapat
dikatakan bahwa menembak hampir selalu mengakibatkan
luka berat atau matinya orang, maka si pelaku
meskipun hanya mencoba melakukan penganiayaan biasa
tanpa ada tanda-tanda 1a1p, dapat =aja dinyatakan
melakukan percobaan penganiayaan berat dan karenanya

t dikenakan hukuman, walaupun demikian apabila
o ang manusuk orang lain dengan pisau tetapi
EEEEDF£ éLan apabila seseorang hanya memukul k&ana,
e t, Jjika yang memukul itu seorang Jjuara
titan] upiss ang itu dikatakan melakukan tindak

; seor
E;Qiﬁé m::znﬁz menganiaya berat dan dapat dihukum.

Berdasarkan dari kedua pendapat tersebut, maka menu-
rut penulis hendaknya percobaan penganiayaan yang dilaku-
kan oleh seseorang seperti yang terdapat dalam Pasal 351
ayat 1 dan pasal 352 ayat 4 KUHP dapat dihukum. Apabila
g dipakai menganiaya orang lain senantiasa dapat

alat yan berat atau matinya orang lain, seperti

mengak ibatkan luka
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menembak dan menusuk dengan pisau, walaupun dengan alasan

hanya akan melukai ringan.

Selanjutnya Pasal 54 KUHP menekankan bahwa percobaan
melakukan pelanggaran tidak dihukum. Mamun menyimpang
pula dari pasal tersebut, ada beberapa pelanggaran yang
percobaannya dapat dihukum seperti yang terdapat pada
Pasal 37 Undang-undang No. 9 tahun 1376 yang berbunyj:
Parcobaan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada Pasal 36 Undang-undang ini dipidana dengan
pidana penjara yang sama dengan pidana penjara bagi
tindak pidananya.

Jadi Pasal 37 tersebut mengancam hukuman bagi orang
yang mencoba melakukan pelanggaran narkotika, dengan
hukuamn yang sama dengan pelanggaran narkotika dtu
sendiri.

Demikian pula undang-undang tindak pidana ekonomi
menentukan, bahwa percobaan pelanggaran dan membantu

melakukan percobaan pelanggaran dapat dihukum. Ketentuan

tersebut terdapat pada Pasal 4 Undang-undang tindak

pidana ekonomi (UU. No. Drt. 7/1955) yang berbunyi: Jika
dalam undang-undang darurat ini disebut tindak pidana

ekonomi pada khususnya atau suatu tindak pidana ekonomi

pada umumnya, maka di dalamnya termasuk pemberian bantuan
¥

pada atau untuk melakukan tindak pidana jtu dan percobaan

untuk melakukan tindak pidana itu sekedar sesuatu

ketentuan tidak menetapkan sebaliknya {Baharuddin Lopa,
en
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t.th:179),

Ketentuan Pasal 54 Kump tentang tidak dipidananya
pelanggaran terutama ditujukan terhadap pembentuk undang=
undang yang lebih rendah derajatnya dari pada pembentuk
undang-undang hukum pidana.

Hukum dalam arti formii ditentukan oleh DPR bersama
dengan pemerin-tah, akan tetapi di samping kedua badan
bersama tersesbut, peraturan yang mengandung ketentuan
hukum pidana juga dapat dibuat oleh badan yang lebih
rendah tingkatannya, seperti DPRD tingkat propinsi atau
kota Praja sebagaimana Satochid (T.th.:406). Dan terhadap
badan yang demikian itulah makna Pasal 54 itu ditujukan.

Pembentukan undang-undang yang sama atau lebih
tinggi derajatnya dari pada pembentuk undang-undang hukum
pidana, oleh pembentuk undang-undang yang sama atau lebih
tinggi itu dapat menentukan bahwa percobaan (poging)
terhadap pelanggaran dapat dihukum seperti pada Pasal 37
Undang-undang Narkotika dan Pasal 4 Undang-undang Tindak
Pidana Ekonomi yang telah disebutkan.

Satochid memberikan tanggapan bahwa mengapa Pasal 54
KUHP mencantumkan perbuatan percobaan pelanggaran tidak
dapat dihukum (T.th.:406), dengan mengemukakan bahwa :

Dalam pelanggaran itu, kepentingan hukum yang

] i sehingga
' ar adalah tidak begitu penting,
E;;:ﬂg%fpandang perlu untuk menghukum perbuatan

percobaan (poging) terhadap pelanggaran.

secara umum A. Ridwan Halim (1974:103) memberikan
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alternatif dengan membagi beberapa macam percobaan yang

tidak dapat dihukum yaity antara lain

1) gzgggbaan ¥ang dilakukan adalah parcobaan pelang-
2) Percobaan yang tidak mempunyai hubungan langsung

antara perbuatannya dengan kejahatan yang diren-
canakan.

3) Percobaan berupa perbuatan persiapan dan belum
berupa perbuatan pelaksanaan,

4} Percobaan pada kejahatan yang tidak jadi dilaku-
kan atau tidak menimbulkan akibat kKarena diurung-
kan berdasarkan kemauan pelaku sendiri,.

5) Percobaan untuk menganiaya.

§) Percobaan untuk berkelahi satu lawan satu atau
percobaan perang tanding.

Pembagian yang dikemukakan oleh Ridwan Halim
tersebut, maka penulis beranggapan bahwa selain dari
percobaan yang disebutkan di atas, maka percobaan
(poging) dapat pula dihukum oleh kKarena alat yang
dipergunakan dalam melakukan perbuatan kejahatan itu
dapat mengarah kepada terwujudnya kejahatan itu, dan

dapat pula karena obyek yang menjadi sasaran kejahatan

itu.
Seperti yang telah penulis kemukakan terdahulu bahwa

ukuran yang dipakail dalam menjatuhkan hukuman terhadap

percobaan melakukan jarimah adalah jika perbuatan yang
dilakukan tersebut berupa maksiat (kesalahan). Hal ter-
sebut berlaku bagi jarimah yang tidak selesai dilakukan
me1akukan jarimah) dalam Hukum Pidana Islam,

( percobaan s
i lesainya melakukan suatu jarimah adakalanya
Tidak se |

kehendaknya sendiri yaitu bertaubat dan
karena

] r"l_ ’
2wtk atay mungkin disebabkan karena

menyasali perbuatannya,
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tu ]
sesua di luar kehendaknya, Misalnya kekurangan alat-

. .
alat yang dipergunakan untuk melakukan jarimah itu, atau

takut dilihat oleh orang lain, dan bahkan takut tarpaksa

tertangkap polisgi.

Kalau tidak selesainya sesuatu Jjarimah dikarenakan
terpaksa, misalnya karens terpaksa tertangkap oleh polisi
atau oleh orang lain atau karena sesuatu kecelakaan yang
menghalangi berlangsungnya Jarimah, maka keadaan tersebut
tidak mempengaruhi berlangsungnya pertanggungjawaban bagi

pembuat (dader)} selama perbuatan yang dilakukan itu dapat

disebut sebagai maksiat.

Dengan demikian tidak selesainya Jarimah karena
sesuatu yang bukan dari diri atau kehendak dari pembuat
atau bukan karena taubat, maka pembuat (dader) bertang-

gung Jjawab atas perbuatan yang dilakukan apabila sudah

cukup dipandang sebagai maksiat yakni merugikan hak

masyarakat atau hak orang lain.

Sebagai contoh : Seseorang yang hendak mencuri dari

suatu rumah, dengan jalan membongkar pintunya, akan

tetapi ja tidak masuk ke dalam rumah itu karena terlihat

yang lewat di pekarangan rumah terssebut

kapnya, kemudian dia pun pergi

oleh seseorang

dan khawatir akan menang
sasuatu barang,
maksiat yang dapat dihukum, karena

bil maka perbuatan tersebut
tanpa mengam

dapat disebut sebagal
membongkar pintu ruma
gikan orang yang punya rumah .

h orang merupakan suatuy
perbuatan

kesalahan karena meru
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Demikian pula apabila tidak selesainya suatu jarimah

disebabkan karens alat yang dipakai tidak sesuai dengan

tujuan untuk mewujudkan suaty Jarimah, maka pendirian

itu berupa maksiat, Ahmad Hanafi (1986:152) mengemukakan
bahwa

Pendirian syariat Islam tidak mempersoalkan apakah
kemustahilan sesuatu jarimah karena alat yang
dipakai atau karena perkara yang menjadi tujuannya.
Selama perbuatan pembuat berupa maksiat, maka
pembuat harus mempertanggungjawabkannya.

Kalau tidak selesainya suatu Jjarimah disebabkan

karena taubat atau menyesali perbuatannya, maka pembuat

tidak dijatuhi hukuman, hal ini berdasarkan firman Allah

SWT dalam surah a-maaidah ayat 34 (Depag, 1980/1981:164)

yang berbunyi

Kecuali orang-crang yang bertaubat diantara mereka
sahelum kamu dapat menguasai mereka (menangkap)
mereka maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha

Pengampun lahi Maha Penyayang.

Jadi menurut ayat tersebut bahwa seseorang pembuat

jarimah hirabah jika telah menyatakan taubat dan
enyesalan sebelum mereka dapat ditangkap, maka hapuglah
P

Jial,-fmah hfrabah ad
n hirabah adalah jarimah yang mengancam

alah bebas dari hukuman,
membuat

sedangkan Jjarima

n
jiwa dan harta benda ora
fukuman kepada orang yang hanya mencoba

g lain. Terlebih lagi dapat

dibebaskan dari
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atau tidak menyelesaikan Jarimah hirabah tersebut.

Para fukaha Sepakat pendapatnya tentang hapusnya
hukuman atas jarimah hiraban disebabkan karena taubat dan
menyatakan rasa Penyelesalan terhadap perbuatannya,
sebelum mereka tertangkap. Namun mereka masih berselisih
pendapat tentang pengaruh taubat dan penyeselan tersebut
pada Jjarimah-jarimah selain dari Jarimah hirabah.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh beberapa
fukaha dari mazhab syafi'i dan mazhah Hambali (Ahmad
Hanafi, 1986:146) mengatakan bahwa :

Taubat bisa menghapuskan hukuman. Alasan yang dike-

mukakan yaitu bahwa AT-Qur'an menyatakan hapusnya

hukuman hirabah karena taubat, sedangkan diketahui

bahwa jarimah hirabah adalah jarimah yang paling
berbahaya. Kalau taubat dapat menghapuskan hukuman
jarimah yang berbahaya, maka lebih-lebih lagi untuk

jarimah lainnya.

Pendapat tersebut sejalan dengan penyebutan beberapa

dengan pernyataan taubat dapat mengha-

-

seperti penyebutan hukuman zina dalam Al-

jarimah, diikuti

puskan hukuman.
Qur'an (Depag, 1980,/1981:118) yang berbunyi :

ang melakukan perbuatan keji
Dan terhaﬂaguduaﬂﬁgaggr¥]a hukuman kepada keduanya,
diantara 'ﬂké keduanya bertaubat dan memperbaiki
Kemudian J18& hlah mereka, sesungguhnya Allah
diri, maka aubat lagi Maha Penyayang.

Maha menerima t |
‘kian pula pada penyebutan hukuman pencurian pada
Demikia
h berfirman yang bunyinya
: 4ah 36 Alla
surah al-Maaida

bagai berikut :
sebag japa yang bertaubat sesudah melakukan
E §

a barang mperbaiki diri, maka sesungguh-
Eg?ahatan itu dai”m&mgtfubannya. Sesungguhnya Allah
(o qi Maha Penyayang.



148

Dikuatkan pula oleh Hadist Nabi yang berbunyi :

Orang taubat dari dosa, maka ia seperti orang yang tidak

mempunyai dosa, (Abij Abdillah, 1975:1420)",

Berdasarkan ayat dan Hadist tersebut, maka penulis
dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa hukuman dapat men-

jadi hapus bagi orang yang telah mengurungkan perbuatan-

nya karena taubat.

Walaupun demikian, rumusan tentang taubat itu sen-
diri tidak dijelaskan dalam A1-Qur'an hal ini penting
sekali untuk diketahui, oleh karena esensi dan perwujudan
taubat i1tu adalah manifestasi iman dari seorang pembuat
(dader) sehubungan dengan itu, maka Usman Hasyim

(1984:19) mengemukakan bahwa :

Jika pada maksiat itu bersangkut paut dengan badan
atau tubuh, yang berupa hak manusia (hak seseorang)
seperti hak qishash dan had qasaf, maka disyaratkan
pada taubatnya ialah mengerahkan diri kepada yang
berhak untuk melakukan gishash tersebut, dan Jjika
berupa hak Allah (kepentingan masyarakat) seperti
had zina dan minuman khamar, maka taubatnya ialah
dengan menyesal dan baertekad tidak akan kembali lagi

melaksanakan perbuatan jahatnya.
Menurut pendapat tersebut bahwa perbuatan Jarimah

menyangkut hak perseorangan, maka taubatnya dengan
yang

n menyerahkan dirinya kep
peroleh balasan. Dan apabila perbuatannya

ada orang yang dilanggar
jala

haknya untuk mem

enyangkut kepetinga
perbuatannya dan tidak lagi akan

n masyarakat, maka taubatnya
itu m

jalah dengan menyesall

perbuatan 1tu.

ulangi
meng I Abu Hanafi serta beberapa fukaha
a

Imam M
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Mashab Syafi'i dan Ahmad (Ahmad Hanafi, 1986:148)

mengatakan bahwa -

Taubat t1§ak menghapuskan hukuman kecuali untuk
Jarimah hirabah saja vang sudah ada ketentuannya
¥yang jelas. Pada dasarnya taubat tidak dapat meng-
hapuskgn hukuman karena kedudukan hukuman ialah
sebagai kifarat, penebus kesalahan,

Menurut pendapat tersebut bahwa pembuat suatu

Jarimah tidak menghapuskan hukuman atasnya sebagai

maksiat.
Pendapat vang Jlain adalah Ibnu Taimiayah dan Ibnul

Gayyim dari Mazhab Hambali {(Ahmad Hanafi, 19%86:1489)

menyvatakan bahwa

Hukuman dapat membersihkan maksiat dan taubat bisa
menghapuskan dosa atau hukuman Jarimah yang Derhu-
bungan dengan hak Tuhan, kecuali apabila pembuat
sendiri menginginkan pencucian dirinya ﬁgﬂgan jalan
hukuman, ia bisa dijatuhi huluman meskipun sudah
bartaubat.

Jadi taubat dari suatu perbuatan Jjarimah yang

menyanghkut hak Allah dapat menghapuskan hukuman, kecuali

jika sipelaku Jjarimah sendiri menghendaki hukuman buat

membersihkan dirinya. Dan apabila perbuatan jarimah yang

dilakukan menyangkut hak individu, maka taubat tidak

manghapuskan hukuman.

3.3 Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Ssebagaimana diketahui bahwa ajaran kausalitas yang

dilan di Indonesia adalah a

a teori adequate {teori

jaran
dianut oleh penga

kausalitas yang berdasarkan pad

i i eori ini
kesebandingan atau teor] kesesuaian). Menurut % x
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suatu perbuatan kadang-kadang terdiri atas T—

sebab, akan tetapi sebab yang diperhitungkan adalah sebab

yang mempunyaij hubungan kausal, ada kesesuasan swtars

sebab dan akibat yang tariadi. ‘TesrL fhi sesuai denoah

teori akibat dalam Hukum Pidang Islam,

Untuk menetapkan adanya pertanggungjawaban pidana
atas pembuat, disyaratkan adanya hubungan sebab akibat
antara perbuatan dengan akibat yang terjadi. Penetapan
adanya hubungan tersebut, tidak sukar apabila perbuatan
tersebut merupakan perbuatan Tlangsung Yyang menimbulkan
akibat. Kalau perbuatan tersebut berupa sebab (perbuatan
tidak 7Jlangsung) yang tidak berhubungan langsung dengan
akibat yang terjadi, maka agak sukar untuk menentukan

adanya hubungan sebab akibat. Kesukaran tersebut semakin

bertambah besar, apabila sebab-sebab yang mengantarkan

kepada akibat yang terjadi banyak jumlahnya, baik saling

membantu dan berangkai-rangkai dan atau saling memutuskan

daya kerjanya yang lain.

seseorang bertanggung jawab atas akibat yang ditim-

bulkan oleh perbuatannya. baik ia sendiri yang menimbul-
u

K a ataupun perbuatannya itu sendiri merupakan salah
anny

yang menimbulkannya. Kalau seorang melukai

sud untuk membunuhnya, kemudian

satu Ffaktor

orang l1ain dengan mak

a tersebut manimbulkan kematian, maka orang

Tuka-Tuk
bertanggung jawab atas pembunuhan itu.

tersebut ( pembuat)

Sebelum membahas lebih jauh tentang pertanggung-
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Jawaban pidana, terlebih dahuly dikemukakan pengertian

dan dasar pertanggungjawaban pidana, baik dalam hukum

positif (KUHP) maupun dalam Hukum Pidana Islam

{ Jinaayaah).

3.3.1 Arti dan Dasar Pertanggungjawaban Pidana

Pada dasarnva pengertian pertanggungjawaban pidana
dalam hukum positif tidak berbeda perumusannya dengan
pengertian pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Pidana
Islam (Jinaayaah).

Pertanggungjawaban pidana adalah pembebanan kepada
seseporang vang telah melakukan perbuatan pidana yang

dilakukannya dengan kemauan sendiri dan mengetahui akibat

dari perbuatannya.
Pengertian tersebut dapat diketahui bahwa unsur-

unsur pertanggungjawahan pidana adalah :

Penanggung jawab pidana, perbuatan yang bersifat melawan

hukum, dilakukan dengan kemauan sendiri dan pembuat
]

mengetahui atau menginsafi akibat pEFOUALanRYS.

P nggung jawab pidana dapat berupa corang dan dapat
ena

i .th.:96) menguraikan
kum. Satochid (T
berupa badan hu
i subyek perbuatan pidana
Hattum menganal
pandangan van
mengemukakan sebagal berikut
idana negeri belanda hanya manusia dan
pi dalam pl (suatu kelompok manusia yang mampu
hadan hqkiﬂjuan rertentu) yang dapat menjadi subyek
mempunyal ;
strafbaar feid. _ ‘
atau badan hukum yang dimintai pertang-
saseorand
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ungjawah ;
gungj an pidana haruys telah terbukti berbuat zeun

kesal :
e ahan yang Mengakibatkan dapat dipidananya terdakwa,

Sedang untuk menentukan ada atay tidak adanya kesalahan

haruslah

a) Melakukan Perbuatan pidana:

b} Mampu bertanggung jawab;

¢) Dengan kesengajaan atau karena kealpaan: dan
d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Kemampuan bertanggung jawab adalah unsur kedua vang
menentukan ada atau tidak adanya kesalahan. Pada haka-
katnya setiap orang dipandang akan mengetahui akan adanya
undang-undang serta peraturan-peraturan yang berlaku.
Oleh karena itu, maka setiap orang yang mampu member
pertanggungjawaban pidana, tidak dapat menggunakan alasan
bahwa ja tidak mengetahui akan adanya suatu peraturan
perundang-undangan yang mengancam dengan hukum atas
perbuatan yang dilakukannya. Tidan mengetahui atau tidak

memahami akan adanya perundang-undangan, bukanlah alasan

untuk mengecualikan penuntutan atau bahkan bukan pula

alasan untuk meringankan hukuman.

Di dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti
kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu
KUHP yang berbuny

perbuatan yang tidak dapat di-

-

jalah Pasal 44

1) Barang siapa me1akukan .
padanya, disebabkan karena Jiwanya

' bkan
ertanggungJjawa Ny _
] [gabrekkiga-sntwrjke?rng} atau

cacat dalam tubuhnya
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terganggu i
ganggu karena penyakit (ziekelijke storing) tidak

dipidana.

2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertang-

gungjawabkan disebabkan karens Jiwanya cacat dalam
tubuhnya atau terganggu karena penyakir, maka hakim
dapat memerintahkan orang 1tu dimasukkan dalam rumah
sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai percobaan.
Dengan berdasar pada ketentuan tersebut, maka dapat
dikatakan bahwa orang yang mampu bertanggung jawab adalah
orang yang tidak dilindungi oleh Pasal 44 KUHP di atas.
Roeslan Saleh (1983:79) menyebutkan bahwa : Mampu ber-
tanggung jawab adalah mampu mengisyafi sifat melawan

hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu

menentukan kehendaknya. Ini berarti bahwa untuk menentu-

yang menentukan (Roeslan Saleh, 1983:79) sebagai beri-

kut

faktor akal {(Intelektual

fang perfﬂffad;;;tupn?gmageuawadakan antara perbuatan

fahtﬂF? 1 holehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah

yang diper c;aan atau kehendak (Folitional faktor)

faﬁtur pera menyesuaikan tingkah lakunya dengan

EaTt” ;?gﬁuatas mana yang diperbociehkan dan mana
ainsy

yang tidak. -

; . ang an tidﬂk EEhat ard ﬂf& atﬂu

Dengan demikian, ©f

tidak mampu men
na me 1akukan suatu perbuatan pidana

getahui akibat dari pada
orang yang

1 a
perbuatannya, bitam

t dﬁper5a1ﬂhkan

karena ia dianggap tidak dapat

tidak dapa a sebagai salah satuy

mempartanggungjawah
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unsur adanya kesalahan

Pertan : :
sgungjawaban pidana adalan pembebanan kepada

seseora
ng yang telah melakukan perbuatan pidana, yang

dilakukannya dari kesadaran dan kemauan sendiri.

Pengertian tersebut sama dengan pengertian pertang-
gungjawaban pidana menurut Hukum Pidana Islam. Abdul
Qadir Audah (T.th.:392) memberikan penjalasan tentang
arti pertanggungjawaban pidana dalam bukunva sebagai

berikut :

Pengertian pertanggungjawaban pidana adalah dalam
syarait Islam jalah pembebanan sesecrang dengan
hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan)
yvang dikerjakan dengan kemauan sendiri, di mana ia
mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari

perbuatannya itu.
Orang yang melakukan syatu perbuatan pidana bukan

kemauan sendiri, akan tetapi karena ada unsur daya paksa

misalnya, pelaku tersebut tidak dapat dimintai pertang-
gungjawabannya atas perlakuan yang dilakukan. Demikian
juga halnya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana
di mana ia tidak mengetahu] akibat dari pada perbuatan-
i anak yang belum dewasa atau orang gila iapun

nya, sepert
tidak dapat dimintai ﬂErtﬂﬂEﬂU”Eja“abE” pidana.

pertanggungjawaban pidana menu-

palam hubungan ini,

+ Huk pidana Islam ditegakkan atas tiga hal yaitu
ru ukum

erbuatan yand dilarang, kedua; dikerja-
ya P

pertama; adan .
dan ketiga; pembuatnya menge-

gandir1-

kan dengan kemauan |
orbuatannya 1tu.

tahui akibat dari pada P
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Ketiga
ga hal tersebut menentukan adanya pertanggung-

jawaban pidana, manakalah ketiga hal itu ada, maka ada

pula pertanggungjawaban pidana,

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan, bahwa
pada dasarnya pengertian dan dasar pertanggungjawaban
pidana dalam Hukum Pidana Positif (KUHP) tidak berbeda
dengan pengertian dan dasar pertanggungjawaban pidana

dalam Hukum Pidana Islam (Jinaayaah).

3.3.2 Hal-hal Yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pida-

na
Berdasarkan Hukum Pidana Positif, bahwa pertanggung-
jawaban pidana atau straafbarheid atau criminal Tiability

pada diri seseorang pelaku tindak pidana, maka haruslah

memenuhi empat syarat (Roeslan Saleh, 1983:81) sebagai

berikut :

1. ada suatu tindakan ( commission atau ommission) oleh

sipelaku.

2 memenuh i FumuSan-rumusan delik dalam undang-
« Yang

undang. ; — =
o an ukum atau
: itu bersifat melaw
3. dan +indakan
unlawful
ungjawaban.

4, pelakunya harus dapat dipertanggd

. adalah akibat kombinasi prasyarat
ini

struksi | |
Kon an dar pgrtﬂﬂggungJEHahﬂﬂ pidana.
i

EGUHT
bagi dan pendg guﬂgja"ﬂba” pidana kesemuanya

- n
gyarat bagl pertans
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telah ditetapkan dalam PEraturan-peraturan tertulis yaitu

syarat-syarat yang membebaskan seorang terdakwa dari per-

tanggungjawaban pidana terdapat sebagian dalam peraturan
tertulis dan sebagian dalam peraturan tidak tertulis.

Hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat
melawan hukum atau wunlawful.

Di dalam hukum pidana ada asas yang berbunyi bahwa
tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas
kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada
terdahulu dari ketentuan itu.

Asas ini disebut juga asas nullum delictum yang
berfungsi untuk menjamin kepastian hukum terhadap warga

masyarakat. Ada beberapa alasan pembenaran keadaan di

mana perbuatan melawan hukumnya hapus yang mempengaruh i

pertanggungjawaban pidana bagi pembuat (dader) yaitu

paksa ( noodweer)

ur dalam Pasal 49 KUHP

ad.a Pembelaan ter

Sebagaimana yand diat

melakukan perbuatan yan

unya dar'i
kepunyaan orang lain, terhadap

1 tubuh, kehormatan atau benda
pembelaan seper

kepunyaan sendiri atau
gacara melawan hu
tidak dapat dihukum.

kum mengancam secara

serangan yang
itu Juga,

ketika
pace jelasan bahwa dalam keadaan

1akukan tindakan untuk membela diri
=

rang M -
seee” Ketentuan ini pula

terpaksa

tidaklah dapat

dikenakan hukuman .
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sebagal dasar seseorang dapat digolongkan dalam keadaan

darurat oleh karena ity untuk dapat dikategorikan sebagai

dalam keadaan darurat harusi]ah memenuhi syarat-syarat

sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk
mempertahankan (membela), jadi tak ada jalan lain.

2. Pembelaan itu harus dilakukan hanya +terhadap kepen-
tingan badan, kchormatan dan barang, baik milik sen-
diri madpun milik orang lain.

3., Harus ada serangan yvang melawan hukum dan mengancam
dengan tiba-tiba pada ketika itu juga.

sebagai contoh : ada seorang memasuki rumah tiba-
tiba pencuri menyerang kepada pemilik rumah secara

mendadak yang mengakibatkan terjadinya perkelahian, dalam

perkelahian tersebut si pencuri itu mati, maka sipemilik

rumah yang diserang ity dapat dikatakan dalam keadaan

darurat (noodweer).

ad.b Keadaan Terpaksa ( overmach)

= Ii 1
mirip pembelaan terpaksa ialah keadaan
Bentuk yang miri

daan yang mendorong
emaksa gdalah kea
memaksa. Keadaan m

g untui{ mE'IEIﬂQE
oleh karena itu

ar norma hukum di luar kemauan

seseoran paksaan yang datang

yang bersangkutan.
r tidak dapa
kan tindakan
jelas sekali
«garangsiapa melakukan parbuatan

E dikuasainya menyebabkan orang

dari lua sidana yang EAdEl danat

tersebut melaku . tardapat pada Pasal
. ran 1n1
dihukum. Peratu

§
48 KUHP yang berbuny
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karena terpaksa oleh sBsuatu kekuasaan yang tak dapat

dihindarkannya tidak boleh dihukum®

Keadaan yang bersifat memaksa dalam keadaan darurat

ini ialah bila terjadi pelanggaran terhadap orang lain

tetapi pelangsaran itu justru untuk melindungi dirinya.

Keadaan terpaksa harus diartikan baik paksaan bathin
maupun lahir, rohani, maupun jasmani.

kKekuasaan yang tidak dapat dihindarkan 1ialah suatu
"kekuasaan yang berlebih” kekuasaan yang pada umumnya
dianggap tidak dapat dilawan, suatu overmacht yang oleh

Jonkers (Soesilo, 1964:63) membedakan kekuasaan ini atas

tiga macam yaitu :

1) Yang bersifat absolut. pDalam hal ini orang itu tidak
dapat berbuat lain, ia mengalami sesuatu yang sama
sekali tidak dapat mengelakkannya. Ia tidak mungkin

11ih jalan lain. :

2) $§ﬁ;1é2rg?f3t relatif, di s1im kekuasaan atau kekuatan

i i idak penuh
orang itu tidak mutlak, ti =
iﬁgﬁgm?§225§1paksa ity masih ada kesempatan untuk

o tan yang baik.
3) $Em1]EZrSH:nsﬂgggu:eadaan darurat, bedanya dengan ke-
ang Pn barsifat relatif ialah bahwa pada keadaan
kuasaan yang rang yang dipaksa itu sendirilah yang
darurat 1n1-cl~wa pidana manakah yang oa lakukan 1tu
K ;uasaan yang bersifat relatif orang 1tu
sedang pada ke .wa pidana manakah yang seharusnya

1Eaﬁ3;“ﬁ;raini yang mengambil inisiatif
g memaksa.

perupa keadaan terpaksa "secara

ialah orang yan

overmacht 1tu dapat

terpaksa ~cacara psikis” secara Figik
n

' - nr Haadaa
fisik™ dan aan yang dilakukan oleh orang

ks
a karena Pa
dapat harup sapart1 memegang tangan orang

kekuasaan,

yang mempunyal i
andatangani

a uﬂtlﬂi mern

sepucuk surat di dalam

yang dipaks
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gjahat
ke an pemalsuan surat, sebagaimana yang dikemukakan

oleh Simons (lamintang, 1964:39)

Selanjutnya Simons (Lamintang, 1964:39) menjelaskan
bahwa pembentuk undang-undang tidak menentukan sesuatu
lebih Tanjut mengenai bilamana dapat dikatakan terdapat
overmacht dan menyerahkan masalah tersebut kepada hakim
untuk membearikan penilaiannya secara bebas. Tidak setiap
penvebab ketakutan merupakan dasar untuk meniadakan
hukuman, sebaliknya adalah tidak perlu, bahwa kekerasan

atau ancaman kekerasan itu selalu harus ditujukan kepada

orang yang dipaksa secara pribadi.
Pompe memberikan penjelasan mengenai overmacht

(Lamintang, 1964:39) bahwa pada dasarnya Pompe lebih

setuju dengan pengertian overmacht sebagai setiap

tekanan, terhadap hal mana orang tidak periu mengadakan

perlawanan.

Kemudian agvermacht menurut van Hattum ( Lamintang,

1964:39) bahwa overmacht dilukiskan oleh M.v.T. sebagai
ekanan atau paksaan terhadap

setiap kekuatan, setiap t

n mana orang tidak mam

sebut dapat terjadi secara fisik

d pu untuk memberikan
keadaan-keadaa

paksaan ter
ja dapat pu

perlawanan.
ikis 1a dilakukan oleh orang
maupun secara PSs '
j kekerasan, ancaman atau dengan

ketiga dengan memakal

in— in Card. |
Taynrieh ini disyaratkan,

herlakukan pasal

a at mem
Untuk dap 4 telah dilakukan di bawah

orpuatan 1%

bahwa suatu P



160

a
pengaruh suaty tekanan atay kekuatan, terhadap hal-hal

mana tersangka tidak mampu untuk memberikan perlawanan.

ad.c Perintah Jabatan

suatu perbuatan tidak bersifat melawan hukum bila

perbuatan itu terjadi untuk melaksanakan perintah jabatan

oleh kekuasaan yang berwenang,

Pasal 51 KUHP (Lamintang, 1964:45) berbunyi
"Tidaklah dapat dihukum, barangsiapa melakukan suatu

perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan, yang
diberikan oleh kekuasaan yang berwenang”.
Untuk tidak dapatnya dihukum orang yang melaksanakan

suatu perbuatan atas perintah jabatan yang gsah harus

memenuhi dua syarat sebagaimana Pompe (Lamintang,

1964:45) mengemukakan sebagai berikut

' ' leh orang
intah tersebut harys?ah_d1anggap olek ;
- g:ggarm;$:ksanahannya sebagai perintah yang diberikan

berwenang untuk itu.
oleh seorang atasan yaggah oleh orang bawahan haruslah

eri :
2) Banwa peiakeanaan perinten SISt Oy e subasa

orang bawahan.

Selanjutnya Simons (Lamintang, 1964:45-46)
=

bahwa pemhentuk undang-undang tidak membatasi
n ba

hukumnya jtu hanya pada pelaksanaan

memberika

hal tidak dapat di
bahwa

ang diberikan oleh kekuasaan yang

i h ¥ | ang diberikan oleh
sebuah perinta puah perintah ydétat meniadakan

juga S€ nan
berwenang, Jﬁf tidak berwe : intah tersebut
g - abila perin
kekuasaanakbé tetap”hﬁ”ggﬂﬂg bawahan dan pelaksana-
hukuman an ole ng lingkup pekerjaannya
dalam arti me akukan tin-
diperintahkan kepadanya

i i1 jabatannya.
dakan*t1”d355tgrmasuk kedalam kewajiban J ¥
n
yang umLim

perintah jabatan Fapm
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Kemudian
Wewenang seperti yang dimaksud di dalam

1 :
Pasal 51 KUHP ditentukan oleh segi formal dan O S

dari kewenangan tersebut sebagaimana van Hamel

(Lamintang, 1964:46) menyatakan bahwa -

-

iigatan dari orang yang memberikan perintah dan
ibungannya dengan orang yang ia perintah, ruang
Tingkup dari kewenangannya, dan oleh bentuk serta
isi dari perintah itu sendiri haruslah dinilai
menurut peraturan perundang-undangan. Karena hak
untuk memerintah agar perintahnya ijtu dilaksanakan
tergantung pada haknya untuk memerintah.

Berdasarkan penjelasan beberapa ahli hukum pidana
yang dikemukakan dan penjalasan dari Pasal 51 KUHP
tersebut, maka Penulis dapat meny impulkan bahwa syarat
pertama yang disebutkan pasal ini ialah, bahwa orang itu

melakukan perbuatan atas perintah jabatan. Antara pembear i

perintah dengan orang yang diberi perintah harus ada

hubungan yang bersifat kepegawaian negeri, bukan pegawai

partikulir. Tidak perlu bahwa yang diberi perintah itu

harus orang bawahan dari yandg memerintah, yang penting

adalah bahwa antara yang memberi perintah dengan orang

yang diberi perintah ada kewa]iban untuk menaati perintah
g

itu,
ahwa perintah harus diberikan oleh

Syarat kedua jalah B

hak untuk memberikan perintah itu.

kuasa yang ber |
gngan KUHP, maka Hukum Pidana Islam

seperti halnya d |
hal yang mempengaruhi pertang-

7 tentand hal-

{ crimina ] 114
tardahu1u telah diuraikan unsur-

a mengena .
Jus = BiTity)-

gungjawaban pidana

Dalam pagian yang
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unsur Jarimah yang Merupakan hal yang mempengaruhi
pertanggungjawaban pidana sekaligus SAFRE GRELK: TeRERt

kan sampai di mana perbuatan seseorang dapat pertanggung-

jawaban, karenanya dapat dipidana.

Pada umumnya siapa saja yang melakukan perbuatan
pidana (Jjarimah) dapat dijatuhi pidana. Akan tetapi
karena alasan-alasan dan keadaan-keadaan tertentu, si
pelaku jarimah tidak boleh dijatuhi hukuman atau pidana.

Menurut Hukum Pidana Islam, alasan-alasan yang dapat
menghapuskan pertanggungjawaban pidana di antaranya ialah

karena keadaan terpaksa, karena pembelaan darurat, dan

karena perintah jabatan.

ad.a Keadaan Terpaksa

Pengertian daya paksa menurut syariat ialah sebagai-

mana Haliman (1971:174 menyatakan bahwa : "Perbuatan yang

terjadi atas spseorang ialah di mana perbuatan itu luput

pada HEF'E‘IE-EHHFE ataupun dﬂl""i‘ pada kEr‘nauaﬁ bebas

(ikhtiar) orang tersebut’.

kut daya paksa dikemukakan
1 ng menyansg
Rumusan 1ain ya

(1973:20) bahwa Kk

dipaksa ialah orang yang tidak ada

i dang
ng-orang Y&ns idak ada pula ikhtiar, se
igzaaaﬁ baginya §2?3ﬁ1a5a5 dari pada pembebanan.

b t tidak ada, maka pidah
::gg$$g kedu rt&nggungjawﬂbﬂﬁ pidana

ula pembeX
?g?iéana? ?rﬂb?Titf}.

eadaan paksa ialah
oleh Sayid Sab1q

yang dikemukakan oleh Sayid Sabig
n apa2

1ajan dengd

m surah al-Bagarah

h b
tersebut a11ah tela
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ayat 173 (Depag, 1980/1881:42) yang berbuny

«-«.T@tapi barangsi
(memakannya) Eadangsaana dalam keadaan terpaksa

: ia tida T
tidak ada dosa bagi k menginginkannya, maka

: Nya. Sesungguhnya Allah Maha
PEHQ&WDUH 1391 Maha Penyayang' e *

Juga dijelaskan dalam Hadist dalam Hadist Rasulullah

SAW (Muhammad Imarah, 1955:44) yang berbuny i

Sesungguhnya Allah telah mengangkat hukum dari
ummatku terhadap orang yang keliru, orang yang lupa
dan apa-apa yang dipaksakan kepadanya (riwayat
Tabrany).

Terangkat dari ummatku keliru, Jupa dan apa yang ia
keriakan karena terpaksa (Sayyed Hossen, T.th.:70)

Berdasarkan ayat dan hadist tersebut, maka hukum
Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan bahwa orang
vang terpaksa tidak dimintai pertanggungjawabannya, bahka

menurut ayat dan hadist tersebut, bhukan saja pelaku

perbuatan pidana yang tidak dapat dihukum akan tetapi

tidak ada dosa sama sekali baginya.

Dalam hubungan ini, pada kasus-kasus yang berat,

seperti seorang me lakukan pambunuhan, maka jika si pelaku

pembunuhan mengemukakan alasan karena terpaksa, e il
ini tidaklah akan diterima begitu saja, tetapi harus
1n1 ida

terdapat hal-hal sebagai berikut :

aksa.
1) Kemamouan orang yang mem

s prang yand dipak
ja harus menetang terlebih

sa atas suatu ancaman.

2) Ketakutan ata
pa!‘-’. 58,

di
3) Keadaan orang wa orang yang dipaksa itu

Etarusﬂfa bah

u dan 8
dahul cam jiﬁﬂ dan angg

ota badannya.

12 476) nengemukakan pandangan Mazhab
1971+
Haliman (
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Hanafi tentang daya paksa sebagai berikut :

Ulama Mazhab Hanafi m
dinamakan ikrah mulja embedakan keadaan paksa yang

: » Yakni apabila perbuatan yang
dilakukan dengan paksa itu disebabkan oleh karena

ancaman akan hilangnya jiwa atau anggota badan,
dalam hal ini tidak ada kerelaan dan ikhtiar,
sedangkan apabila perbuatan itu disebahkan oleh
karena pengurungan atau penuntutan atau pukulan, di
mana kerelaan tidak ada, tetapi ada ikhtijar, maka
hal 1n1 dinamakan ifkrah ghairu mulja.

Dari penjelasan tersebut, maka paksaan itu dapat
dibagi dua yaitu paksaan yang secara mulja dan paksaan
secara tidak mulja. Dengan pembatasan yang dikemukakan
oleh Hanafi tersebut maka diperoleh suatu pengertian
bahwa orang yang melakukan suatu kejahatan dalam keadaan
terpaksa, tidaklah dapat dipertanggungjawabkan atas

perbuatannya. Lain halnya dengan bentuk yang kedua, di

mana pelaku masih ada pilihan antara melakukan dan tidak

melakukan, sekalipun ia harus mengadakan perlawanan
]

terlebih dahulu. Jadi dalam istilah lain bentuk 7Tkrah

1ja itu sama pengertiannya dengan paksaan relatif dalam
mulja 1

hukum positif.

yooa keadaan terpaksa 1ini
rip dengan
Keadaan yang Mmi

perbedaannya hanya terletak pada

adalah keadaan darurat,

. =7 pelaku.
. huatan dari

motif per gan ini ahmad Hanafi mengemukakan

pDalam hubun

(1988:277) bahwa cgbab timbulnya perbuatan

ipaksa oleh orang
perbedaan *;ﬂa’:n*’apaksaan. nﬂﬁ“%‘gﬂfheadaan darurat,
di manﬂtuk perbuat, :‘iﬂ:ﬂg dipaksa oleh orang lain,
Tain un

uatu keadaan
pembuat Eebapafmynadapat dorongan dalam S

akan tetapi 14
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yang mengh
ey dirﬁn?;ugtan Untuk mengadakan pembuatan jarimah
au orang lain terhindar dari bahaya.

ad.b Pembelaan

FPerbuatan pidana yang terpaksa dilakukanm untuk mem—

pertahankan dirinya atau diri erang lain atau memper-

tahankan peri kescpanan, harta benda kepunyaan orang lain
atau kepunyaan pribadi, dari serangan lawan yang sifatnya
melawan hukum dan mengancam pada ketika itu juga, maka
pelaku tidak dapat dihukum.

Hukum Islam dalam hal pembelaan dibagi dalam dua
bagian yaitu pembelaan umum biasa pula disebut dengan
amar ma'ruf, dan pembelaan khusus yang biasa disebut
dengan nahi mungkar. Hukum Islam menganjurkan bahwa
barangsiapa yang melihat terjadinya pelanggaran hukum,
ia merubah dengan tenaganya, Jjika tidak

maka hendaknya

sanggup hendaklah dicegah dengan lidahnya, dan kalau

tidak sanggup juga handaklah dicegah dengan hatinya.

Adapun pembelaan secara khusus falah pembelaan ter-

hadap diri dari cerangan yang melawan hukum, sedang segi

ua inilah yand dimak

udkan dengan pembelaan

sudkan dalam uraian ini.

yvang ked .

: khusus ialah

vyang dimaks
: keselamatan orang atau
. ang mangenal

setiap serangan Y

normatannya.

atau ke
harta benda embe’laan seperti tersebut, maka

+ dari obyek P
helaan yans me

pagainya adalah m

Diliha 1iputi diri, harta benda

: em
jelaslah bahwa P erupakan alasan-

se
dan kehormatan dan
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lasan ya
a yang menghapuskan Pertanggungjawaban pidana

F'Eft'dﬂﬂatn an ' m - H man
Y g d'll"[E ukakan oleh An Hawawi { alima
1'5?1 :152] hahwa

Fen '

Demgl?zgg Eerhadap setiap penyerang ialah berupa

kcsaéﬁ B erhadap jiwa, anggota badan, dan per-
au harta dan dalam peristiwa ini apabila di

pembela me ,
i mbunuh penyerang, maka tidak ada ghanti

Berdasarkan rumusan tersebut, maka dapatlah
disimpulkan bahwa pembelaan itu mengandung beberapa unsur

yakni
1} Harus terdpat serangan yang bersifat melawan hukum;

2) Serangan itu harus mengancam pada waktu itu;

3) Serangan itu harus ditujukan kepada Jjiwa, anggota

badan dan harta;

4) Perlawanan itu dilakukan karena terpaksa.

Adapun dasar ketentuan ini bersumber pada Firman

Allah dalam surah al-Bagarah ayat 194 yang berbunyi bahwa
barangsiapa yang menyerangd atas kamu;, maka seranglah 1a

sebagaimana ia menyerang atas kamu .

Juga persumber pada Sabda Rasulullah SAW (Ahmad

yanyg bEFbUHFi

Hanafi, 1986:211)
i rampas hartanya tanpa alasan yang

d1 ]
i angs memearang]l dan membunuh, maka
ia I:;“ak:a hsg:ggmﬂaﬂT apabila 12 mati maka ia mati
tidak a #
syahid.

(asaf Fyree. 1965:90) yang berbunyi

mu bﬂ'lk ja &€

' lain ;
Hadist bagai penganiaya, ataupun

"Tolonglah Saudard

ia sebagai dianiaya -
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iwayat
Riway yang lain adalah (Al-Maragi, 1986:63) berbunyi :

"eg i 4o .
Sesungguhnya orang arang mu'min saling tolong menclong

atas orang yang suka menfitnah",

Dari hadist dan ayat tersebut, kita dapat mengetahui

adanya pembelaan jiwa orang lain atas kehormatannya atau

harta bendanya.
ad.c Perintah Jabatan

Pada prinsipnya setiap orang diwajibkan taat kepada
ulil Amri atau pemerintah yang sah, termasuk juga kepada
keputusan hakim.

syariat Islam memberikan hatas-batas ketaatan terhadap

pemimpin atau kepada penguasa.

Dengan demikian, maka tidaklah setiap perbuatan yang

dilakukan oleh karena perintah jabatan dilindungi dari

ancaman hukuman, akan tetapi ketentuan kepatuhan telah

'Ij'“f}at.-ﬂﬂ'i oleh syara, sebagaimaﬂa Hadist Nabi (Muh. bin

Ismail Al-Bukhari, t.th:234) yang berbuny i

. .a. Nabi SAW baagbda: wajib atas
Har :Iang;#ﬂiLnEengar dan panpaaty apa yang disukai
orang mu;d k sukai kecuall diperintahkan berbuat
‘HE f'att"'j.iakﬂ a diperintahkan berbuat maksiat, maka
fma 218%,

tidak boleh mendengar dan mentaatinya.

dist tersebut, bahwa hanya perintah

rkan ha ;
Berdasa dengan ketentuan syariat

‘b gj-ipatuh'i Dalam melaksanakan hal yang
ji -

Islam yang Wwa : ,
ang dapat dikecuall

kan dari hukuman,
demikian saja seseol
eorang diperint

alam melaksana

ahkan tidak mengetahui adanya

' iika ses .
Juga jika kan perintah tersebut

kemaksiatan,
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mestilah ia dikecualikan dari hukuman

Penegasan mengenai s

taat kepada Pehguasa atau peme-

rintah yang sah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam

surah annisaa ayat 59 (Depag, 1980/1981:121) yang

berbunyi : “"Wahai Orang-orang yang beriman taatilah A1l1lah

dan taatilah Rasul-Nya serta orang-orang yang mempunyai
tampuk pimpinan (penguasa) atau U14i71-Amri".

Dengan demikian, maka tegasnya, bahwa dalam melaksa-
nakan perintah jabatan yang dapat dikecualikan dari per-
tanggungjawaban pidana (criminal Tiability) adalah

perintah yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

3.3.3 Pertanggungjawaban Pidana Atas Timbulnya Suatu

Akibat

sehagaimana telah diuraikan, bahwa ajaran kausalitas

yang dianut oleh pengadilan di Indonesia adalah ajaran

kausalitas yang berdasarkan pada teori adeguate (Ceor:

imbangan atau taor?! kesesuaian), menurut teori 1ini
keseim
t rbuatan kadang—kadang tardiri atas beberapa sebab
suatu pe

sabab yang diperhitung
ada kesesuaian antara teori

kan adalah sebab yang
akan tetapi

1s
mempunyai hubungan kausa

Jam Hukum
n adanya pertangsing

jdana Islam.
sebab akibat da ] jawaban pidana
Untuk mgnatapka
disyaratkan &
gan akibat yan

tidak sukar apabila perbuatan

danya hubungan sebab akibat

atas pembuat, g terjadi. Penetapan

en
antara perbuatan ©

Ebutl
adanya hubungan i
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tersebut merupakan Perbuatan

akibat,

Tﬁﬂgsung yang menimbulkan

kalau perbuatan tersebut berupa sebab (perbuatan

tidak langsung)}, yang tidak bertenmu langsung dengan

i ¥ . .
akibat yang terjadi, maks agaR SRR GEEE REREREER

adanya hubungan sebab ahibat. Kesukaran tersebut semakin

bertambah besar apabila sebab-sebab yang mengantarkan
kepada akibat yang terjadi banyak jumlahnya, baik saling
mambantu dan beranghkai-rangkai atau saling memutuskan
daya kerjanva yang lain.

cesenrang bertanggung jawab atas akibat yang ditim-
bulkan oleh perbuatan yang dilakukannya, baik ia sendiri
yvang menimbulkannya maupun perbuatannya itu merupakan

salah satu faktor yang menimbulkannya. Jadi kalau seorang

melukai orang lain dengan maksud untuk membunuhnya,

kemudian Tuka=Tuka tersebut menimbulkan kematian, maka

i as kematian itu.
orang tersebut hertanggung jawab at

Hukum positif menganggap bahwa sgbab yang tidak mem-
uku

an akibat yang ditimbulkan, itu

punya hubungan kausal deng

artanggungjawabannya. Sebuah contoh yang

tidak dimintail P .
afi (1986:230) sebagal beri-

dikemulkakan oleh Ahmad Han

kut

dilan, polisi Bangun A
Keputusan Pend9ct o ristiwa peny nak berusia
April 1933 atas Poc an oleh seurg?ghaurang tuanya
motor yang tahun yand dibTaﬂgghut hanya dianggap
empat belas ! dakan o©rans teruE dapat untuk ter-
sebelumnya AL arat yang har tapi bukan sebagai
sebagai E”aggtﬁia tEFEEb“EgnEin mengingat bahwa
hubungan $ePa8 Son prukan tid

tarsebut
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keterangan tersebut menunjukkan bahwa pembuar syara
tidak dimintai pertanggungjawaban pidananya menurut hukum
positif, akan tetapi berdasarkan ajaran adequate, maka
pembuat yang diminta pertanggungjawaban pidananya adalah
pembuat yang mempunyaij sebab langsung (hubungan kausal)
dengan akibat yang terjadi atau yang ditimbulkan. Hal ini
sesual pula dengan ketentuan dalam Hukum Pidana Islam.

Menurut teori adeguate, bahwa perbuatan itu dibatasi
pada suatu keadaan Yyang mewujudkan akibat, artinya
dibataskan kepada pengalaman dan kebiasaan manusia (orang
banyak) karena pada umumnya ukuran cukup mewujudkan tidak

hersifat konkrit, tetapi abstrak yang tergantung pada

kebhiasaan orang dan yang mudah diterima oleh fikiran dan
kepuasan hatinya.

pDengan demikian, teori adequate ini tidak membeban-

kan sesuatu akibat pada pembuat kecuali apabila per-
gai sebab yang cocok (pantas)

sesuatu sebab dianggap sasuai,

buatannya dianggap seba

untuk menimbulkan akibat, I
] 1kan akibat yang sesual

3 untuk menimbu

apabila sudah cukup

] an manusia dan harus pula oleh rasa
biasa

dengan alat ke

keadilan. ajaran kausalitas (hu-

Dalam Hukum pidana Islam,

ausal) dianut

ntuan causall
menu1iskan sebagai berikut :

s 2uh sebelum ajaran causalitas yang
Ja

bungan ©

dianut hukum P tas, Abdul @adir Audah

Mengenai ket®

-230)
(Ahmad Hanaf1, 1986:22
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E?:gﬁ:; Eiﬂar;a tidak diminta pertanggungjawaban pi-
atas ma%inyaega ﬂEFbuatan?ya tidak merupakan 1ilat
serta memberikEEEGraﬂg' tidak berkasud untuk turut
sl oy an bantuan terlaksananya suatu per-

N pildana. Adapun pembuat langsung dan sebab
keduanya bertanggung jawab atas perbuatannya, karena
perbuatannya merupakan ilat bagi suatu kematian atau

tgrut serta dalam hal terlaksananya suatu perbuatan
pidana.

Selanjutnya tidak semua perbuatan pidana selalu
jelas keadaannya, karena sering terjadi suatu perbuatan
pidana di mana perbuatan pembuat tidak menjadi sebab
langsung bagi suatu akibat, melainkan terjadi serangkaian
sabab-sebab antara perbuatan pertama dengan akibat,
sehingga hubungan sebab yang terjadi menjadi lemah,

sebagai contoh jalah seseocrang menganiaya orang lain

sehingga menimbulkan juka-luka dengan maksud untuk

membunuhnya, kemudian menimbulkan korban luka-luka, laflu

korban membasahi luka-lukanya dengan air kotor sehingga

manimbulkan infeksi, kemudian pergi kerumah sakit untuk

di tengah jalan terjadi kecelakaan

dicbati, akan tetapi I
yang menambah heratnya luka dan setelah berada di rumah

ledakan bom yand mengakibatkan kematian.
pele

sakit terjadi

apakah pembuat bertanggung Jjawab atas
r

i ertanyaa
Timbul p pertimbangan bahwa luka-luka yang

kematian korban dengan

ababkan korban yand pergi ke rumah
eny

i m '
ditimbulkannya pat kepergiannya jalah kematian
a

yatnya bertanggung jawab atas

: i
sakit dan sebagal ak

h pemb
karena ledakan, ataukah P

penganiayaan saja. tersebut parsa ahli Hukum

hal
n
sehubungan dends
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Fidana Islam fukaha (Hakim, 1368:71) membuat pembagian

Sebab-sabah sebagai berikut

1) Sebab inderawwi seperti paksaan untuk melakukan pembu-
Nuhan,

2) Sebab nyarii seperti persaksian palsu dalam Jjarimah
pembunuhan dengan kesaksian itu hakim menjatuhkan
hukuman pada korban.

3. Sebab Urfy seperti menghidangkan makanan atau minuman
Jang mengandung racun.

Ketiga sebab tersebut digunakan sebagai pedoman
dalam menentukan Pertanggungjawaban pidana, maka dalam
suatu perbuatan yang terdiri atas sebab-sebab yang
berangkai. Misalnya seorang melocbangi perahu yang ditum-
pangi oleh orang lain dengan maksud agar ia tenggelam di
tengah-tengah lautan yang tidak bisa diselamatkan lagi.
Setelah perahu hampir tenggelam, penumpang melompat sen-
diri untuk berenang, kemudian ditelan oleh ikan. Dalam

contoh peristiwa tersebut pembuat bertanggung jawab atas

kematian korban, meskipun perbuatan pembuat yaitu melo-

bangi perahu, tidak menjadi sebab yang langsung bagi

kematiannya, melainkan menjadi sebab lompatnya korban ke

dalam laut dan melompatnya ini menjadi sebab ditelannya

oleh ikan, kemudian menjadi sebab kematiannya.

0i sinilah letak perbadaan hukum Islam dengan hukum
positif (KUHP), di mana hukum positif tidak membebankan
pertanggungjawaban pidana bagi pembuat yang tidak
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langsung menimbulkan suaty akibat, Dan diketahui pula

bahwa teorl causalitas dalam Hukum Pidana Islam, bahwa

pembuat tidak bertanggung jawab atas perbuatannya kecuali
kalau ada pertalian sebab akibat antara perbuatan dan
akibatnya. Untuk ini tidak diperlukan kesendiriannya per-
buatan pembuat sebagai sebab timbulnya akibat, melainkan
cukup apabila perbuatan tersebut menjadi sebab yang
menimbulkan akibat, baik sendiri maupun bersama-sama

dengan faktor lain dari pembuat sendiri dari orang lain.

3.4 Tentang Eksekusi Pemidanaan

Dalam KUHP selain mencantumkan kejahatan-kejahatan

yang diancam pidana, juga menetapkan tata cara pelaksana-

an pidana tersebut Yyang lazim disebut dengan eksekusi,

begitu juga dalam Hukum Pidana Islam (Jinaayaat).

Eksekusi dilaksanakan menurut cara yang ditentukan oleh

syara mengenai tata cara eksekusi ini akan diuraikan
]

menurut jenis pidana yang dijatuhkan.

ad.a Pidana Mati

Eksekusi pidana Mati ditentukan dalam Pasal 11 KUHP

1983:6) yang rumu
n oleh algolo pada tempat gantungan

( t, gannya sebagai berikut :
Moelyatno,
Pidana mati dijalanka

tkan tali yand terikat di tiang gantungan

dengan menjera

n leher rerpida

na kemudian menjatuhkan papan tempat

denga

i a berd'ir"'i- :
terpidan colah pemerintah Indonesia menetapkan

Akan tetapi S€
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cara eksekusi : ;
' Pidana mati dengan tembakan, maka ketentuan

pasal 11 KUHP adalah tidak digunakan lagi. Sebab salah
satu pertimbangan sosiologis Penpres No. 2 tahun 1964
(ketentuan tata cara eksekusi pidana mati di Indonesia)
menyatakan bahwa tata cara eksekusi pidana mati yang
berlaku dewasa ini (digantung) sudah tidak sesuai 1lagi
dengan perkembangan kemajuan saman serta jiwa revolus]
Indonesia.

ad.b Pidana Penjara
Pelaksanaan pidana penjara dibagi atas beberapa

kelas dan pidana penjara dimulai sejak keputusan hakim

dinyatakan mengenai penghukumannya.

Hukuman penjara boleh dijalani dalam rumah penjara

asal saja dalam bahagiannya sandiri (Pasal 28 KUHP) dan

dapat dijalani di luar penjara, akan tetapi harus diten-

tukan lain oleh undang-undang (Pasal 29 ayat 1 KUHF)

seperti dalam L.M. 1917 MNo. 708 yans diubah dengan L.N.

1948 No. 77 tentans peraturan kepenjaraan (Soedjono,

1974:89).

orang yang dihu
4 dengan wakt

kum penjara wajib dipekerjakan di

u-waktu tertentu (Pasal 14 KUHP) .

luar penJjar
selain jenis hukuman ini, dikenal pula hukuman
ela

hukuman P yang dapat memberi
an

grcobaan,
hersyarat d

perintah dijalank
h mgmutUﬁkE
meskipun P

annya hukuman persyarat adalah hakim

n dalam tingkat pertama atas usul

ang tela 3
yansg ula yang menjatuhkan hukuman

dari jaksa, Jadl



175

PRTEYANES ShU. hukuimn bandingan (revisi, apel) namun

kekuasaan untuk member] perintah menjalankannya hukuman

bersayarat itu tetap berada di tangan hakim tingkat

paertama.

Perintah itu dapat diberikan dalam hal

1) Bila terhukum dalam tempo percobaan melakukan peristi-
wa pidana.

2) Bila syarat-syarat istimewa dilanggar.

3) Bila terhukum sebelum habis tempo percobaan, telah di-
Jjatuhi hukuman karena peristiwa pidana yang telah
dilakukannya pada waktu sebelum tempo percobaan itu
mulai berlaku.

4) Setelah habis tempo percobaan pun masih dapat pula di-
hukum dengan bersyarat diperintahkan untuk dijalankan,

jalah karena terhukum telah berbuat peristiwa pidana

selama tempo percobaan itu, asal saja penuntutannya

telah dimulai sebelum tempo percobaan.

ad.c Pidana Kurungan

Pidana kurungan dijalankan di rumah penjara, orang

yang dihukum kurungan wajib dipekerjakan di luar rumah

ang diperintahkan kepadanya,
n Pasal 29 KUHP. pekerjaan ini

; sgsuaj dengan
penjara ¥

peraturan untuk menjalanka

an
lebih ringan dibandingkan dengan pekerjaan orang yang
Hukuman kurungan dijalani di dalam

dihukum penjara.
n siterhukum. waktu

daerah (gewest) tempat kediama t
1 ! tempa
keputusan hakim dijalankan atau hila ia tidak bertemp
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kediaman, di dalam daerah tempat

ia ada pada waktu itu,

kecuali kalau atas Permohonannya, Menteri Kehakiman

mengisinkan akan menjalani hukuman ity df tempat lain

(Pasal 21:1 KUHP).

Jadi terhukum kurungan Jika tidak ada permohonannya
sendiri, hukumannya harus dijalankan dalam daerah tempat
tinggalnya Eendjri. Lain dari hukuman penjara yang dapat
dikirim kemana-mana di Indonesia untuk menjalani hukuman-
nya.

Baik hukuman penjara maupun hukuman kurungan
dianggap mulai dijalani
1) Jika terhukum sebelum ada keputusan itu sedang menja-

lani tahanan sementara, maka pada hari wvonnis tidak

dapat diubah lagi.

2) Jika terhukum tidak dalam tahanan sementara, maka hu-

kuman dijalankan pada hari vonnis itu dijalankan.

ad.d Pidana Denda

Denda dalam hukuman yang dikenakan terhadap harta
an

Jika terhukum dikenaka
a diganti dengan hukuman kurungan

n hukuman denda dan
atau kekayvaan.

denda tidak dibayar. mak

Jadi terhukum boleh memilih membayar

Pasal 30 ayat 2).
| ungan pengganti denda. Lamanya

denda atau pidana kur

penggaﬂti
akan tetapi apab

h dijatuhkan selama-lamanya

denda adalah minimum satu hari

n )
hukuman kurunga ila ada kenaikan

n
dan maksimum anam pulan,

denda, maka K

delapan bulan (Pasal
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Pada -
waktu dijatuhkan hukuman denda, maka dalam

b 1
surat keputusan hakim menentukan pula berapa harj hukuman

kurungan yang harus dijalani sebagai pengganti, apabila

denda tidak dibayar. Jenis hukuman ini biasa disebut

hukuman subsidier. Ketentuan tentang pelaksanaan hukuman

diserahkan kepada kebijaksanaan pegawai yang menjalankan
vonnis (Jaksa dibantu oleh Polisi).
ad.e Pncabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu dapat dilakukan pada
hari keputusan hakim dapat dijalankan, jadi bukan pada
hari hukuman mulai dijalani, sehingga mulai hukuman
dijalankan dengan mulainya berlaku tempo pencabutan hak-

hak itu tidak sama waktunya. Ketentuan ini tercantum

dalam Pasal 38 ayat 2 KUHP.
ad.f Perampasan barang-barang tertentu
39 KUHP menentukan barang-barang yang dapat

Pasal

dirampas yaitu antara lain : Barang kepunyaan siterhukum

yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja

dipakai akan melakukan kejahatan dapat dirampas.
Bila barang-barang itu telah dibeslah, maka dapatlah
1ia - -

ang dan uand pendapatannya disetor

kemudian dijual lel

gara (Pasal 42). A
maka harga barang-barang 1itu

kan tetapi apabila barang-

dalam kas ne

barang itu tidak dibeslah,

jika jumlah uang tidak

ini dissbutkan dalam surat

ditaksir dan n sama sekali lamanya

keputusan hakim den

gan penggatiny:

hukuman kurun
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1|:|ﬂ EI. ¥ I

enyerahka -
meny n barang barangnyg atau membayar Jumlah yang

elah dj Ir 9
t 1taksir itu, atay menjalani hukuman Kurungan

penggantinya,
ad.g Pengumuman keputusan hakim

Semua putusan hakim sudah harus diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum, tetapi sebagai hukuman tam-
bahan, putusan itu dengan istimewa disiarkan sejelas-
Jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim, misalnya
melalui surat-surat kabar, radio, ditempelkan di tempat
umum sebagai suatu kecualian adalah ongkos siterhukum,

oleh karena ada suatu aturan bahwa semua biaya-biaya atauy

ongkos hukuman atau kurungan atau penjara dipikul oleh

negara (Pasal 42 KUHP).

Seperti yang telah diuraikan terdahulu bahwa jarimah
dalam syariat Islam dibagi menjadi, yaitu Jarimah hudud,
Jjarimah gisash diyat, dan jarimah Ta'zir. Bagi orang yang
terbukti memperbuat jarimah—jarimah tersebut, maka ija

mendapat hukumannya yand telah ditetapkan, dan bagi orang

ada sangkut
maka ia dibebaskan.

ta tidak pautnya dengan perbuatan
Yang ternyatda

yang dituduhkan kepadanya,

hal ini pelaksana
raikan menurut m

an hukuman yang lazim disebut

Gt acamnya Jjarimah pada

eksekusi, akan diu
i i kut
uraian berik ~imah Hudud

da Ja
ad.a Pelaksanaan hukuman pa

mgnjﬂd‘i HESE

akatan para fukaha, orang yang
p

sudah
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menjalankan huky
man yang ditataﬂkan untik jarimah h
Tma udud

¥ }l'

diberi wewean
a8ng olehnya, karena hukuman had menjadi hak
i ha

b i
Tuhan dan dijatuhkan untuk kepentinga
e 2an masyarakat. 0Oleh

maka harus diserahkan kepada wakil masyvarakat
aitu Ke in i
y pala MNegara. Selain itu pelaksanaan hukuman had
memari

ukan kepada kesungguhan (Ijtihad) dan penelitian

ehi i |
sehingga tidak akan kurang atau lebih dari ukuran yang

sebenarnya, dan oleh karena itu harus diserahkan kepada
penguasa negara atau orang yang ditunjuknya.

Adapun dasar hukum diserahkannya tugas pelaksanaan
hukuman kepada penguasa adalah sebagaimana Sabda Nabi SAW

(Ahmad Hanafi, 1988:339) yang berbunyi : "Empat perkara

diserahkan kepada penguasa, yaitu hukuman had, harta

sedekah, shalat jum'at, dan harta Fa'ji".

cara eksekusi bermacam-macam, ada yang dilakukan

dengan rajam, khusus untuk pezina, ada yang dilakukan
dengan potong leher (pancung), g1 suyib abat DeRgan G
lain yang mematikan. semua itu haruslah dilakukan dengan

manusiawi.

mengindahkan nilai-nilai
haruslah di depan umum

idana mati ini

Pelaksanaan P
“terbuka untuk umum’, sebagaimana

atau yang Tazim disebut
T dalam syrah An-Nur ayat 2 ( Depag,

firman Allah SW
“Handaklah menyelesaikan

1980/1981:543) yand berbuny 1

e dengan EEEG]GHQH
u1a.DTEh Rasululla

n kaum mu’min”.
penghukumanny

pipraktekkan P

h SAW apabila MNabi
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laksanaka i
o N hukuman mat terhadap Seseorang, yang akan

dihukum matq.

ad.b Pelaksanaan hukuman Pada Jarimah Ta'zqir

masyarakat, dan oleh karena itu menjadi haknya dan
dilaksanakan oleh wakil masyarakt, orang lain selain
Penguasa negara atau orang yang ditunjuk olehnya tidak
boleh melaksanakan hukuman ta'zir, meskipun hukuman yang

menghabiskan nyawa. Apabila ia melaksanakannya sendiri,

maka ia dianggap sebagai pembunuh.

Di sini terlihat adanya perbedaan, sebab untuk orang

vang melaksanakan sendiri hukuman had yang menghabiskan

nyawa tidak dianggap sebagai pembunuh, sedang untuk

Jjarimah ta'zir dianggap sebagai pembunuh, perbedaan inf

disebhabkan karena hukuman had tidak bisa gugur atau

dimaafkan, jadi hukuman yang pasti dan harus dijalankan,

; b imaafkan oleh penguasa negara
sedang hukuman ta'zir bisa d

sewaktu-waktu. |
man Pada Jarimah @Qisash

ksanaan Huku | _
ol hukuman dalam Jarimah

n
Pada dasarnya pelaksanaa
guasa negara.
ya bisa dengan pengetahuan

Akan tetapi untuk
berada di tangan pen

: . ) alaksanaann o
FBETRAD G IEaR0 F ndiri atau walinya dan hal ini
n Se ;

(persetujuan) korba

adalah sebagal
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alah I L
i bagai ana Trman A3 lah SW dalam sura 1-I
58 m firm 1 rah A sra

ayat 33 (Ahmad Hanaf1, 1986:426) yang berbunyi
Dan barangsiapa ]
: Yang dibunuh denga i
telah memberikan Kepada walinya gu?ainﬂzigésgiﬁa

maka hendaklah ia i -
melakukan ﬂembunuhan‘hdaH Perlebin-lebihan dalam

D1 kalangan fukaha sudah menjadi kesepakatan bahwa
wall korban bisa melaksanakan gisash dalam pembunuhan
dengan syarat harus di bawah Pengawasan penguasa, sebab
pelaksanaannya memerlukan ketelitian dan dijauhinya
kezaliman. Kalau dilaksanakan tanpa kehadiran petugas
negara, maka terjadi gisash pula. Karena ja di-anggap
menghianati kekuasaan negara, karena melaksanakan gisash
termasuk kepentingan umum. Maka tidak ada halangan-nya
kalau diangkat orang-orang ahli untuk melaksanakan
hukuman hudud dan gisash-diyat yang pandai dengan
mendapat upahnya dari negara, kalau wali tidak pandai

menjalankan gisash maka pelaksanaannya diserahkan kepada

orang-orang ahli tersebut Ash-Shiddiqy, (1977:420).

Adapun tata cara pelaksanaan gisash adalah; menurut
n Ahmad dalam melaksanakan hu-

Imam-imam Abu Hanifah da
h hanya dibolekan mamakai pedang,
Pendapat tersebut

bagaimanapun
kKuman qgisas
oleh pambuat.

juga, alat yang dipakal
d Hanafi, 1986:341) yang

sululiah SAW (Ahma

atas Sabhda Ra
a hukuman gisash kecuali dengan

“Tidak ad

berbuny i = -
j17a bis saify)” .

edang, (la gawada _
B [mam Malik, Syafi’l dar ZEDREHpE EIANN
Menurut Ima
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mazhab Hambali, alat yang dipakasi

aisash harus sama dengan yang dipakai

untuk menjalankan

oleh pembuat, dan

hal ini sesuai dengan firman Allan swt dalam surah Al-

PRdRrEn Zyah. 194 iipay, 1980/1981:47) yang berbuny1
"Maka barangsiapa menganiaya kamu, maka hendaklah kamu
membalas seperti waktu ia menganiaya kamu,

Jika kamu menghukum, maks hukumlah seperti kamu dihukum
oleh mereka".

Pemakaian alat yang serupa dengan yang dipakai oleh
pembuat merupakan hak semata-mata dan oleh karena itu
bisa ditinggalkan dan memakai pedang Ash-Shiddiqy,
(1971:64).

Kalau para fukaha memilih pedang sebagai alat

pelaksanaan gisash menghilangkan nyawa. Akan tetapi kalau

ada alat lain yang lebih cepat membawa kematian serta

telah sedikit menimbulkan derita, maka ia tidak ada

halangannya untuk dipakal, seperti kursi 11strik Ash-

Shiddiqy, (1971:65).



Berdasarkan uraian dalam bab-bah terdahulu
dalam bab terakhir ini

BAB 4

maka

Penulis akan mengemukakan bebearapa

kesimpulan dan saran sebagai berikut

4.1 Kesimpulan

KUHP dan Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari
hukum pidana positif yang berlaku secara konven-
sional di seluruh dunia, masing-masing mempunyai
konsep hukum pidana yang dapat diklasifikasikan
sebagai sistem hukum pidana modern.

Hukum Pidana Islam (Jinaayaah) membagi kejahatan
yang diancam pidana ta'zir menjadi hak penguasa

dan ada yang menjadi hak Allah SWT, sedangkan

dalam KUHP tidak ada perbedaan.
Dalam KUHP kejahatan zina, minum-minum keras yang
sedangkan

berulang tidak diancam pidana mati,

dalam Hukum Pidana Islam kejahatan tersebut
=

diancam pidana mati.
Hukum Pidana 1slam (Jinaayaah) tidak membedakan
uku

pembunuhan denga
sebabkan karena pen
p membedakan penyebab dua

n sengaja dengan pembu-

tara _
- ganiayaan,

nuhan yang di

H
codangkan dalam KU

an tersebut.

pamidanaan. KUHP dan Hukum

jenis kejahat

pari eegi IV
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Pidana 1Is
lam ada perbedaan dalam hal menilai

rinsip-pringi '
P P=prinsip perikemanusiaan, sebab di dalam

KUHP insi i '
PrINSIip perikemanusiaan disandarkan pada

ak ik i
al pikiran manusia (an sich) sedangkan dalam

Hukum Pidana Islam disandarkan pada tuntutan
Allah dan Rasul-Nya dan pikiran manusia.
Jangkauan pikiran atau pidana dalam KUHP hanya
didapatkan pada waktu terpidana masih hidup, dan
tidak dapat dituntut lagi apabila terpidana
meninggal dunia serta daluwarsa, sedangkan dalam
Hukum Pidana Islam jangkauan hukuman atau pidana
bukan saja dii dunia tetapi masih dapat diperoleh
setelah terpidana meninggal dunia.

Dalam Hukum Pidana 1slam (Jinaayaah) kejahatan

murtad, bersetubuh dengan binatang diancam pidana

sedangkan dalam KUHP
syatu kejahatan atau

i jahat terseb
mati, keja an ut

tidak dianggap sebagai

pelanggaran.
kesapakatan {(Ijma}) tidak di-

Analogi (aiyas) dan

arkenankan dalam Hukum pidana Positif (KUHP],
per

alam Hukum pidana Islam dua Jlembaga

sedangkan d
dibolehkan, bahkan kedudukan

t
ukum tarsebu
" g ketiga setelah Al-

sebagai sumber hukum yan

nnah.
Qur'an dan AssU

pemidanaan menurut hukum positif

SumbErHsumbsr

ya KuHP sedal

gkan sumber—sumber pemidanaan

han
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11.

12.

13.
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Al-
v Lima dan Qiyas.

KUHP
hanya mengengi dua kelompok perbuatan vang

di i ]
ancam pidana yaituy kKejahatan dan pelanggaran,
sedangkan dalam Hukum Pidana Islam mengenal tiga

kelompok perbuatan yang diancam pidana yaitu -

=

Jarimah Hudud, Jarimah Qisash-diyat dan Jarimah
Ta'zir.

Datam Hukum Pidana Islam mengenal lembaga pengam-
punan atau perdamaian dari pihak wali korban pada
delik yang termasuk jarimah gisash-diyat (pembu-

nuhan dan penganiayaan), sedangkan dalam KUHP

tidak mengenal lembaga tersebut.
sistem pelaksanaan hukuman pada hukum positif

(KUHP) hanya dilaksanakan dengan penembakan

sampai mati khusus pada pidana mati, memasukkan

ke rumah penjara terpidana terhadap orang yang

dijatuhi pidana penjara baik sementara waktu,
maupun sSeumur hidup, sedangkan dalam Hukum Pidana
m dilakukan dengan beberap

dipenggal, dilemparkan

a cara yaitu di-
Isla

rajam, disalib, digisash,
i ' ~hidup, dijilid dan
dibakar hidup hi 2
ke dalam telaga,
in-lain. N
= am hukum pidana positif

Eksekusi pemidanaan dal

(KUHP) han¥

dilakukan ocleh penguasa atau
a

oleh kejaksaan dan
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dibantu isi
oleh hEpGTTEIEH, Sedangkan dalam Hukum

Pid
ana Islam dilakukan aleh Penguasa dan

Perseorangan (walij korban) .

14. Baik syara maupun hukum positif memegang prinsip

asas legalitas yakni tidak ada jarimah dan tidak
ada hukuman sebelum ada kekuatan aturan pidana

dalam nash (undang-undang).
15. Penerapan asas Jegalitas pada hukum positif
(KUHP) semua sama terhadap semua jenis perbuatan,

sedangkan dalam Hukum Pidana Islam ada beberapa

macam alternataf.

16. Pendirian hukum positif dan Hukum Pidana Islam
tentang tidak adanya hukuman pada tahap pemikiran

perencanaan dan persiapan dalam percobaan.

17. Baik hukum positif maupun Hukum Pidana Islam ber-

pendirian hahwa taubat dan penyesalan pembuat

tidak dapat menghapuskan hukuman.
18. Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif
(KUHP) 1ebih menekankan pada unsur pelaksanaan
k dapat menghukum percobaan kejahatan diban-

untu :
percobaan lainnya.

4.2 Saran 1a KUHP Indonesia yang akan da-

apabi

1. Seharusnya Lidana yang Yebib barat

i caman
perikan an
tang mem <o jahatan pemerkosaan terhadap

terhadap pelaky
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anak kandung, 2ina, bersetypyn dengan binatang,

Peminum khamar,

bersetubuh dengan sesama Jenis

Kelamin,

Seyogyanya apabila parg Penegak hukym {hakim)

mencantumkan dalam salap Satu pertimbangan hu-
kumnya prinaip—prinsip Hukum Pidana Isiam setiap
menjatuhkan hukuman atau pidana terhadap ter-
pidana yang beragama Islam. Sebab KUHP dan Hukum
Pidana Islam mempunyai persamaan prinsip keja-
hatan, khususnya mengenai kejahatan yang diancam
pidana gisash.

Perlu kiranya Hukum Pidana Islam (Jinaayaah) di-

masukkan menjadi salah satu materi pelajaran

kuliah perbandingan hukum pidana.
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